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Penulis 
 
Notaris dalam menjalankan jabatan dan tugasnya sebagai pejabat umum 
harus memiliki rasa tanggung jawab terhadap Negara dan masyarakat meskipun 
Notaris bukanlah Pegawai Negeri yang juga harus diawasi agar tidak menyimpang 
dari peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pengawasan yang dilakukan 
terhadap Notaris pada saat berlakunya Peraturan Jabatan Notaris berada pada 
Hakim Pengawas yang ditunjuk oleh Pengadilan Negeri untuk melakukan 
pengawasan terhadap segala perbuatan dan tingkah laku dari Notaris. Akan tetapi 
untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas dari Notaris sebagai pejabat umum 
maka dikeluarkanlah suatu peraturan baru yang berlaku bagi Notaris, yaitu 
Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004. Dengan berlakunya Undang-undang 
tersebut maka kewenangan Pengadilan Negeri sebagai pengawas Notaris 
menjalankan tugasnya berakhir yang kemudian digantikan oleh Pengawas yang 
disebut Majelis Pengawas. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan tugas pengawasan 
terhadap Notaris oleh Majelis Pengawas Notaris dan Dewan Kehormatan serta 
peranan dan fungsi Majelis Pengawas Wilayah terhadap pelaksanaan tugas 
jabatan Notaris. Metode yang digunakan adalah menggunakan metode yuridis 
empiris, dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Data yang digunakan 
adalah bersumber dari data primer yang diperoleh dari penelitian lapangan melalui 
teknik wawancara dengan responden dan narasumber, serta data sekunder yang 
dikumpulkan dari penelitian kepustakaan melalui penelaahan bahan hukum primer 
dan bahan hkum sekunder. Data yang telah dihimpun dianalisis secara kualitatif 
dalam mendaefkripsikan permasalahan penelitain dengan hasil penarikan 
kesimpulan secara deduktif. 
Berdasarkan pembahasan, dapat diketahui bahwa : 1) Pelaksanaan Tugas 
Pengawasan Terhadap Notaris Majelis Pengawas Notaris dan Dewan 
Kehormatan merupakan amanat Undang-undang Jabatan Notaris, khususnya 
Pasal 67 Ayat (1) dan (2) yang menyatakan bahwa menteri berwenang dalam 
mengawasi notaris dan dalam melaksanakan pengawasannya menteri 
membentuk majelis pengawas. Oleh karenanya pengawasan yang dilakukan 
sebelum berlakunya Undang-undang Jabatan Notaris adalah bersifat preventif dan 
represif, akan tetapi setelah berlakunya Undang-undang Jabatan Notaris maka 
pengawasan yang dilakukan lebih bersifat preventif dan kuratif lagi. Sedangkan 
untuk pengawasan yang dilakukan oleh Dewan Kehormatan adalah berkaitan 
dengan pelanggaran Kode Etik Profesi Notaris; 2) Peranan dan fungsi Majelis 
Pengawas Wilayah terhadap Pelaksanaan tugas Jabatan Notaris melakukan 
tugasnya selalu memperhatikan dan melihat relevansi serta urgensi seorang 
Notaris dipanggil sebagai saksi maupun sebagai tersangka dengan pengambilan 
minuta atau foto copynya maupun surat-surat yang dilekatkan pada minuta 
tersebut untuk proses peradilan, penyidikan atau penuntut umum. Dengan 
persetujuan tersebut mempunyai arti bahwa dengan tidak adanya persetujuan 
maka hal tersebut tidak dapat dilakukan.  
 
Kata Kunci : Majelis Pengawas, Jabatan Notaris 
Abstract 
 
A notary in occupying his official and duties as public official must have own 
responsibility sense on state and public although the notary is not as government 
employee. As a public official, in implementing his duties Notary also must be 
controlled that not deviated from the regulation rules apply for him and also must 
be capable with responsibility in provide ail authentically deed that applied to those 
community require it. The control that was effected to the Notary while adopting a 
regulation to the Notary official set upon art supervisor judge appointed by State 
Court perhaps in relating With controlling on all acts and behave of Notary. In 
order to improve quality and quantity on notary as public official however, it was 
issued a new regulation drat effective for all Notaries; namely the Acts No.30 of 
2004. By effective that Acts so thee authority of State Courtt as Notary Supervisor 
in implementing his duties shall end, for that replaced by an supervisor named as 
the Supervisor Assembly.   
The research uses juridical empirical as the method, with the research 
specification of descriptive analytical. The data used are taken from primary data 
gained from the field research through interview with the respondent and source 
speaker, and secondary one gained from literature through reviewing the primary 
and secondary law material. The collected data are analyzed qualitatively upon the 
problem describing with the deductive conclusion. 
From the research results, it can be found that: 1) supervision task 
execution towards notary public supervisor assembly notary public and honour 
council is notary public function law message, especially paragraph 67 verses (1) 
and (2) declare that authoritative minister in supervises notary public and in carry 
out minister the supervision forms supervisor assembly. for the reason supervision 
that done before the operative notary public function law has preventif and 
repressive,  but after the operative notary public function law so supervision that 
done more has preventif and curative again. while for supervision that done by 
honour council related to code infringement etik notary public profession; 2) part 
and area supervisor assembly function towards notary public function task 
execution does the task always pay attention and see relevance with urgency a 
notary public is called as also as suspected with taking minuta or photo copy also 
letters that pasted in minuta for judicature process, investigation or publik 
prosecutor. in the affirmative has meaning that without sanctions existence so the 
mentioned can not be done. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
A. Latar Belakang 
Pembangunan Nasional merupakan usaha mewujudkan tujuan nasional 
seperti yang tercantum dalam Pembukaan Undang-undang Dasar 1945 Alinea 
IV yaitu melindungi segenap tumpah darah Indonesia, memajukan 
kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut 
melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi 
dan keadilan sosial. Jadi pada hakekatnya pembangunan nasional adalah 
membangun manusia Indonesia seutuhnya menuju masyarakat  adil dan 
makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 seperti yang 
tertuang dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 
tentang Program Pembangunan Nasional (PROPENAS)  Tahun 2000-2004 
Bab I huruf B Tujuan dan Sasaran Pembangunan Nasional, warta Perundang-
undangan Nomor 2013. 
Pembangunan hukum harus diselenggarakan sebagai bagian integral 
dari pembangunan nasional. Hal ini dimaksudkan untuk  meningkatkan  
kesadaran   hukum,   menjamin  penegakan, pelayanan dan kepastian hukum 
serta mewujudkan suatu tata hukum nasional yang mengabdi pada 
kepentingan nasional.  
1 
 
Dalam upaya pembinaan dan penegakkan hukum di Indonesia 
diperlukan perangkat peraturan perundang-undangan dan alat penegaknya. 
Selain itu dikenal juga adanya lembaga kemasyarakatan yang memberikan 
sumbangan untuk tetap tegak dan dilaksanakannya hukum dengan baik oleh 
anggota masyarakat, sehingga diharapkan dapat menciptakan ketertiban dan 
keamanan ditengah-tengah masyarakat. 
Lembaga Kenotariatan adalah salah satu lembaga kemasyarakatan 
yang ada di Indonesia, lembaga ini timbul dari kebutuhan dalam pergaulan 
sesama manusia yang menghendaki adanya suatu alat bukti mengenai 
hubungan hukum keperdataan yang ada dan atau terjadi diantara mereka1.   
Terkait dengan hal ini semakin banyak kebutuhan akan jasa Notaris. 
Notaris sebagai abdi masyarakat mempunyai tugas melayani masyarakat 
dalam bidang perdata, khususnya dalam hal  pembuatan akta otentik. Seperti 
yang dimaksud dalam pasal 1868 Kitab Undang-undang Hukum Perdata jo 
Pasal satu (1) angka tujuh (7) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang 
Jabatan Notaris, Dalam Pasal 1868 Kitab Undang-undang Hukum Perdata 
menyebutkan bahwa : 
“Akta Otentik ialah suatu akta yang didalam bentuk yang ditentukan oleh 
undang-undang, dibuat oleh atau dihadapan pegawai-pegawai umum 
yang berkuasa untuk itu di tempat dimana akta dibuatnya.” 
 
Sedangkan dalam Pasal satu (1) angka tujuh (7) Undang-undang Nomor 30 
Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris menyebutukan bahwa : 
 
                                                 
1 G.H.S. Lumban Tobing, Peraturan Jabatan Notaris, (Jakarta : Erlangga,  1999), hal 2  
“Akta Notaris adalah akta otentik yang dibuat oleh atau dihadapan 
Notaris menurut bentuk dan tata cara yang  ditetapkan dalam undang-
undang ini.”   
Fungsi dan peran Notaris dalam gerak pembangunan nasional yang 
semakin kompleks dewasa ini tentunya makin luas dan makin berkembang, 
sebab kelancaran dan kepastian hukum yang dijalankan oleh semua pihak 
makin banyak dan luas, dan hal ini tentunya tidak terlepas dari pelayanan dan 
produk hukum yang dihasilkan oleh Notaris. Pemerintah dan masyarakat luas  
tentunya mempunyai harapan agar pelayanan jasa yang diberikan oleh Notaris 
kepadanya benar-benar memiliki nilai dan bobot yang dapat 
dipertanggungjawabkan. 
Notaris mempunyai peran serta dalam aktivitas menjalankan profesi 
hukum yang tidak dapat dilepaskan dari persoalan-persoalan mendasar yang 
berkaitan dengan fungsi serta peranan hukum itu sendiri, yang mana hukum 
diartikan sebagai kaidah-kaidah yang mengatur segala kehidupan masyarakat. 
Tanggung jawab Notaris yang berkaitan dengan profesi hukum tidak dapat 
dilepaskan pada pendapat bahwa dalam melaksanakan jabatannya tidak dapat 
dilepaskan dari keagungan hukum itu sendiri, sehingga Notaris diharapkan 
bertindak untuk merefleksikannya didalam pelayanannya kepada masyarakat.2  
Agar seorang Notaris benar-benar menjalankan kewenangannya, 
Notaris harus senantiasa melakukan tugas jabatannya  menurut ukuran yang 
                                                 
2 Wiratni Ahmadi, Pendidikan Magister Kenotariatan, (Bandung : makalah disampaikan pada 
pengenalan pendidikan Magister Kenotariatan Universitas Padjadjaran, 2000), hal 1-2 
tertinggi dengan amanah, jujur, seksama, mandiri dan tidak memihak.  Notaris 
dalam menjalankan kewenangannya tidak boleh mempertimbangkan 
keuntungan pribadi, Notaris hanya boleh memberi keterangan atau pendapat 
yang dapat dibuktikan kebenarannya,  Notaris wajib bersikap tulus ikhlas 
terhadap klien dan mempergunakan segala sumber keilmuwannya, apabila 
Notaris yang bersangkutan tidak menguasai bidang hukum tertentu dalam 
pembuatan akta, maka ia wajib berkonsultasi dengan rekan lain yang 
mempunyai keahlian dalam masalah yang sedang dihadapi, disamping itu 
Notaris juga wajib merahasiakan segala sesuatu yang diketahuinya tentang 
masalah klien karena kepercayaan yang telah diberikan kepadanya.                                 
Setiap wewenang yang diberikan kepada jabatan harus ada aturan 
hukumnya3.  Sebagai batasan agar jabatan dapat berjalan dengan baik, dan 
tidak berbenturan dengan wewenang jabatan lainnya. Dengan demikian jika 
seorang pejabat  (Notaris) melakukan tindakan diluar wewenang yang telah 
ditentukan, dapat dikategorikan sebagai perbuatan melanggar hukum, seperti 
yang dimaksud pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang 
berbunyi : 
“Tiap perbuatan yang melanggar hukum, yang membawa kerugian 
kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya 
menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.” 
 
Wewenang Notaris diatur dalam Pasal 15 ayat (1) dan (2) Undang-
undang Jabatab Notaris, sedangkan dalam Pasal 15 ayat (3)nya merupakan 
                                                 
3 Philipus M.Hadjon & Tatik Sri Djatmiati, Tentang Wewenang,(Surabaya:Majalah Yuridika, Edisi 
V,1997), hal 1 
 
wewenang yang akan ditentukan kemudian berdasarkan aturan hukum lain 
yang akan datang (ius constituendum).  
Mengingat peranan dan kewenangan Notaris yang sangat penting bagi 
lalu lintas hukum dalam kehidupan bermasyarakat, maka perilaku dan tindakan 
Notaris dalam menjalankan fungsi kewenangan, rentan terhadap 
penyalahgunaan yang dapat menimbulkan kerugian bagi masyarakat, 
sehingga lembaga pembinaan dan pengawasan terhadap Notaris perlu 
diefektifkan. Ketentuan yang mengatur tentang pengawasan bagi Notaris diatur 
dalam  Bab  IX  Pasal 67 sampai dengan pasal 81Undang-undang Nomor 30 
Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dan Keputusan Menteri Hukum Dan Hak 
Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.39-PW.07.10 Tahun 2004 tentang 
Pedoman Pelaksanaan Tugas Majelis Pengawas Notaris sebagai peraturan 
pelaksanaannya.  Ketentuan-ketentuan ini merupakan salah satu upaya untuk 
mengantisipasi kelemahan dan kekurangan dalam sistem pengawasan 
terhadap Notaris, sehingga diharapkan dalam menjalankan profesi jabatannya, 
Notaris dapat lebih meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. 
Sebelum berlaku Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang 
Jabatan Notaris, pengawasan, pemeriksaan, dan penjatuhan sanksi terhadap 
Notaris dilakukan oleh badan peradilan yang ada pada waktu itu, sebagaimana 
pernah diatur dalam Pasal 140 Reglement op de Rechtelijke Organisatie en 
Het Der Justitie (Stb. 1847 No.23), Pasal 96 Reglement Buitengewesten, Pasal 
3 Ordonantie Buitengerechtelijke Verrichtingen – Lembaran Negara 1946 
Nomor 135, dan Pasal 50 Peraturan Jabatan Notaris. Kemudian Pengawasan 
terhadap Notaris dilakukan oleh Peradilan Umum dan Mahkamah Agung 
sebagaimana tersebut dalam Pasal 32 dan 54 Undang-undang Nomor 13 
Tahun 1965 tentang Pengadilan dalam Likungan Peradilan Umum dan 
Mahkamah Agung, kemudian dibuat pula Surat Edaran Mahkamah Agung 
Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1984 tentang Tata Cara Pengawasan 
Terhadap Notaris, Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung dan Menteri 
Kehakiman Nomor KMA/006/SKB/VII/1987 tentang Tata Cara Penindakan dan 
Pembelaan Diri Notaris, dan terakhir dalam Pasal 54 Undang-undang Nomor 8 
Tahun 2004 tentang Peradilan Umum.  
Pada tahun 1999 sampai dengan tahun 2001 dilakukan perubahan 
terhadap Undang-undang Dasar (UUD) 1945, dengan amandemen tersebut 
telah pula merubah Kekuasaan Kehakiman. Dalam Pasal 24 ayat (2) Undang-
undang Dasar (UUD) 1945 menegaskan bahwa Kekuasaan Kehakiman 
dilakukan oleh institusi Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di 
bawahnya.  Sebagai tindak lanjut dari perubahan tersebut Undang-undang 
Nomor 48 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman yang 
dalam Pasal 18 ditegaskan bahwa penyelenggaraan kekuasaan kehakiman 
oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya 
dalam lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer, 
Peradilan Tata Usaha Negara dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi, dalam 
Pasal 1 Undang-undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas 
Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, ditegaskan 
bahwa Mahkamah Agung sebagai pelaku salah satu kekuasaan kehakiman. 
 Pada tahun 2004 dibuat Undang-undang Nomor 8 Tahun 2004, dalam 
Pasal 5 ayat (1) ditegaskan bahwa pembinaan tehnis peradilan, organisasi, 
administrasi, dan finansial pengadilan dilakukan oleh Mahkamah Agung sesuai 
dengan isi Keputusan Presiden Nomor 21 Tahun 2004 mengenai Pengalihan 
Organisasi, Administrasi dan Finansial di Lingkungan Umum Peradilan Tata 
Usaha Negara dan Peradilan Agama ke Mahkamah Agung. 
Dengan adanya  pengalihan kewenangan tersebut, Notaris  diangkat 
oleh pemerintah dalam hal ini Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia, 
kemudian tentang pengawasan terhadap Notaris yang diatur dalam Pasal 54 
Undang-undang Nomor  8 Tahun 2004 dicabut oleh Pasal 91 Undang-undang 
Jabatan Notaris. 
Sejak kehadiran institusi Notaris di Indonesia, pengawasan terhadap 
Notaris  dilakukan oleh lembaga peradilan dan pemerintah, tujuan dari 
pengawasan agar para Notaris ketika menjalankan tugas jabatannya 
memenuhi semua persyaratan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas 
jabatan Notaris, demi untuk pengamanan kepentingan masyarakat, karena 
Notaris diangkat oleh pemerintah,  bukan untuk kepentingan diri Notaris sendiri 
melainkan untuk kepentingan masyarakat yang dilayaninya4. 
 Notaris dihadirkan untuk melayani kepentingan masyarakat yang 
membutuhkan alat bukti berupa akta otentik sesuai permintaan kepada 
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Notaris. Sehingga tanpa adanya masyarakat yang membutuhuhkan Notaris, 
maka Notaris tidak ada gunanya. Meskipun demikian tidak berati dengan 
bergantinya instansi yang melakukan pengawasan Notaris tidak akan terjadi 
pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris, karena meskipun 
pengawasan yang dilakukan Majelis Pengawas Notaris, betapapun ketatnya 
pengawasan yang dilakukan Majelis Pengawas Notaris, tidak mudah 
melakukan pengawasan tersebut. Hal ini kembali kepada Notaris sendiri 
dengan kesadaran dan penuh tanggung jawab dalam tugas jabatannya 
mengikuti atau berdasarkan aturan hukum yang berlaku. 
Peranan Majelis Pengawas Notaris adalah melaksanakan pengawasan 
terhadap Notaris, supaya dalam menjalankan tugas jabatannya tidak 
menyimpang dari kewenangannya dan tidak melanggar  peraturan perundang-
undangan yang berlaku, disamping itu juga melakukan pengawasan, 
pemeriksaan dan menjatuhkan sanksi terhadap Notaris, sedangkan fungsi 
Majelis Pengawas Notaris adalah agar segala hak dan kewenangan maupun 
kewajiban yang diberikan kepada Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya  
sebagaimana yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan yang 
berlaku, senantiasa dilakukan diatas jalur yang telah ditentukan, bukan saja 
jalur hukum, tetapi juga atas dasar moral dan etika demi terjaminnya 
perlindungan hukum dan kepastian hukum bagi pihak yang membutuhkannya. 
Tidak kalah penting juga peranan masyarakat untuk mengawasi  dan 
senantiasa melaporkan tindakan Notaris yang dalam melaksanakan tugas 
jabatannya tidak sesuai dengan aturan hukum yang berlaku kepada Majelis 
Pengawas Notaris setempat. Dengan adanya laporan seperti ini dapat 
mengeliminasi tindakan Notaris yang tidak sesuai dengan aturan hukum 
pelaksanaan tugas jabatan Notaris. 
Di dalam ketentuan Pasal 67 sampai dengan Pasal 81 Undang-undang 
Jabatan Notaris (UUJN) terdapat sarana kaidah-kaidah hukum untuk 
mengawasi Notaris yang meliputi perilaku Notaris dan pelaksanaan jabatan 
Notaris.  
Dalam Pasal 67 Undang-undang Jabatan Notaris ditentukan bahwa 
yang melakukan pengawasan terhadap Notaris adalah Menteri, Dalam 
melaksanakan tugas pengawasan tersebut Menteri membentuk Majelis 
Pengawas Notaris yang mana masing-masing Majelis Pengawas Notaris 
tersebut terdiri dari 9 (sembilan) orang, terdiri dari unsur :  
1. Pemerintah sebanyak tiga (3) orang ; 
2. Organisasi Notaris sebanyak tiga (3) orang ; dan 
3. Ahli/Akademik sebanyak tiga (3) orang. 
Sedangkan dalam Pasal 68 Undang-undang Jabatan Notaris menyebutkan, 
bahwa Majelis Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (2) 
terdiri atas : 
1. Majelis Pengawas Daerah; 
2. Majelis Pengawas Wilayah; 
3. Majelis Pengawas Pusat. 
Dalam Pasal 3 ayat (1), Pasal 4 ayat (!) dan Pasal 5 ayat (1) Peraturan 
Menteri ditentukan pengusulan Anggota Majelis Pengawas. Ketentuan Pasal 3 
ayat (1) menentukan pengusulan Anggota Majelis Pengawas Daerah (MPD) 
terdiri atas : 
1. Unsur pemerintah oleh Kepala Divisi Pelayanan Hukum Kantor Wilayah; 
2. Unsur organisasi Notaris oleh Pengurus Daerah Ikatan Notaris Indonesia; 
3. Unsur ahli/akademis oleh dosen/staf pengajar fakultas hukum atau 
perguruan tinggi setempat. 
Majelis Pengawas Daerah (MPD) dibentuk dan berkedudukan di 
kabupaten atau di kota ( Pasal 69 ayat [1] Undang-undang Jabatan Notaris ). 
Ketentuan Pasal 4 ayat (1) menentukan pengusulan Anggota Majelis 
Pengawas Wilayah (MPW) terdiri atas :  
a. Unsur pemerintah oleh Kepala Kantor Wilayah; 
b. Unsur organisasi Notaris oleh Pengurus Wilayah Ikatan Notaris Indonesia; 
c. Unsur ahli/akademis oleh dosen/staf pengajar fakultas hukum atau 
perguruan tinggi setempat.  
Majelis Pengawas Wilayah (MPW) dibentuk dan berkedudukan di 
ibukota propinsi  ( Pasal 72 ayat (1) Undang-undang Jabatan Notaris). 
Ketentuan Pasal 5 ayat (1) menentukan pengusulan Anggota Majelis 
Pengawas Pusat (MPP) terdiri atas : 
1. Unsur pemerintah oleh Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum; 
2. Unsur organisasi Notaris oleh Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia; 
3. Unsur ahli/akademis oleh dekan fakultas hukum universitas yang 
menyelenggarakan program magister kenotariatan. 
Majelis Pengawas Pusat (MPP) dibentuk dan berkedudukan di ibukota 
negara ( Pasal 76 ayat [1] Undang-undang Jabatan Notaris. 
Penulis hendak mengamati peranan dan fungsi Majelis Pengawas di 
tingkat Wilayah terhadap pelaksanaan tugas jabatan Notaris, karena selain 
Majelis Pengawas Pusat, Majelis Pengawas Wilayah juga mempunyai 
kewenangan untuk mengadakan dan atau melakukan pemeriksaan kepada 
Notaris yang melakukan pelanggaran baik yang berupa kode etik Notaris 
maupun ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, 
sehingga dapat dijatuhkan sanksi. Untuk memperjelas hal tersebut diatas, 
maka akan ditinjau  lebih lanjut tentang pengawasan Notaris di wilayah 
Propinsi Jawa Tengah dan bagaimana kinerja Majelis Pengawas Wilayah 
dalam menyikapi kendala-kendala yang muncul di lapangan berkaitan dengan 
tugas jabatan Notaris. 
 
B.   Perumusan Masalah   
Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka yang 
menjadi permasalahan dalam penelitian ini  dapat dirumuskan sebagai berikut :  
1. Bagaimana  pelaksanaan tugas pengawasan terhadap Notaris oleh Majelis 
Pengawas Notaris dan Dewan Kehormatan ? 
2. Bagaimana peranan dan fungsi Majelis Pengawas Wilayah terhadap 
pelaksanaan tugas jabatan Notaris ? 
 
 
C.  Tujuan Penelitian 
Berdasarkan uraian tersebut diatas, penelitian yang penulis lakukan 
bertujuan : 
1. Untuk mengetahui pelaksanaan tugas pengawasan terhadap Notaris oleh 
Majelis Pengawas Notaris dan Dewan Kehormatan; 
2. Untuk memahami  peranan dan fungsi Majelis Pengawas Wilayah terhadap 
pelaksanaan tugas jabatan Notaris. 
 
D.  Manfaat Penelitian 
Hasil penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat bagi semua pihak, 
baik secara langsung maupun tidak langsung, adapun manfaat yang dapat 
diambil dari penelitian ini adalah : 
1. Secara teoritis memperkaya khazanah ilmu pengetahuan hukum,  
khususnya bagi dunia kenotariatan. 
2. Secara praktis hasil penelitian diharapkan dapat memberikan sumbangan 
pemikiran dan pengetahuan tentang pengawasan terhadap Notaris, 
sehingga dapat dijadikan pedoman dalam memahami lebih jauh mengenai 
peranan dan fungsi Majelis Pengawas Wilayah terhadap pelaksanaan 
tugas jabatan Notaris. 
 
 
 
 
E.  Kerangka Pemikiran 
Notaris sebagai pejabat umum merupakan jabatan kepercayaan yang  
oleh Negara diserahkan kepadanya, sebagaimana terdapat dalam rumusan 
Pasal 15 ayat (1) Undang-undang Jabatan Notaris, yang menetapkan bahwa 
Notaris adalah pejabat umum dan  mempunyai kewenangan untuk membuat 
akta pihak yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik,  
perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-
undangan. 
 Sekilas akan kami jelaskan tentang Tugas jabatan Pejabat Pembuat 
Akta Tanah (PPAT), yang mana antara tugas jabatan PPAT dan Notaris 
mempunyai kaitan  yang erat. Kedudukan Pejabat Pembuat Akta Tanah 
(PPAT) diatur dalam Peratutan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang 
Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah. 
Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) adalah : 
“Pejabat Umum” yang bertugas dan mempunyai kewenangan 
memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam bidang Hukum 
Perdata, yaitu membuat bukti tertulis berupa akta otentik dari hubungan 
hukum para pihak dalam hal peralihan hak atas tanah”. 
 
Tugas Pokok dan Kewenangan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) 
diatur dalam pasal dua (2) Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 
tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah : 
“PPAT bertugas pokok melaksanakan sebagian kegiatan pendaftaran 
tanah dengan membuat akta sebagai bukti telah dilakukannya 
perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas tanah atau Hak Milik 
Atas Satuan Rumah Susun, yang akan dijadikan dasar bagi 
pendaftaran perubahan data pendaftaran tanah yang diakibatkan oleh 
perbuatan hukum itu.” 
 
Perbuatan hukum yang dimaksud adalah jual beli, tukar menukar, hibah, 
pemasukan ke dalam perusahaan (inbreng), pembagian hak bersama, 
pemberian Hak Guna Bangunan/Hak Pakai atas Tanah Hak Milik, pemberian 
Hak Tanggungan, pemberian Kuasa membebankan Hak Tanggungan. Untuk 
melaksanakan tugas pokok sebagaimana yang dimaksud dalam pasal dua (2) 
tersebut, seorang PPAT mempunyai kewenangan membuat akta otentik 
mengenai semua perbuatan hukum yang tersebut diatas mengenai hak atas 
tanah dan Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun yang terletak di dalam daerah 
kerjanya. 
 Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas Pejabat 
Pembuat Akta Tanah (PPAT) dilaksanakan oleh  Menteri Negara Agraria 
dalam hal ini oleh Kepala Badan Pertanahan Nasional. Demikian luasnya 
kewenangan yang dipercayakan oleh Negara kepada Notaris sehingga perlu 
ada lembaga kontrol yang berfungsi untuk melakukan pembinaan dan 
pengawasan agar kewenangan tersebut dilaksanakan sesuai dengan makna 
sumpah jabatannya, yaitu bahwa Notaris akan melaksanakan jabatannya 
dengan amanah, jujur, seksama, mandiri dan tidak berpihak, untuk itu  oleh 
Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dibentuk 
Majelis Pengawas Notaris.  
Ketentuan Pasal 1 angka 6 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 
tentang Jabatan Notaris menetapkan bahwa Majelis Pengawas Notaris adalah 
suatu badan yang mempunyai kewenangan dan kewajiban untuk 
melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap Notaris. Kata pembinaan 
diletakkan di depan dimaksudkan agar mempunyai fungsi sebagai lembaga 
pengawasan5. Dengan demikian fungsi pembinaan ini didahulukan dari pada 
fungsi pengawasan, tentunya ada makna yang ingin disampaikan oleh 
pembentuk Undang-undang Jabatan Notaris kepada para Notaris khususnya 
dan kepada masyarakat sebagai pengguna jasa Notaris pada umumnya. 
Fungsi pembinaan ini, lebih didahulukan atau diutamakan daripada fungsi 
pengawasan hal ini dikarenakan terkait dengan kedudukan Notaris sebagai 
jabatan atau profesi jabatan yang mulia (offum nobile), yang oleh karena itu 
diharapkan seorang Notaris harus mampu menjaga kehormatan, martabat dan 
tanggung jawab sebagai jabatan yang mulia tersebut. 
Fungsi pembinaan ditujukan agar yang diawasi, yaitu Notaris selalu 
diingatkan untuk  memahami dan  mematuhi aturan-aturan  baik yang berupa 
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kode etik Notaris maupun ketentuan-ketentuan  dalam peraturan perundang-
undangan yang berlaku. Sedangkan fungsi pengawasan kepada Notaris 
ditujukan agar dalam menjalankan jabatannya Notaris senantiasa mematuhi 
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, karena apabila 
seorang Notaris terbukti melakukan pelanggaran maka akan dikenakan sanksi. 
Sanksi tersebut dapat berupa teguran lisan, teguran tertulis, pemberhentian 
sementara, sampai dengan pemberhentian dengan tidak hormat. 
Majelis Pengawas Notaris adalah suatu lembaga yang mempunyai 
kewenangan dan kewajiban untuk melakukan pembinaan dan pengawasan 
terhadap Notaris. Notaris sebagai pejabat umum merupakan sekelompok figur 
masyarakat yang mempunyai kualifikasi berupa keahlian hukum tertentu, yang 
tidak dimiliki oleh anggota masyarakat lain. Sebagai kumpulan masyarakat 
yang mempunyai keahlian tertentu, kelompok masyarakat ini dapat 
memberikan kontribusi kemajuan dan manfaat positif bagi masyarakat. Tetapi 
sebaliknya, hal ini dapat juga menjadikan penyalahgunaan keahlian sehingga 
dapat menimbulkan kerugian bagi masyarakat. Oleh karena itu untuk 
mengantisipasi hal tersebut diperlukan pengaturan yang komprehensif 
terhadap Notaris baik mengenai syarat dan tata cara pengangkatan, 
perpindahan dan pemberhentian Notaris maupun mengenai pembinaan dan 
pengawasan terhadap perilaku Notaris dan pelaksanaan jabatan Notaris. 
Pengawasan dan pemeriksaan terhadap Notaris yang dilakukan oleh 
Majelis Pengawas, yang di dalamnya ada unsur Notarisnya, dimaksudkan oleh 
anggota Majelis Pengawas yang memahami dunia kenotariatan. Adanya 
anggota Majelis Pengawas dari unsur Notaris merupakan pengawasan 
internal, artinya dilakukan oleh sesama Notaris yang memahami dunia Notaris 
baik secara teoritis maupun secara praktis. Sedangkan unsur lainnya 
merupakan unsur eksternal yang mewakili dunia akademik, pemerintah dan 
masyarakat. Perpaduan keanggotaan Majelis Pengawas diharapkan dapat 
memberikan sinergi pengawasan dan pemeriksaan yang obyektif, sehingga 
setiap pengawasan dilakukan berdasarkan aturan hukum yang berlaku, dan 
para Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya tidak menyimpang dari 
Undang-undang Jabatan Notaris, karena diawasi secara internal dan eksternal. 
Kewenangan Majelis Pengawas Notaris tidak hanya melakukan pengawasan 
dan pemeriksaan terhadap Notaris, tetapi juga berwenang untuk menjatuhkan 
sanksi tertentu terhadap Notaris yang telah terbukti melakukan pelanggaran 
dalam menjalankan tugas jabatan Notaris.  
Adapun kewenangan dan tata cara dari Majelis Pengawas melakukan 
pengawasan terhadap Notaris telah dijabarkan di dalam Undang-undang 
Jabatan Notaris (UUJN)  jo Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia 
Republik Indonesia Nomor M.02.PR.08.10 Tahun 2004 tentang Tata Cara 
Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota, Susunan Organisasi, Tata 
Kerja, dan Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris (Pmen) jo 
Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 
M.39.PW.07 Tahun 2004 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Majelis 
Pengawas Notaris (KepMen). 
Pengawasan sebagaimana dimaksud merupakan kegiatan yang bersifat 
preventif dan kuratif. Bersifat preventif mengandung makna suatu proses 
pembinaan, sedangkan besifat kuratif mengandung makna melakukan 
penjatuhan sanksi terhadap Notaris dalam pelaksanaan jabatannya apabila 
terbukti melakukan pelanggaran terhadap Undang-undang Jabatan Notaris 
dan Kode Etik Notaris. 
Majelis  Pengawas Notaris secara umum mempunyai ruang lingkup 
kewenangan menyelenggarakan sidang untuk memeriksa adanya dugaan 
pelanggaran Kode Etik Notaris atau pelanggaran pelaksanaan Jabatan (Pasal 
70 huruf a, Pasal 73 ayat [1] huruf a dan b, Pasal 77 huruf a dan b Undang-
undang Jabatan Notaris). 
Berdasarkan substansi pasal tersebut bahwa Majelis Pengawas Notaris 
berwenang melakukan sidang untuk memeriksa:  
a. Adanya dugaan pelanggaran Kode Etik;                                                                           
b. Adanya dugaan pelanggaran pelaksanaan tugas jabatan Notaris; 
c. Perilaku para Notaris yang di luar menjalankan tugas jabatannya sebagai 
Notaris yang dapat mengganggu atau mempengaruhi pelaksanaan tugas 
jabatan Notaris. 
Dalam tataran yang ideal perlu dilakukan pemisahan mengenai 
kewenangan Majelis Pengawas, yaitu Majelis Pengawas lebih tepat untuk 
melakukan pengawasan terhadap perilaku Notaris, hal ini dimaksudkan 
dengan adanya perilaku Notaris yang karena ketidak disiplinan atau melanggar 
ketentuan Jabatan Notaris dapat berakibat fatal terhadap akta yang dibuatnya 
sebagaimana disebutkan dalam pasal 84 Undang-undang Nomor 30 Tahun 
2004 tentang Jabatan Notaris  yaitu : 
 Tindakan pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris terhadap ketentuan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf  I, Pasal 16 ayat (1) 
huruf k, Pasal 41, Pasal 44, Pasal 48, Pasal 49, Pasal 50, Pasal 51 dan Pasal 
52 yang mengakibatkan suatu akta hanya mempunyai kekuatan pembuktian 
sebagai akta dibawah tangan atau suatu akta menjadi batal demi hukum dapat 
menjadi  alasan bagi pihak yang menderita kerugian untuk menuntut  
penggantian biaya dan ganti rugi kepada Notaris.  
Lembaga Majelis Pengawas ini merupakan perpanjangan tangan 
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia yang kedudukannya di luar organisasi 
Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia, Tetapi secara struktur berada 
dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Menteri Hukum dan Hak 
Asasi Manusia. Majelis Pengawas Notaris sebagai sebuah lembaga 
pengawasan yang masih relatif muda usia tentu masih banyak kelemahan dan 
kekurangan dalam menjalankan tugas dan fungsinya, oleh karena itu kebijakan 
saat ini dan ke depan adalah meningkatkan kelembagaan, anggaran dan 
sumber daya manusia, yang sudah tentu hal ini merupakan suatu kebutuhan 
yang mendesak untuk segera dijadikan pilihan, agar Majelis Pengawas Notaris 
dapat segera melaksanakan fungsinya secara efektif. 
 
F.  Metode Penelitian 
1. Pendekatan Masalah 
Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
yuridis empiris yaitu dengan melakukan penelitian secara timbal balik 
antara hukum dengan lembaga non doktrinal yang bersifat empiris dalam 
menelaah kaidah-kaidah hukum yang berlaku di masyarakat. 
Dalam penelitian ini dititik beratkan pada langkah-langkah 
pengamatan dan analisa yang bersifat empiris. Pendekatan penelitian akan 
dilakukan pada Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi 
Manusia, Kantor Notaris di Propinsi Jawa Tengah, dan unsur akademis dari 
fakultas hukum universitas yang menyelenggarakan program magister 
kenotariatan, dimana hal ini sebagai bahan penelitian. Sedangkan dari   
segi  yuridis ditekankan pada doktrinal hukum, melalui peraturan-peraturan 
yang berlaku. 
2. Spesifikasi Penelitian 
Spesifikasi yang digunakan dalam penelitian ini bersifat deskriptif 
analitis, yaitu dimaksudkan untuk memberi data yang seteliti mungkin 
tentang suatu keadaan atau gejala–gejala lainnya6, karena penelitian ini 
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diharapkan memberi gambaran secara rinci, sistematis dan menyeluruh 
mengenai peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan 
teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif. Disamping itu 
bertujuan memberikan gambaran dan menganalisa permasalahan yang 
ada, dimana penelitian ini akan memaparkan  segala hal yang 
berhubungan dengan pelaksanaan tugas pengawasan terhadap Notaris 
dalam kekuasaan Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia, serta 
peranan dan fungsi Majelis Pengawas Wilayah terhadap pelaksanaan 
tugas jabatan Notaris. 
3. Populasi dan Teknik Penentuan Sampel 
a. Populasi  
Populasi, adalah seluruh obyek atau seluruh individu atau 
seluruh gejala atau seluruh kejadian atau seluruh unit yang akan diteliti.7  
 
 
 
 
 
Populasi dalam penelitian ini, adalah pihak-pihak yang terkait 
dengan pelaksanaan pengawasan terhadap Notaris oleh Majelis 
Pengawas Wilayah berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 
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2004 Tentang Jabatan Notaris, dengan menggunakan populasi tersebut 
akan diperoleh data yang akurat dan tepat dalam penulisan tesis ini. 
b. Teknik Penentuan Sampel 
Penarikan sampel yang dipergunakan penulis dalam penelitian ini 
adalah teknik non random sampling. Dalam penggunaan teknik ini 
ditetapkan ciri-ciri atau karakteristik tertentu yang merupakan ciri utama 
dari populasi, kemudian subjek yang diambil sebagai sampel harus 
benar-benar merupakan subjek yang banyak mengandung ciri-ciri 
utama dari populasi.  
Teknik sampling yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
secara Non Random Sampling, dengan Purposive Sampling, yaitu 
penarikan sample yang dilakukan dengan cara mengambil subyek yang 
didasarkan pada tujuan tertentu.32 Alasan penulis menggunakan teknik 
sampling ini karena responden tersebut dianggap benar-benar 
mengetahui tentang tentang pelaksanaan pengawasan terhadap Notaris 
oleh Majelis Pengawas Wilayah berdasarkan Undang-Undang Nomor 
30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, dengan demikian sample yang 
terpilih kemudian menjadi responden dalam penelitian ini adalah 
sebagai berikut : 
1) Notaris yang ada di Propinsi Jawa Tengah. 
2) Pejabat yang berwenang di lingkungan Wilayah Kementrian Hukum 
Dan Hak Asasi Manusia. 
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3) Dosen/Staf Pengajar fakultas hukum universitas yang   
menyelenggarakan program magister kenotariatan. 
4. Teknik Pengumpulan Data 
Dalam Teknik Pengumpulan Data ini menggunakan penelitian 
lapangan dan studi kepustakaan. 
a. Penelitian lapangan artinya : 
Penelitian yang dilakukan dengan cara mengamati langsung terhadap 
para pihak yang berkompeten  melalui :  
1) Wawancara/Interview, untuk memperoleh informasi dengan bertanya 
langsung pada yang diwawancarai.8 Interview yang digunakan 
dalam penelitian ini adalah interview bebas terpimpin, yaitu dengan 
mempersiapkan terlebih dahulu pertanyaan-pertanyaan sebagai 
pedoman, tetapi tidak menutup kemungkinan adanya variasi 
pertanyaan sesuai dengan situasi ketika wawancara berlangsung. 
Wawancara akan dilakukan dengan Notaris dan pejabat yang 
berwenang di lingkungan Wilayah Departemen Hukum dan Hak 
Asasi Manusia. 
2) Kuisioner adalah daftar pertanyaan yang disusun secara tertulis 
berdasarkan proposal penelitian.9 Dalam hal data yang diperoleh 
dari wawancara dirasakan kurang, maka dengan kuisioner yang 
                                                 
8 Ronny Hanitijo Soemutro, op cit, hal 57 
9 Abdul Kadir Muhammad, op cit, hal 89 
dipergunakan, diharapkan pertanyaanya harus dijawab dengan 
memberikan keterangan yang sejelas mungkin. 
b. Studi Kepustakaan artinya pengumpulan data-data yang diperoleh 
melalui bahan pustaka yang berisikan informasi tentang bahan primer. 
Studi Kepustakaan diperoleh dengan mempelajari literatur-literatur yang 
berhubungan dengan obyek dan permasalahan yang diteliti. Studi 
Kepustakaan tersebut untuk selanjutnya  merupakan landasan teori 
dalam mengadakan penelitian lapangan serta pembahasan dan analisa 
data. 
Studi Kepustakaan dalam penelitian ini meliputi  :  
1. Bahan hukum  primer  yang berupa ketentuan perundang-undangan, 
antara lain : 
a) Kitab Undang-undang Hukum Perdata; 
b) Peraturan Jabatan Notaris ( Reglement-Stbl. 1860-3); 
c) Undang-undang Jabatan Notaris ( Undang-undang Nomor 30 
Tahun 2004 ) 
 2. Bahan hukum sekunder berupa tulisan-tulisan para ahli di  bidang 
hukum dan bidang-bidang yang terkait dengan permasalahan yang 
diteliti 
5. Teknik Analisis Data 
Data yang telah dikumpulkan baik dari penelitian lapangan maupun 
penelitian kepustakaan akan dianalisa dengan metode analisis data 
kualitatif yaitu : 
a. Analisis : 
Metode analisis dengan memilih data yang menggambarkan keadaan 
yang sebenarnya di lapangan, analisis menggunakan cara berpikir 
induktif, yaitu menyimpulkan hasil penelitian dari hal-hal yang sifatnya 
khusus ke hal-hal yang sifatnya umum. 
b. Kualitatif : 
Metode analisis data yang mengelompokkan dan menyeleksi data yang 
diperoleh dari penelitian lapangan menurut kualitas dan kebenarannya, 
kemudian dihubungkan dengan teori-teori yang diperoleh dari studi 
kepustakaan sehingga diperoleh gambaran dan pemahaman yang 
sistematis dan menyeluruh untuk menjawab masalah yang diteliti. 
 
 
G. Sistematika Penulisan 
Sistematika penulisan dalam kegiatan penulisan tentang Peranan Dan 
Fungsi Majelis Pengawas Wilayah  Terhadap Tugas Jabatan Notaris adalah 
sebagai berikut : 
BAB I : Pendahuluan  
Pada bab ini pembahasan yang dilakukan meliputi :  Latar Belakang 
Pemikiran, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat 
Penelitian, Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian, Jadwal Rencana 
Penelitian, serta Sistematika Penulisan. 
 
BAB II:  Tinjauan Pustaka 
Pada bab ini pembahasan yang dilakukan meliputu : Kajian teoritis 
tentang tugas dan wewenang Notaris, lembaga-lembaga yang 
berwenang melakukan pengawasan dan penindakan terhadap 
Notaris, peranan dan fungsi Majelis Pengawas Wilayah dalam 
hubungannya dengan tugas jabatan Notaris, pelaksanaan tugas 
pengawasan terhadap Notaris dalam kekuasaan Kementrian Hukum 
Dan Hak Asasi Manusia. 
BAB III : Hasil Penelitian dan Pembahasan 
Pada bab ini pembahasan yang dilakukan meliputi 2 bagian yaitu : 
1. Tentang  bagaimana pelaksanaan tugas pengawasan terhadap 
Notaris oleh Majelis Pengawas Notaris dan Dewan Kehormatan. 
2. Tentang peranan dan fungsi Majelis Pengawas Wilayah terhadap 
pelaksanaan tugas jabatan Notaris. 
BAB IV : Penutup 
Pada bab ini berisi tentang kesimpulan dan rekomendasi terhadap 
seluruh hasil studi yang dilakukan. 
 
                   BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 
 
A. Tinjauan Umum Notaris 
1. Pengertian 
Untuk menjamin kepastian, ketertiban dan perlidungan hukum 
dibutuhkan alat bukti tertulis yang bersifat otentik mengenai keadaan, 
peristiwa atau perbuatan hukum yang diselenggarakan melalui jabatan 
tertentu. Notaris merupakan jabatan tertentu yang menjalankan profesi 
dalam pelayanan hukum kepada masyarakat, perlu mendapatkan 
perlindungan dan jaminan demi tercapainya kepastian hukum. 10 
Lembaga Notariat berdiri di Indonesia sejak pada tahun 1860, 
sehingga lembaga Notariat bukan lembaga yang baru di kalangan 
masyarakat Indonesia. Notaris berasal dari perkataan Notaries, ialah nama 
yang pada zaman Romawi, diberikan kepada orang-orang yang 
menjalankan pekerjaan menulis. Notarius lambat laun mempunyai arti 
berbeda dengan semula, sehingga kira-kira pada abad kedua sesudah 
Masehi yang disebut dengan nama itu ialah mereka yang mengadakan 
pencatatan dengan tulisan cepat.11  
                                                 
10 Djuhad Mahja, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, (Jakarta : Durat 
Bahagia, 2005), Hal. 59. 
11 R. Sugondo Notodisoerjo, Hukum Notariat di Indonesia Suatu Penjelasan, 
(Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1993), hal. 13. 
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Lembaga Notariat di Indonesia telah berumur ± 145 tahun sejak 
berdiri pada tahun 1860, sehingga lembaga Notariat bukan lembaga yang 
baru dalam kalangan masyarakat. Sejarah dari lembaga notariat yang 
dikenal sekarang ini dimulai pada abad ke-11 atau ke-12 di daerah pusat 
perdagangan yang sangat berkuasa pada zaman Italia Utara, Daerah inilah 
yang merupakan tempat asal dari notariat yang dinamakan “Latijnse 
notariaat” dan yang tanda-tandanya tercermin dalam diri notaris yang 
diangkat oleh penguasa umum untuk kepentingan masyarakat umum dan 
menerima uang jasanya ( honorarium ) dari masyarakat umum pula.12 
Perkataan Notaris berasal dari perkataan Notarius, ialah nama yang 
pada zaman Romawi, diberikan kepada orang-orang yang menjalankan 
pekerjaan menulis. Nama Notarius lambat laun rnempunyai arti berbeda 
dengan semula, sehingga kira-kira pada abad ke-dua sesudah Masehi 
yang disebut dengan nama itu ialah mereka yang mengadakan pencatatan 
dengan tulisan cepat.13 
Menurut sejarahnya, Notaris adalah scorang pejabat Negara/pejabat 
umum yang dapat diangkat oleh Negara untuk melakukan tugas-tugas 
Negara dalam pelayanan hukum kepada masyarakat demi tercapainya 
kepastian hukum sebagai pejabat pembuat akta otentik dalam hal 
keperdataan.  
                                                 
12 G.H.S. Lumban Tobing, Op-Cit, hal 3-4  
13 R. Sugondo Notodisoerjo, Op. Cit, hal, 13 
Pengertian Notaris dapat dilihat dalam suatu peraturan perundang-
undangan tersendiri, yakni dalam Pasal 1 Undang-undang Jabatan Notaris, 
yang menyatakan bahwa: 
“Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat 
akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana yang 
dimaksud dalam Undang-undang ini”.14 
Sedangkan pengertian Notaris menurut Pasal 1 PJN, menyebutkan 
Notaris adalah pejabat umum yang satu satunya berwenang untuk 
membuat akta otentik mengenai semua perbuatan perjanjian dan 
penetapan yang diharuskan oleh suatu peraturan umum atau oleh yang 
berkepentingan dikehendaki untuk dinyatakan dalam suatu akta otentik, 
menjamin kepastian tanggalnya, menyimpan aktanya dan memberikan 
grosse, salinan dan kutipannya, semuanya sepanjang pembuatan akta itu 
oleh suatu peraturan umumnya tidak juga ditugaskan atau dikecualikan 
kepada pejabat atau orang lain.  
Berdasarkan pengetian diatas, Notaris sebagai pejabat umum 
adalah pejabat yang oleh undang-undang diberi wewenang, untuk 
membuat suatu akta otentik, namun dalam hal ini pejabat yang dimaksud 
bukanlah pegawai negeri. 
Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 
tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang 
Pokok-Pokok Kepegawaian, Pegawai Negeri adalah setiap warga Negara 
                                                 
14 http//www.sos.state.tx.us/statdoc/edinfo.shtml, tertanggal 17 Maret 2005, . 
Republik Indonesia yang telah ditentukan, diangkat oleh pejabat yang 
berwenang dan diserahi tugas dalam suatu jabatan negeri, atau diserahi 
tugas negara lainnya, dan digaji berdasarkan peraturan perundang-
undangan yang berlaku sedangkan Notaris adalah suatu jabatan yang tidak 
digaji oleh Pemerintah akan tetapi pegawai Pemerintah yang berdiri sendiri 
dan mendapat honorarium dari orang-orang yang meminta jasanya. 
Menurut Hoge Road (arrest tanggal 30 Januari 1911, Wp.n.r.9149; 
tanggal 25 Oktober 1915, N.J.1955,1205, 6 Desember 1920, N.J. 
1921,121), menyatakan  bahwa pegawai negeri adalah mereka yang 
diangkat oleh penguasa yang berhak untuk kepentingan atau kegunaan 
dari setiap orang atau mereka yang bekerja pada badan publik, misalnya 
Negara, Propinsi atau Kotapraja yang mewakili badan itu di dalam 
menjalankan tugasnya dan menjalankan kekuasaan yang ada pada badan 
itu.15 
Dari uraian di atas dapat dikatakan bahwa secara administratif, 
Notaris memang memiliki hubungan dengan negara dalam hal ini, yaitu 
pemerintahan misalnya yang berkaitan dengan pengangkatan dan 
pemberhentian Notaris.16 Untuk menjalankan jabatannya Notaris harus 
                                                 
15 Majalah Renvoi, Nomor 4.16.II, Tanggal 3 September 2004, hal 37  
16 Berdasarkan ketentuan Pasal 2 PJN, jabatan Notaris dijalankan Oleh 
1. orang yang khusus diangkat untuk itu; 
2. pegawai negeri, pada jabatan siapa itu dirangkapkan menurut hukum; 
memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam Pasal 3 Undang-Undang 
Jabatan Notaris, yakni: 17 
1. Warga Negara Indonesia; 
2. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; 
3. Berumur paling sedikit 27 ( dua puluh tujuh ) tahun;  
4. Sehat jasmani dan rohani; 
5. Berijazah Sarjana Hukum dan lulusan jenjang Strata Dua (S-2) 
Kenotariatan; 
6. Telah menjalani magang atau nyata-nyata telah bekerja sebagai 
karyawan Notaris dalam waktu 12 (duabelas) bulan berturut-turut pada 
kantor Notaris atas prakarsa sendiri atau atas rekomendasi Organisasi 
Notaris setelah lulus strata dua kenotariatan ; dan 
7. tidak berstatus sebagai pegawai negeri, jabatan negara, advokat, atau 
tidak sedang memangku jabatan lain yang oleh UndangUndang dilarang 
untuk dirangkap dengan jabatan Notaris. 
8.  
Tugas Notaris adalah mengkonstantir hubungan hukum antara para 
pihak dalam bentuk tertulis dan format tertentu, sehingga merupakan suatu 
akta otentik. Ia adalah pembuat dokumen yang kuat dalam suatu proses 
hukum.18 
Ketentuan mengenai Notaris di Indonesia diatur oleh Undang-
Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dimana mengenai 
pengertian Notaris diatur oleh Pasal 1 angka 1 yang menyatakan bahwa 
Notaris adalah Pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik 
dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang 
ini.19 
2. Dasar Hukum 
                                                 
17 Ibid, Hal. 61. 
18 Tan Thong Kie, Studi Notariat, Serba-serbi Praktek Notaris, Buku I (Jakarta :PT Ichtiar Baru Van 
Hoeve, 2000), hal. 159 
19 Djuhad Mahja, Op. Cit, Hal. 60 
Dalam menjalankan profesinya, Notaris memberikan pelayanan 
hukum kepada masyarakat yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 
Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yang diundangkan tanggal 6 Oktober 
2004 dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 117. 
Dengan berlakunya undang-undang ini, maka Reglement op Het Notaris 
Ambt in Indonesia / Peraturan Jabatan Notaris Di Indonesia (Stb. 1860 
Nomor 3) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 
3. Syarat Untuk Diangkat Sebagai Notaris 
Syarat untuk dapat diangkat menjadi Notaris oleh Menteri Hukum 
dan Hak Asasi Manusia diatur oleh Pasal 3 Undang-Undang Nomor 30 
Tahun 2004 sebagai berikut :20 
a. Warga Negara Indonesia ; 
b. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa ; 
c. Berumur paling sedikit 27 ( Dua puluh tujuh ) tahun ; 
d. Sehat jasmani dan rohani ; 
e. Berijazah Sarjana Hukum dan lulusan jenjang strata dua kenotariatan; 
f. Telah menjalani magang atau nyata-nyata telah bekerja sebagai 
karyawan Notaris dalam waktu 12 ( dua belas ) bulan berturut-turut 
pada Kantor Notaris atas prakarsa sendiri atau atas rekomendasi 
organisasi Notaris setelah lulus strata dua kenotariatan ; dan 
g. Tidak berstatus sebagai pegawai negeri, pejabat negara, advokat atau 
tidak sedang memangku jabatan lain yang oleh undang-undang dilarang 
untuk dirangkap dengan jabatan Notaris. 
 
4. Kewenangan dan Kewajiban serta Larangan Notaris 
A. Kewenangan 
                                                 
20 Ibid, Hal. 62 
Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 15 Undang-Undang 
Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Kewenangan Notaris 
adalah sebagai berikut :21 
(1) Notaris berwenang membuat akta otentik mengenai semua 
perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh 
peraturan perundang-undangan dan / atau yang dikehendaki oleh 
yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik, 
menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, 
memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu 
sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak juga ditugaskan atau 
dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan 
oleh undang-undang. 
(2) Notaris berwenang pula : 
a. mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian 
tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku 
khusus; 
b. membubuhkan surat-surat di bawah tangan dengan 
mendaftar dalam buku khusus;  
c. membuat kopi dari asli surat-surat di bawah tangan berupa 
salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan 
digambarkan dalam surat yang bersangkutan; 
d. melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat    
aslinya; 
e. memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan 
pembuatan akta; 
f. membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan ; dan 
g. membuat akta risalah lelang. 
(3) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan 
(2), Notaris mempunyai kewenangan lain yang diatur dalam 
peraturan perundang-undangan. 
 
B. Kewajiban 
Kewajiban Notaris diatur dalam Pasal 16 Undang-Undang 
Nomor 30 Tahun 2004 sebagai berikut : 22 
(1) Dalam menjalankan jabatannya, Notaris berkewajiban : 
                                                 
21 Ibid, Hal. 66-67 
22 Ibid, hal. 67 
a. bertindak jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga 
kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum; 
b. membuat akta dalam bentuk Minuta Akta dan menyimpannya 
sebagai bagian dari Protokol Notaris; 
c. mengeluarkan Grosse Akta, Salinan Akta, atau Kutipan Akta 
berdasarkan Minuta Akta; 
d. memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan dalam 
undang-undang ini, kecuali ada alasan untuk menolaknya; 
e. merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya 
dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta 
sesuai dengan sumpah / janji jabatan, kecuali undang-undang 
menentukan lain; 
f. menjilid akta yang dibuatnya dalam 1 ( satu ) bulan menjadi 
buku yang memuat tidak lebih dari 50 ( lima   puluh ) akta, dan 
jika jumlah akta tidak dapat dimuat dalam satu buku, akta 
tersebut dapat dijilid menjadi lebih dari satu buku, dan mencatat 
jumlah Minuta Akta, bulan, dan tahun pembuatannya pada 
sampul setiap buku; 
g. membuat daftar dari akta protes terhadap tidak dibayar atau 
tidak diterimanya surat berharga; 
h. membuat daftar akta yang berkenaan dengan wasiat menurut 
urutan waktu pembuatan akta setiap bulan; 
i. mengirimkan daftar akta sebagaimana dimaksud dalam huruf h 
atau daftar nihil yang berkenaan dengan wasiat ke daftar Pusat 
Wasiat Departemen yang tugas dan tanggung jawabnya di 
bidang kenotariatan dalam waktu 5 ( lima ) hari pada minggu 
pertama setiap bulan berikutnya; 
j. mencatat dalam repertorium tanggal pengiriman daftar wasiat 
pada setiap akhir bulan; 
k. mempunyai cap / stempel yang memuat lambang negara 
Republik Indonesia dan pada ruang yang melingkarinya 
dituliskan nama, jabatan, dan tempat kedudukan yang 
bersangkutan; 
l. membacakan akta di hadapan penghadap dengan dihadiri oleh 
paling sedikit 2 ( dua ) orang saksi dan ditandatangani pada 
saat itu juga oleh penghadap, saksi dan Notaris; 
m. menerima magang calon Notaris. 
(2) Menyimpan Minuta Akta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
huruf b tidak berlaku, dalam hal Notaris mengeluarkan akta dalam 
bentuk originali. 
(3) Akta originali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah akta: 
a. pembayaran uang sewa, bunga, dan pensiun; 
b. penawaran pembayaran tunai; 
c. protes terhadap tidak dibayarnya atau tidak diterimanya surat 
berharga; 
d. akta kuasa; 
e. keterangan kepemilikan; atau 
f. akta lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan. 
(4) Akta originali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dibuat 
lebih dari 1 ( satu ) rangkap, ditandatangani pada waktu, bentuk, 
dan isi yang sama, dengan ketentuan pada setiap akta tertulis 
kata-kata "berlaku sebagai satu dan satu berlaku untuk semua". 
(5) Akta originali yang berisi kuasa yang belum diisi nama penerima 
kuasa hanya dapat dibuat dalam 1 ( satu ) rangkap. 
(6) Bentuk dan ukuran cap / stempel sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) huruf k ditetapkan dengan Peraturan Menteri. 
(7) Pembacaan akta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf 1 
tidak wajib dilakukan, jika penghadap menghendaki agar akta tidak 
dibacakan karena penghadap telah membaca sendiri, mengetahui, 
dan memahami isinya, dengan ketentuan bahwa hal tersebut 
dinyatakan dalam penutup akta serta pada setiap halaman Minuta 
Akta diparaf oleh penghadap, saksi, dan Notaris. 
(8) Jika salah satu syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (7) tidak 
dipenuhi, akta yang bersangkutan hanya mempunyai kekuatan 
pembuktian sebagai akta di bawah tangan. 
(9) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) tidak berlaku 
untuk pembuatan akta wasiat. 
 
 
 
 
C. Larangan 
Larangan terhadap Notaris diatur Pasal 17 Undang-Undang 
Nomor 30 Tahun 2004 sebagai berikut : 23 
a. menjalankan jabatan di luar wilayah jabatannya; 
b. meninggalkan wilayah jabatannya lebih dari 7 ( tujuh ) hari kerja 
berturut-turut tanpa alasan yang sah; 
c. merangkap sebagai pegawai negeri; 
d. merangkap jabatan sebagai pejabat negara; 
e. merangkap jabatan sebagai advokat; 
f. merangkap jabatan sebagai pemimpin atau pegawai badan usaha 
milik negara, badan usaha milik daerah atau badan usaha swasta; 
                                                 
23 Ibid, hal. 69 
g. merangkap jabatan sebagai Pejabat Pembuat Pembuat Akta 
Tanah di luar wilayah jabatan Notaris; 
h. menjadi Notaris Pengganti atau melakukan pekerjaan lain yang 
bertentangan dengan norma agama, kesusilaan, atau kepatutan 
yang dapat mempengaruhi kehormatan dan martabat jabatan 
Notaris. 
 
5. Pemberhentian Notaris 
A. Diberhentikan sementara dari jabatan 
Pasal 9 ayat (1) a Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 
mengatur tentang Notaris yang diberhentikan sementara dari 
jabatannya, yakni karena: 
a. Dalam proses pailit atau penundaan kewajiban pembayaran 
utang; 
b. Berada di bawah pengampuan ; 
c. Melakukan perbuatan tercela ; atau 
d. Melakukan pelanggaran terhadap kewajiban dan larangan 
jabatan. 
Sebelum diberhentikan sementara, Notaris diberi kesempatan untuk 
membela diri dihadapan Majelis Pengawas secara berjenjang (Pasal 
9 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004). 
Selanjutnya pemberhentian dilakukan oleh Menteri Hukum dan Hak 
Asasi Manusia atas usul Majelis Pengawas Pusat selama paling 
lama 6 ( enam ) bulan (Pasal 9 ayat (2) (3), (4) Undang-Undang 
Nomor 30 tahun 2004). 
B. Diberhentikan dengan tidak hormat dari jabatan 
Notaris diberhentikan dengan tidak hormat dari jabatannya 
oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia atas usul Majelis 
Pengawas Pusat apabila : 
a. dinyatakan pailit berdasarkan putusan Pengadilan  yang telah 
memperoleh kekuatan hukum tetap; 
b. berada di bawah pengampuan secara terus menerus lebih dari 3  
(tiga) tahun; 
c. melakukan pelanggaran berat terhadap kewajiban dan larangan 
jabatan. 
Selain dari pada itu, berdasarkan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 
30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris : 
“Notaris diberhentikan dengan tidak hormat oleh Menteri 
Hukum dan Hak Asasi Manusia karena dijatuhi pidana 
penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah 
memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak 
pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 ( lima ) tahun 
atau lebih”. 
 
 
B. Pengawasan Terhadap Notaris 
1. Pengertian Pengawasan 
Dalam setiap organisasi terutama organisasi pemerintahan fungsi 
pengawasan adalah sangat penting, karena pengawasan adalah suatu 
usaha untuk menjamin adanya kearsipan antara penyelenggara tugas 
pemerintahan oleh daerah-daerah dan untuk menjamin kelancaran 
penyelenggaraan pemerintahan secara berdaya guna dan berhasil guna.24 
Selanjutnya menurut Sujamto, pada dasarnya pengertian dasar dari 
suatu pengawasan adalah segala usaha atau kegiatan untuk mengetahui 
dan menilai kenyataan yang sebenarnya tentang pelaksanaan tugas atau 
kegiatan, apakah sesuai dengan yang semestinya atau tidak. 25 
 
 
2. Pengawasan Terhadap Notaris 
Salah satu dasar hukum yang mengatur tentang pengawasan 
terhadap Notaris dalam menjalankan tugas dan jabatannya adalah Pasal 1 
butir 6 Undang-Undang Jabatan Notaris, menyatakan bahwa Majelis 
Pengawas adalah suatu badan yang mempunyai kewenangan dan 
kewajiban untuk rnelaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap 
Notaris. Berdasarkan pasal tersebut diatas, maka yang melakukan tugas 
pengawasan terhadap Notaris setelah berlakunya Undang-Undang Jabatan 
Notaris adalah tugas dari Majelis Pengawas.  
Menurut Pasal 67 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang 
Jabatan Notaris yang menjadi pengawas untuk mengawasi segala tugas 
dan jabatan Notaris diatur dalam adalah Menteri. Sebagai implementasi 
dari ketentuan Pasal 67 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang 
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Jabatan Notaris, maka ditindaklanjuti dengan Peraturan Menteri Hukum 
dan Hak Asasi Manusia RI Nomor M.02.PR.08.10 Tahun 2004 tentang Tata 
Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota, Susunan 
Organisasi, Tata Kerja dan Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas 
Notaris. Sedangkan dalam Pasal I butir 5 Peraturan Menteri tersebut di 
atas, pengertian pengawasan adalah kegiatan yang bersifat preventif dan 
kuratif termasuk kegiatan pembinaan yang dilakukan oleh Majelis 
Pengawas terhadap Notaris.  
Menurut Pasal 1 butir 5 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi 
Manusia Republik Indonesia Nomor : M.02.PR.08.10 Tahun 2004 tentang 
Tata Cara Pengangkatan Anggota. Pemberhentian Anggota, Susunan 
Organisasi, Tata Kerja dan Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas, 
pengertian pengawasan adalah kegiatan yang bersifat preventif dan kuratif 
termasuk kegiatan pembinaan yang dilakukan oleh Majelis Pengawas 
terhadap Notaris. 
Bandingkan dengan ayat (1) Keputusan Bersama Ketua Mahkamah 
Agung dan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor : 
KMK/006/SKB/VIII/1987 Nomor : M-04-PR.08.05 Tahun 1987 tentang tata 
cara Pengawasan, Penindakan dan Pembelaan Diri Notaris, menyebutkan 
bahwa : pengawasan adalah kegiatan administratif yang bersifat prefentif 
dan represif oleh Ketua Mahkamah Agung dan Menteri Kehakiman yang 
bertujuan untuk menjaga agar para Notaris dalam menjalakankn profesinya 
tidak mengabaikan keluhuran martabat atau tugas jabatannya, tidak 
melakukan pelanggaran terhadap peraturan yang berlaku, tidak melanggar 
sumpah jabatan dan tidak melanggar norma kode etik profesinya. 
Selanjutnya berdasarkan Kep.Men Keh & HAM Nomor : M-01H.T. 03.01 
Tahun 2003 Pasal 1 ayat 8, pengawasan adalah kegiatan administratif 
yang besifat preventif dan represif oleh Menteri yang bertujuan untuk 
menjaga agar para Notaris dalam menjalankan jabatannya sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan.  
Berdasarkan rumusan di atas yang menjadi tujuan pokok 
pengawasan adalah agar segala hak dan kewenangan maupun kewajiban 
yang diberikan kepada Notaris dalam menjalankan tugasnya sebagaimana 
yang diberikan oleh peraturan dasar yang bersangkutan, senantiasa 
dilakukan di atas jalur yang telah ditentukan, bukan saja jalur hukum tetapi 
juga atas dasar moral dan etika profesi demi terjaminya perlindungan 
hukum dan kepastian hukum bagi masyarakat.  Sisi lain dari pengawasan 
terhadap Notaris, adalah aspek perlindungan hukum bagi Notaris didalam 
menjalankan tugas dan jabatannya selaku Pejabat umum.  
Pengawasan terhadap Notaris sangat diperlukan, agar dalam 
melaksanakan tugas dan jabatannya Notaris wajib menjungjung tinggi 
martabat jabatannya. Ini berarti Notaris harus selalu menjaga segala tindak 
tanduknya, segala sikapnya dan segala perbuatannya agar tidak 
merendahkan martabatnya dan kewibawaanya sebagai Notaris.  
Salah satu dasar hukum yang mengatur tentang pengawasan 
terhadap Notaris dalam menjalanakan tugas dan jabatnnya adalah Pasal 1 
butir 6 Undang-undang Jabatan Notaris, yang berbunyi : Majelis Pengawas  
adalah suatu badan yang mempunyai kewenangan dan kewajiban untuk 
melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap Notaris. Bandingkan 
dengan Pasal 50 PJN yang berbunyi : Jika Notaris mengabaikan martabat 
kedudukannya atau jabatannya atau melakukan tindakan yang melanggar 
ketentuan-ketentuan dari perundang-undangan umum atau melakukan 
kesalahan-kesalahan lainnya, baik didalam maupun diluar menjalankan 
jabatannya, maka hal itu oleh Kejaksaan yang didalam wilayahnya Notaris 
itu bertempat kedudukan, diberitahukannya kepada Pengadilan Negeri”. 
Berdasarkan Pasal tersebut diatas, maka yang melakukan tugas 
pengawasan terhadap Notaris selalu berlakunya Undang-undang Jabatan 
Notaris adalah tugas dari Majelis Pengawas sedangkan sebelumnya 
pengawasn dilakukan Pengadilan yang dilakukan bersama-sama oleh 
Mahkamah Agung dan Departemen Kehakiman, dan Kejaksaan sedangkan 
aparat pelaksanaan pengawasan tersebut adalah Pengadilan Negeri yaitu 
Hakim. 
Dengan demikian yang menjadi tujuan pokok pengawasan adalah 
agar segala hak dan kewenangan maupun kewajiban yang diberikan 
kepada Notaris dalam menjalankan tugasnya sebagaimana yang digariskan 
dalam peraturan dasar yang bersangkutan, senantiasa dilakukan di atas 
jalur yang telah ditentukan, bukan saja jalur hukum tetapi juga atas dasar 
moral dan etika profesi demi terjaminnya perlindungan hukum dan 
kepastian hukum bagi masyarakat.  
3. Manfaat dan Norma serta Etika Pengawasan 
a. Manfaat Pengawasan  
Berdasarkan beberapa pengertian tentang pengawasan yang 
telah disebut di atas maka jelaslah bahwa manfaat pengawasan secara 
umum adalah untuk mengetahui dan menilai kenyataan yang 
sebenarnya tentang obyek yang diawasi, apakah sesuai dengan yang 
semestinya atau tidak.  
Jika dikaitkan dengan masalah penyimpangan, manfaat 
pengawasan adalah untuk mengetahui terjadi atau tidak terjadinya 
penyimpangan, dan bila terjadi perlu diketahui sebab-sebab terjadinya 
penyimpangan tersebut.26 Selain itu, pengawasan berfungsi pula 
sebagai bahan baku untuk melakukan perbaikan-perbaikan di waktu 
yang akan datang, setelah pekerjaan suatu kegiatan dilakukan 
pengawasan oleh pengawas.  
b. Norma Pengawasan  
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Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, kata norma dijelaskan 
sebagai “ukuran (untuk menentukan sesuatu), urgeren27 kata “norma” 
berasal dari Bahasa Belanda, norm yang oleh wojowasito diberi arti 
sebagai norma aturan, ukuran nilai.28 Jadi norma pengawasan adalah 
patokan, kaidah atau ukuran yang ditetapkan oleh pihak yang 
berwenang yang harus diikuti dalam rangka melaksanakan fungsi 
pengawasan agar dicapai mutu pengawasan yang dikehendaki.29  
c. Etika Pengawasan  
Kata “etika “ atau “etik” diperoleh dari bahasa asing. Dalam 
bahasa Belanda dikenal kata “ethiek atau ethica” yang artinya dijelaskan 
sebagai “falsafah tenang moral, ilmu moral, etika”.30  
Untuk melengkapi gambaran tentang arti kata ethics dalam 
bahasa Inggris ada baiknya diambil dari The Harper Dictionary of 
Modern Thought yang dikutip oleh Sujamto dalam bukunya berjudul 
“Norma dan Etika Pengawasan” menyatakan : The branch of 
PHILOSOPHY that investigate morality and particular, the varities of 
thinking by whom human conduct is guided and may be appraised. Its 
spesial concern is with the MEANING and justification of utterencas 
about the rightness or wrongnes of actions, the virtue or vice of the 
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motives which prompt them, the praiseworthness or blame worthiness of 
the agents who perform them, and the goodness or badness of the 
consequneces to which they give rise Terjemahannya : Suatu Cabang 
FILSAFAT yang menyelidiki moralis dan khususnya, keragamaan 
pemikiran dengan mana perilaku manusia dituntun dan dinilai. Perhatian 
utamanya adalah tentang MAKNA dan pertimbangan akan pertanyaan-
pertanyaan tentang benar atau salahnya tindaka-tindakan, kemuliaan 
atau kenistaan motif-motif yang mendasari tindakan-tindakan tersebut, 
kepatutan dan ketidakpatutan para pelaku tindakan tersebut, serta 
kebaikan atau keburukan akibat-akibat yang timbul dari tindakan-
tindakan tersebut.31 
Secara etimologis, kata ethics dalam bahasa Inggris berasal dari 
kata latin ethicus dan kata Yunani ethikos, yang berarti moral. Jadi pada 
dasarnya, etika adalah suatu cabang filsafat yang obyek 
penyelidikannya adalah moral atau tingkah laku manusia.  
Kedudukan etika dalam filsafat, secara singkat dijelaskan oleh 
Poedjawijatna sebagai berikut : 32  
“Etika merupakan bagian dari filsafat. Sebagai ilmu etika mencari 
kebenaran dan sebagai filsafat ia mencari keterangan (benar) 
yang sedalam-dalamnnya. Sebagai tugas tertentu bagi Etika, ia 
mencari ukuran baik-buruk bagi tingkah laku manusia. Ada yang 
menyebut Etika itu filsafat kesusilaan, ini sama, karena Etika 
hendak mencari ukuran, mana yang susila itu, artinya, tindakan 
manusia manakah yang baik”. 
4. Tata Cara Pengawasan Notaris 
                                                 
31 Loc. It. 
32 Poedjawijatna, Etika Filsafat Tingkath Laku, (Jakarta : Bina Aksara, 1984), hal 6  
a. Majelis Pengawas 
Dengan berlakunya Undang-Undang Jabatan Notaris, 
pengawasan Notaris dilakukan. oleh Menteri yang kemudian 
membentuk Majelis Pengawas yang terdiri atas unsur pemerintah, 
organisasi Notaris dan ahli akademisi masing-masing sebanyak 3 (tiga) 
orang. Adapun susunan anggota Majelis Pengawas Notaris tersebut, 
sebagaimana diatur dalam Pasal 67 ayat (3) Undang-Undang Nomor 30 
Tahun 2004 adalah sebagai berikut : 
1. Birokasi Pemerintah sebanyak 3 ( tiga ) orang; 
2. Organisasi Notaris sebanyak 3 ( tiga ) orang; 
3. Akademisi sebanyak 3 ( tiga ) orang ; 
Majelis Pengawas sebagaimana yang dimaksud di atas, terdiri atas 
Majelis Pengawas Daerah, Majelis Pengawas Wilayah dan Majelis 
Pengawas Pusat, yang dalam hal ini masing-masing mempunyai tugas 
dan wewenang yang berbeda.  
Tata cara pmerikasaan Majelis Pengawas Notaris diatur dalam 
Bab IV Pasal 20 sampai dengan Pasal 35 Peraturan Menteri Hukum 
dan Hak Asasi Manusia RI Nomor : M.02.PR.08.10 Tahun 2004 tentang 
Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota, Susunan 
Organisasi, Tata kerja dan Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas 
Notaris yaitu : 
a. Pasal 20 menyatakan bahwa : 
(1) Dalam melakukan pemeriksaan terhadap Notaris, Ketua Majelis 
Pengawas Notaris membentuk Majelis Pemeriksa Daerah, 
Majelis Pemeriksa Wilayah dan Majelis Pemeriksa Pusat dari 
masing-masing unsur yang terdiri atas 1 (satu) orang Ketua dan 
2 (dua) orang anggota Majelis Pemeriksa. 
(2) Majelis Pemeriksa Wilayah dan Majelis Pemeriksa Pusat 
berwenang memeriksa dan memutus laporan yang diterima. 
(3) Majelis Pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu 
oleh satu 1 (satu) orang sekretaris. 
(4) Pembentukan Majelis Pemeriksa dilakukan paling lambat 5 (lima) 
hari kerja setelah laporan diterima. 
(5) Majelis Pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib 
menolak untuk memeriksa Notaris yang mempunyai hubungan 
perkawinan atau hubungan darah dalam garis lurus ke atas atau 
ke bawah tanpa pembatasan derajat dan garis lurus ke samping 
sampai dengan derajat ketiga dengan Notaris. 
(6) Dalam hal Majelis Pemeriksa rnernpunyal hubungan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Ketua Majelis Pengawas 
Notaris menunjuk penggantinya. 
 
b. Pasal 21 menyatakan bahwa : 
(1) Laporan dapat diajukan oleh pihak yang merasa dirugikan. 
(2) Laporan harus disampaikan secara tertulis dalam bahasa 
Indonesia disertai bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan. 
(3) Laporan tentang adanya dugaan pelanggaran Kode Etik Notaris 
atau pelanggaran pelaksanaan jabatan Notaris disampaikan 
kepada majelis pengawas daerah. 
(4) Laporan masyarakat selain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 
disampaikan kepada Majelis Pengawas Wilayah. 
(5) Dalam hal laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 
disampaikan kepada Majelis Pengawas Wilayah, maka Majelis 
Pengawas Wilayah meneruskan kepada Majelis Pengawas 
Daerah yang berwenang.  
(6) Dalam hal laporan sebagaimana dimaksud pada. ayat (3) 
disampaikan kepada Majelis Pengawas Pusat, maka Majelis 
Pengawas Pusat meneruskannya kepada Majelis Pengawas 
Daerah yang berwenang. 
c. Selanjutnya Pasal 22 menyatakan bahwa : 
(1) Ketua Majelis Pemeriksa melakukan pemanggilan terhadap 
Pelapor dan Terlapor.  
(2) Pemanggilan, dilakukan dengan surat oleh sekretaris dalam 
waktu paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum sidang. 
(3) Dalam keadaan mendesak pemanggilan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2) dapat dilakukan melalui faksimili yang, segera 
disusul dengan surat pemanggilan. 
(4) Dalam hal Terlapor setelah dipanggil secara sah dan patut, tetapi 
tidak hadir maka dilakukan pemanggilan kedua. 
(5) Dalam hal Terlapor setelah dipanggil secara sah dan patut yang 
kedua kali namun tetapi tidak hadir, maka pemeriksaan dilakukan 
dan putusan diucapkan tanpa kehadiran Terlapor. 
(6) Dalam hal Pelapor setelah dipanggil secara sah dan patut tidak 
hadir, maka dilakukan pemanggilan yang kedua dan apabila 
Pelapor tetap tidak hadir, maka Majelis Pemeriksa menyatakan 
laporan gugur dan tidak dapat diajukan lagi. 
Jadi dalam hal ini, Majelis Pengawas Daerah (MPD) merupakan Majelis 
Pemeriksa tingkat pertama dalam melakukan pengawasan, 
pemeriksaan dan pembinaan serta perlindungan hukum terhadap 
Notaris. Selanjutnya kewenangan dari setiap Majelis Pengawas adalah 
sebagai berikut : 
1) Majelis Pengawas Daerah (MPD) 
Kewenangan Majelis Pengawas Daerah (MPD) meliputi :  
Pasal 23 menyatakan bahwa : 
(1) Pemeriksaan oleh Majelis Pemeriksa Daerah tertutup untuk 
umum. 
(2) Pemeriksaan dimulai dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) 
hari kalender setelah laporan diterima. 
(3) Majelis Pemeriksa Daerah harus sudah menyelesaikan 
pemeriksaan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) 
hari kalender terhitung selak laporan diterima. 
(4) Hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 
dituangkan dalam berita acara pemeriksaan yang ditandatangam 
oleh ketua dan sekretaris. 
(5) Surat penghantar pengiriman berita acara pemeriksaan yang 
dikirimkan kepada Majelis Pengawas Wilayah ditembuskan 
kepada Pelapor, Terlapor, Majelis Pengawas Pusat dan 
Pengurus Daerah Ikatan Notaris Indonesia. 
Pasal 24 menyatakan bahwa : 
(1) Pada sidang pertama yang ditentukan, Pelapor dan Terlapor 
hadir, lalu Majelis Pemeriksa Daerah melakukan pemeriksaan 
dengan membacakan laporan dan mendengar keterangan 
Pelapor. 
(2) Dalam pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
Terlapor diberi kesempatan yang cukup untuk menyampaikan 
tanggapan. 
(3) Pelapor dan Terlapor dapat mengajukan bukti-bukti untuk 
mendukung dalil yang diajukan. 
(4) Laporan diperiksa oleh Majelis Pemeriksa Daerah dalam jangka 
waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak 
laporan diterima. 
Selain itu, berkaitan dengan hal tersebut Majelis Pemeriksa Daerah 
sebagaimana diatur dalam Pasal 70 UUJN juga berwenang untuk: 
a. Menyelenggarakan sidang untuk memeriksa adanya dugaan 
pelanggaran Kode Etik Notaris atau pelanggaran pelaksanaan 
Jabatan Notaris; 
b. Melakukan pemeriksaan terhadap Protokol Notaris secara 
berkala 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau setiap waktu yang 
dianggap perlu; 
c. Memberikan izin cuti untuk waktu sampai dengan 6 (enam) 
bulan; 
d. Menetapkan Notaris Pengganti dengan memperhatikan usul 
Notaris yang bersangkutan; 
e. Menentukan tempat penyimpanan Protokol Notaris yang pada 
saat serah terima Protokol Notaris telah berumur 25 (duapuluh 
lima) tahun atau lebih; 
f. Menunjuk Notaris yang akan bertindak sebagai pemegang 
sementara Protokol Notaris yang diangkat sebagai Pejabat 
Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4); 
g. Menerima laporan dari masyarakat mengenai adanya dugaan 
pelanggaran Kode Etik Notaris atau pelanggaran ketentuan 
dalam Undang-Undang ini; dan  
h. Membuat dan menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud 
pada huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f dan huruf g 
kepada Majelis Pengawas Wilayah (MPW). 
2) Majelis Pengawas Wilayah (MPW) 
Selanjutnya adalah kewenangan Majelis Pengawas Wilayah (MPW) 
yang berkedudukan di tingkat propinsi meliputi : 
Pasal 25, menyatakan bahwa 
(1) Pemeriksaan oleh Majelis  Pemeriksa Wilayah tertutup untuk 
umum.  
(2) Putusan diucapkan dalam sidang yang bersifat terbuka untuk 
umum. 
(3) Dalam hal terdapat perbedaan pendapat di antara sesama 
Majelis Pemeriksa Wilayah, maka perbedaan pendapat tersebut 
dimuat dalam putusan. 
Pasal 26, menyatakan bahwa 
(1) Majelis Pemeriksa Wilayah memeriksa dan memutus hasil 
pemeriksaan Majelis Pemeriksa Daerah. 
(2) Majelis Pemeriksa Wilayah mulai melakukan pemeriksaan 
terhadap hasil pemeriksaan Majelis Pengawas Daerah dalam 
jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sejak berkas 
diterima. 
(3) Majelis Pemeriksa Wilayah berwenang memanggil Pelapor dan 
Terlapor untuk didengar keterangannya. 
(4) Putusan diucapkan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga 
puluh) hari kalender sejak berkas diterima. 
Pasal 27, menyatakan bahwa 
(1) Putusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (4) harus 
memuat alasan dan pertimbangan yang cukup, yang dijadikan 
dasar untuk menjatuhkan putusan. 
(2) Putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani 
oleh Ketua, Anggota dan Sekretaris Majelis Pemeriksa Wilayah. 
(3) Dalam hal laporan tidak dapat dibuktikan, maka Majelis 
Pemeriksa Wilayah inengucapkan putusan yang menyatakan 
laporan ditolak dan Terlapor direhabilitasi nama baiknya. 
(4) Dalam hal laporan dapat dibuktikan, maka Terlapor dijatuhi 
sanksi sesuai dengan tingkat pelanggaran yang dilakukan. 
(5) Salinan putusan Majelis Pemeriksa Wilayah disampaikan kepada 
Menteri, Pelapor, Terlapor, Majelis Pengawas Daerah dan 
Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia, dalam jangka waktu 
paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak 
putusan diucapkan. 
Pasal 28, menyatakan bahwa 
(1) Pemeriksaan dan pembacaan putusan dilakukan dalam sidang 
yang terbuka untuk umum. 
(2) Dalam hal terdapat perbedaan pendapat diantara sesama Majelis 
Pemeriksa Pusat, maka perbedaan pendapat tersebut dimuat 
dalam putusan. 
Sehingga dengan demikian Majelis Pengawas Wilayah (MPW) 
posisinya hampir sama dengan Majelis Pengawas Daerah (MPD) 
atau bisa juga sebagai Majelis Pemeriksa tingkat pertama apabila 
dalam suatu daerah belum terbentuk Majelis Pengawas Daerah 
(MPD).     
3) Majelis Pengawas Pusat (MPP) 
Pasal 29, menyatakan bahwa 
(1) Majelis Pemeriksa Pusat memeriksa permohonan banding atas 
putusan Majelis Pemeriksa Wilayah. 
(2) Majelis Pemeriksa Pusat mulai melakukan pemeriksaan terhadap 
berkas permohonan banding dalam jangka waktu paling lambat 7 
(tujuh) hari kalender sejak berkas diterima. 
(3) Majelis Pemeriksa Pusat berwenang memanggil Pelapor dan 
Terlapor untuk dilakukan pemeriksaan guna didengar 
keterangannya. 
(4) Putusan diucapkan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga 
puluh) hari kalender sejak berkas diterima. 
(5) Putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memuat 
alasan dan pertimbangan yang cukup, yang dijadikan dasar 
untuk menjatuhkan putusan. 
(6) Putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditandatangani 
oleh Ketua, Anggota dan Sekretaris Majelis Pemeriksa Pusat. 
(7) Putusan Majelis Pemeriksa Pusat disampaikan kepada Menteri 
dan salinanya disampaikan kepada Pelapor, Terlapor, Majelis 
Pengawas Daerah, Majelis Pegawas Wilayah dan Pengurus 
Pusat lkatan Notaris Indonesia, dalam jangka waktu paling 
lambat 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak putusan 
diucapkan.  
 
 
Pasal 30, menyatakan bahwa 
(1) Dalam hal dalil yang diajukan pada memori banding dianggap 
cukup beralasan oleh Majelis Pemeriksa Pusat, maka putusan 
Majelis Pengawas Wilayah dibatalkan. 
(2) Dalam hal dalil yang diajukan pada mernorl banding dianggap 
tidak beralasan oleh Majelis Pemeriksa Pusat, maka putusan 
Majelis Pengawas Wilayah dikuatkan. 
(3) Majelis Pemeriksa Pusat dapat mcngambil putusan sendiri 
berclasarkan kebijaksanaan dan keadilan. 
Pasal 31, menyatakan bahwa 
(1) Dalam hal Majelis Pemeriksa Wilayah dan Majelis Pemeriksa 
Pusat memutuskan Terlapor terbukti melakukan pelanggaran 
terhadap Undang-Undang ini, maka terhadap Terlapor dikenai 
sanksi.  
(2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat ( I ) dapat berupa 
a. Teguran lisan; 
b. Teguran tertulis; 
c. Pemberhentian sementara; 
d. Pemberhentian dengan hormat; atau  
e. Pemberhentian dengan tidak hormat. 
 
 
Pasal 32, menyatakan bahwa 
(1) Dalam hal Majelis Pemeriksa Notaris menemukan dugaan 
adanya unsur pidana yang dilakukan oleh Terlapor, maka Majelis 
Pemeriksa wajib memberitahukan kepada Majelis Pengawas 
Notaris. 
(2) Dugaan unsur pidana yang diberitahukan kepada Majelis 
Pengawas Notaris wajib dilaporkan kepada instansi yang 
berwenang. 
Pasal 33, menyatakan bahwa 
(1) Pelapor dan atau Terlapor yang merasa keberatan atas putusan 
Majelis Pemeriksa Wilayah berhak mengajukan upaya hukum 
handing kepada Majelis Pengawas Pusat. 
(2) Upaya hukum banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dinyatakan dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari 
kalender terhitung sejak putusan diucapkan. 
(3) Dalam hal Pelapor dan atau Terlapor tidak hadir pada scat 
putusan diucapkan, maka Pelapor dan atau Terlapor dapat 
menyatakan banding dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) 
hari kalender terhitung sejak putusan diterima. 
Pasal 34, menyatakan bahwa 
(1) Pembanding wajib menyampaikan memori banding. 
(2) Penyampaian memori banding sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) diajukan dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) 
hari kalender terhitung sejak banding dinyatakan. 
(3) Memori banding yang diterima wajib disampaikan kepada 
terbanding dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari 
kalender terhitung sejak diterima oleh Sekretariat Majelis 
Pengawas Wilayah. 
(4) Terbanding dapat menyampaikan kontra memori banding dalam 
jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kalender 
terhitung sejak memori banding diterima oleh terbanding. 
(5) Memori banding dan kontra memori banding disampaikan oleh 
Sekretaris Majelis Pemeriksa Pusat melalui surat Hat tereatat 
kepada pembanding dan terbanding. 
(6) Dalam hal pembanding tidak menyampaikan memori banding 
dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka 
pcniyataan banding diputuskan oleh Majelis Pemeriksa Pusat, 
tidak dapat diterima. 
 
 
 
Pasal 35, menyatakan bahwa 
(1) Majelis Pemeriksa Pusat dapat menguatkan, merubah, atau 
membatalkan putusan Majelis Pemeriksa Wilayah dan memutus 
sendiri. 
(2) Putusan Majelis Pemeriksa Pusat bersifat final dan mempunyai 
kekuatan hukum tetap, kecuali putusan tentang pengusulan 
pemberian sanksi berupa pemberhentian dengan tidak hormat 
kepada Menteri. 
(3) Putusan tentang pengusulan pemberian sanksi berupa 
pemberhentian dengan tidak hormat kepada Menteri, 
disampaikan oleh Majelis Pengawas Pusat dalam jangka waktu 
paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak 
Putusan diucapkan. 
(4) Putusan Majelis Pemeriksa Pusat yang amarnya memberikan 
sanksi berupa pemberhentian dengan tidak hormat, wajib 
diajukan kepada Menteri. 
(5) Menteri memberi Putusan terhadap usul pemberian sanksi 
pemberhentian dengan tidak hormat, dalam jangka waktu 30 (tiga 
puluh) hari kalender terhitung sejak usulan ditenima.  
(6) Putusan Menteri sebagairnana dimaksud pada ayat (5) 
disampaikan kepada Pelapor, Terlapor, Majelis Pengawas Pusat, 
Majelis Pengawas Wilayah, Majelis Pengawas Daerah dan 
Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia. 
Dengan demikian Majelis Pengawas Pusat (MPP) memeriksa dan 
memutuskan banding pihak yang tidak menerima putusan Majelis 
Pengawas Wilayah (MPW).  
b. Dewan Kehormatan 
Dewan Kehormatan merupakan alat perlengkapan perkumpulan 
yang terdiri dari beberapa orang anggota yang dipilih dari anggota biasa 
dan werda Notaris, yang berdedikasi tinggi dan loyal terhadap 
perkumpulan, berkepribadian baik, arif dan bijaksana, sehingga dapat 
menjadi panutan bagi anggota dan diangkat oleh kongres untuk masa 
jabatan yang sama dengan masa jabatan kepengurusan. 
Dewan Kehormatan berwenang melakukan pemeriksaan atas 
pelanggaran terhadap Kode Etik dan menjatuhkan sanksi kepada 
pelanggarannya sesuai dengan kewenangannya dan bertugas untuk:33 
a. melakukan pembinaan, bimbingan, pengawasan, pembenahan 
anggota dalam menjunjung tinggi Kode Etik; 
b. memeriksa dan mengambil keputusan atas dugaan pelanggaran 
ketentuan Kode Etik yang bersifat internal atau yang tidak 
mempunyai masyarakat secara langsung; 
c. memberikan saran dan pendapat kepada majelis pengawas atas 
dugaan pelanggaran Kode Etik dan Jabatan Notaris. 
 
Pengawasanan atas pelaksaanaan Kode Etik dilakukan dengan 
cara sebagai berikut :34 
a. Pada tingkat pertama oleh Pengurus Daerah Ikatan Notaris 
Indonesia dan Dewan Kehormatan Daerah; 
b. Pada tingkat banding oleh Pengurus Wilayah Ikatan Notaris 
Indonesia dan Dewan Kehormatan Wilayah; 
c. Pada tingkat terakhir oleh Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia 
dan Dewan Kehormatan Pusat.  
 
1) Dewan Kehormatan Daerah 
Dewan Kehormatan Daerah terdiri dari 3 (tiga) orang anggota 
diantaranya, seorang Ketua, seorang Wakil Ketua, dan seorang 
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: Yustisia, 2006), hal. 123. 
34 Keputusan Kongres Ikatan Indonesia (I.N.I) tentang Kode Etik 
Sekretaris. Yang dapat diangkat menjadi anggota Dewan 
Kehormatan Daerah adalah anggota biasa yang telah menjabat 
sebagai Notaris sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun dan anggota luar 
biasa (mantan Notaris), yang senantiasa mentaati peraturan 
perkumpulan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, 
berdedikasi tinggi, berjasa dan loyal serta mempunyai rasa 
kepedulian yang tinggi kepada konferensi daerah dapat menentukan 
lain, terutama mengenai komposisi Notaris dan mantan Notaris. 
Dewan Kehormatan Daerah merupakan badan yang bersifat 
otonom di dalam mengambil keputusan yang mempunyai tugas dan 
kewajiban untuk memberikan bimbingan dari melakukan 
pengawasan dalam pelaksanaan Berta pentaatan Kode Etik oleh 
para anggota perkumpulan di daerah masing-masing. Dalam rangka 
menjalankan tugas dan kewajibannya Dewan Kehormatan Daerah 
berwenang untuk :35 
a. Memberikan dan menyampaikan usul dan saran yang ada 
hubungannya dengan Kode Etik dan pembinaan rasa 
kebersamaan profesi (corpsgeest) kepada Pengurus Daerah; 
b. Memberikan peringatan, baik secara tertulis maupun dengan 
lisan secara langsung kepada para anggota di daerah masing-
masing yang melakukan pelanggaran atau melakukan perbuatan 
yang tidak sesuai dengan Kode Etik atau bertentangan dengan 
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rasa kebersamaan profesi; 
c. Memberitahukan tentang pelanggaran tersebut kepada Pengurus 
Daerah, Pengurus Wilayah, Dewan Kehormatan Wilayah, 
Pengurus Pusat dan Dewan Kehormatan Pusat; 
d. Mengusulkan kepada Pengurus Pusat melalui Dewan 
Kehormatan Wilayah dan Dewan Kehormatan Pusat untuk 
pemberhentian sementara (schorsing) anggota perkumpulan 
yang melakukan pelanggaran terhadap Kode Etik. Dalam 
menjalankan tugas dan kewajibannya Dewan Kehormatan 
Daerah dapat mengadakan pertemuan dengan Pengurus 
Daerah, Pengurus Wilayah, Dewan Kehormatan Wilayah, 
Pengurus Pusat atau Dewan Kehormatan Pusat. 
Dalam menangani atau menyelesaikan suatu kasus, anggota 
Dewan Kehormatan Daerah harus : 
a. Tetap manghormati dan menjunjung tinggi martabat yang 
bersangkutan; 
b. Selalu menjaga suasana kekeluargaan; 
c. Merahasiakan segala apa yang ditemukannya. 
Jika keputusan Dewan Kehormatan Daerah ditolak oleh 
Kehormatan Dewan Wilayah, baik sebagian maupun seluruhnya 
maka Dewan Daerah diwajibkan untuk melaksanakan keputusan 
Dewan Wilayah dan memberitahukannya kepada anggota yang dan 
kepada Pengurus Daerah, Pengurus Wilayah dan Dewan 
Kehormatan Pusat. 
2) Dewan Kehormatan Wilayah 
Dewan Kehormatan Wilayah terdiri dari 5 (lima) anggota 
diantaranya seorang ketua, seorang wakii ketua, dan seorang 
sekretaris. Yang dapat diangkat menjadi anggota Dewan 
Kehormatan Wilayah adalah anggota biasa yang telah menjabat 
sebagai Notaris sekurang-kurangnya tujuh tahun dan anggota luar 
biasa (mantan Notaris), yang senantiasa mentaati peraturan 
perkumpulan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, 
berdedikasi tinggi, ber asa dan loyal Berta mempunyai rasa 
kepedulian yang tinggi kepada perkumpulan, kecuali untuk wilayah-
wiiayah tertentu, konferensi wilayah dapat menentukan lain, 
terutama mengenai komposisi Notaris dan mantan Notaris. 
Dewan Kehormatan Wilayah merupakan badan yang bersifat 
otonom di dalam mengambil keputusan. Dewan Kehormatan 
Wilayah mempunyai tugas dan kewajiban untuk memberikan 
bimbingan dan melakukan pengawasan dalam pelaksanaan serta 
pentaatan Kode Etik oleh para anggota perkumpulan di wilayah 
masing-masing. Dalam rangka menjalankan tugas dan kewajibannya 
Dewan Kehormatan Wilayah berwenang untuk:36 
a. Memberikan dan menyampaikan usul dan saran yang ada 
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hubungannya dengan Kode Etik dan pembinaan rasa 
kebersamaan profesi (corpsgeest) kepada Pengurus Wilayah; 
b. Memberikan peringatan, baik secara tertulis maupun dengan 
lisan secara langsung kepada para anggota di wilayah masing-
masing yang melakukan pelanggaran atau melakukan perbuatan 
yang tidak sesuai dengan Kode Etik atau bertentangan dengan 
rasa kebersamaan profesi; 
c. Memberitahukan tentang pelanggaran tersebut kepada Pengurus 
Wilayah, Pengurus Pusat dan Dewan Kehormatan Pusat; 
d. Mengusulkan kepada Pengurus Pusat melalui Dewan 
Kehormatan Pusat untuk pemberhentian sementara (schorsing) 
dari anggota perkumpulan yang melakukan pelanggaran 
terhadap Kode Etik. 
Dalam menangani atau menyelesaikan suatu kasus, anggota 
Dewan Kehormatan Wilayah harus: 
a. Tetap menghormati dan menjunjung tinggi martabat anggota 
yang bersangkutan; 
b. Selalu menjaga suasana kekeluargaan; 
c. Merahasiakan segala apa yang ditemukannya. 
Jika keputusan Dewan Kehormatan Wilayah ditolak oleh 
Dewan Kehormatan Pusat, baik sebagian maupun seluruhnya maka 
Dewan Kehormatan Wilayah diwajibkan untuk melaksanakan 
keputusan Dewan Kehormatan Pusat dan memberitahukannya 
kepada anggota yang bersangkutan dan kepada Dewan Kehormatan 
Pusat, Pengurus Pusat, Pengurus Wilayah, Pengurus Daerah dan 
Dewan Kehormatan Daerah. 
3) Dewan Kehormatan Pusat 
Dewan Kehormatan Pusat bertanggung jawab pada kongres 
atas pelaksaanaan tugas dan kewajibannya, dengan masa jabatan 
yang sama dengan masa jabatan Pengurus Pusat. Para anggota 
Dewan Kehormatan Pusat yang masa jabatannya telah berakhir 
dapat dipilih kembali. 
Dewan Kehormatan Pusat merupakan badan yang bersifat 
otonom di dalam mengambil keputusan-keputusan. Dewan 
Kehormatan Pusat mempunyai tugas dan kewajiban untuk 
memberikan bimbingan dan melakukan pengawasan dalam 
pelaksanaan serta pentaatan Kode Etik oleh anggota perkumpulan. 
Dalam rangka menjalankan tugas dan kewajibannya Dewan 
Kehormatan Pusat berwenang untuk :37 
a. Memberikan dan menyampaikan usul serta saran yang ada 
hubungan dengan Kode Etik dan pembinaan rasa kebersamaan 
profesi (corpsgeest) kepada Pengurus Pusat; 
b. Memberikan peringatan, baik secara tertulis maupun dengan 
lisan secara langsung kepada para, anggota yang melakukan 
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pelanggaran atau melakukan perbuatan yang tidak sesuai 
dengan Kode Etik atau bertentangan dengan rasa kebersamaan 
profesi; 
c. Memberitahukan tentang pelanggaran tersebut kepada Pengurus 
Pusat, Pengurus Wilayah, Dewan Kehormatan Wilayah, 
Pengurus Daerah dan Dewan Kehormatan Daerah; 
d. Mengusulkan kepada Pengurus Pusat untuk melakukan 
pemberhentian sementara (schorsing) dari anggota perkumpulan 
yang melakukan pelanggaran terhadap Kode Etik; 
e. Menolak atau menerima pengaduan atas pelanggaran Kode Etik. 
Dalam menjalankan tugas dan kewajibannya, Dewan 
Kehormatan Pusat dapat mengadakan pertemuan dengan 
Pengurus Pusat, Pengurus Wilayah, Dewan Kehormatan Wilayah, 
Pengurus Daerah dan Dewan Kehormatan Daerah. 
Keputusan Dewan Kehormatan Pusat dalam tingkat banding 
tidak dapat diganggu gugat. Dalam menangani atau menyelesaikan 
suatu kasus, anggota Dewan Kehormatan Pusat harus : 
a. Tetap menghormati dan menjunjung tinggi martabat anggota 
yang bersangkutan; 
b. Selalu menjaga yang bersangkutan; 
c. Merahasiakan segala apa yang ditemukannya. 
Dewan Kehormatan Pusat, Dewan Kehormatan Wilayah, 
Dewan Kehormatan Daerah, Pengurus Pusat, Pengurus Wilayah, 
dan Pengurus Daerah mengadakan pertemuan berkala, sedikitnya 
enam bulan sekali atau setiap kali dipandang perlu oleh Pengurus 
Pusat atau Dewan Kehormatan Pusat atau atas permintaan dua 
Pengurus Wilayah berikut Dewan Kehormatan Wilayah atau atas 
permintaan lima Pengurus Daerah berikut Dewan Kehormatan 
Daerah. 
5. Kode Etik Notaris 
Etika berasal dari kata ”ethos” sebuah kata dari Yunani, yang 
diartikan identik dengan moral atau moralitas.38 Istilah ini dijadikan sebagai 
pedoman atau ukuran bagi tindakan manusia dengan penilaian baik atau 
buruk dan benar atau salah. Etika melibatkan analisis kritis mengenai 
tindakan manusia untuk menentukan suatu nilai benar dan salah dari segi 
kebenaran dan keadilan. Oleh karena itu istilah etika sering juga diartikan 
dengan tata krama, sopan santun, pedoman moral, dan norma susila.  
Etika merupakan cabang filsafat yang membahas tentang nilai dan 
norma moral yang mengatur perilaku manusia baik sebagai individu 
maupun sebagai kelompok dan institusi di dalam masyarakat. Oleh karena 
itu etika merupakan ilmu yang memberikan pedoman norma tentang 
bagaimana hidup manusia diatur secara harmonis, agar tercapai 
keselarasan dan keserasian dalam kehidupan baik antar sesama manusia 
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maupun antar manusia dengan lingkungannya, juga mengatur tata 
hubungan antara institusi di dalam masyarakat dengan institusi lain dalam 
sistem masyarakat dan environment (lingkungannya). 39 Jadi dengan 
demikian dapat disimpulkan bahwa tujuan dipergunakannya etika dalam 
pergaulan antar masyarakat pada hakikatnya agar tercipta suatu hubungan 
yang harmonis, serasi dan saling menguntungkan.  
Oleh karena itu, Notaris sebagai salah satu element manusia harus 
memperhatikan etika dalam setiap pekerjaan yang dilakukannya, sehingga 
Notaris dalam menjalankan tugas dan jabatannya dengan penuh tanggung 
jawab dengan menghayati keluhuran martabat jabatannya dan dengan 
keterampilannya melayani kepentingan masyarakat yang meminta jasanya 
dengan selalu mengindahkan ketentuan undang-undang, etika, ketertiban 
umum dan berbahasa Indonesia yang baik oleh Notaris juga memerlukan 
suatu Kode Etik Notaris.  
Berdasarkan Pasal 1 butir 2 Kode Etik Notaris 2005, hasil Kongres 
Luar Biasa Ikatan Notaris Indonesia, Bandung, 27 Januari 2005, pengertian 
Kode Etik Notaris dan untuk selanjutnya disebut Kode Etik adalah seluruh 
kaidah moral yang ditentukan oleh Perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia 
berdasar keputusan Kongres Perkumpulan dan/atau yang ditentukan oleh 
dan diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang 
hal itu dan yang berlaku bagi serta wajib ditaati oleh setiap dan semua 
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anggota Perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia dan semua orang yang 
menjalankan tugas jabatan sebagai Notaris, termasuk didalamnya para 
Pejabat Sementara Notaris Pengganti, dan Notaris Pengganti Khusus.40  
Hardjo Gunawan41 berpendapat bahwa ada beberapa alasan 
diperlukannya kode etik profesi, yaitu :  
a. Kode etik profesi dipakai sebagai sarana kontrol sosial  
b. Kode etik profesi mencegah pengawasan ataupun campur tangan dari 
luar terhadap intern perilaku anggota-anggota kelompok profesi 
tersebut, karena nilai-nilai etika;  
c. Kode etik profesi penting untuk pengembangan patokan kehendak yang 
tinggi dari para anggota kelompok profesi tersebut yakni meningkatkan 
tingkat profesioanlismenya guna peningkatan mutu pelayanan yang baik 
dan bermutu kepada masyarakat umum yang membutuhkan jasa 
pelayanan mereka.  
Adanya Kode Etik dalam kalangan Notaris, pengawasan atas 
pelaksanaan Kode Etik itu perlu dilakukan dengan cara sebagaimana yang 
diatur dalam Pasal 7 Kode Etik dalam kongres Luar Biasa INI Tahun 2005, 
yaitu :  
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a. Pada tingkat pertama oleh Pengurus Daerah Ikatan Notaris Indonesia 
dan Dewan Kehormatan Daerah  
b. Pada tingkat banding oleh Pengurus Wilayah Ikatan Notaris Indonesia 
dan Dewan Kehormatan Wilayah  
c. Pada tingkat terakhir oleh Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia dan 
Dewan Kehormatan Pusat. 
Berdasarkan Pasal 9 Kode Etik dalam Kongres Luar Biasa I.N.I 
Tahun 2005, dalam rangka penegakan Kode Etik dilakukan pemeriksaan 
dan penjatuhan sanksi dalam hal :  
a. Apabila ada anggota yang diduga melakukan pelanggaran terhadap 
Kode Etik, baik dugaan tersebut berasal dari pengetahuan Dewan 
Kehormatan Daerah sendiri maupun karena laporan dari Pengurus 
Daerah ataupun pihak lain kepada Dewan Kehormatan Daerah, maka 
selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja Dewan 
Kehormatan Daerah wajib segera mengambil tindakan dengan 
mengadakan sidang Dewan Kehormatan Daerah untuk membicarakan 
dugaan terhadap pelanggaran tersebut.  
b. Apabila menurut hasil sidang Dewan Kehormatan Daerah sebagaimana 
yang tercantum dalam ayat (1), ternyata ada dugaan kuat terhadap 
pelanggaran Kode Etik, maka dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah 
tanggal sidang tersebut, Dewan Kehormatan Daerah berkewajiban 
memanggil anggota yang diduga melanggar tersebut dengan surat 
tercatat atau dengan ekspedisi, untuk didengar keterangannya dan 
diberi kesempatan untuk membela diri.  
c. Dewan Kehormatan Daerah baru akan menentukan putusannya 
mengenai terbukti atau tidaknya pelanggaran kode Etik serta 
penjatuhan saksi terhadap pelanggarannya (apabila terbukti), setelah 
mendengar keterangan dari pembelaan diri dari anggota yang 
bersangkutan dalam sidang Dewan Kehormatan Daerah yang diadakan 
untuk keperluan itu, dengan perkecualian sebagaimana yang diatur 
dalam ayat (6) dan ayat (7) pasal ini  
d. Penentuan putusan tersebut dalam ayat (3) di atas dapat dilakukan oleh 
Dewan Kehormatan Daerah, baik dalam sidang itu maupun dalam 
sidang lainnya sepanjang penentuan keputusan melanggar atau tidak 
melanggar tersebut, dilakukan selambat-lambatnya 15 (limabelas) hari 
kerja, setelah tanggal sidang Dewan Kehormatan Daerah di mana 
Notaris tersebut telah didengar keterangan dan/atau pembelaanya  
e. Bila dalam putusan sidang Dewan Kehormatan Daerah dinyatakan 
terbukti ada pelanggaran terhadap Kode Etik maka sidang sekaligus 
menentukan sanksi terhadap pelanggarnya  
f. Dalam hal anggota yang dipanggil tidak datang atau tidak memberi 
kabar apapun dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah dipanggil, maka 
Dewan Kehormatan Daerah akan mengulangi panggilannya sebanyak 2 
(dua) kali lagi dengan jarak waktu 7 (tujuh) hari keja untuk setiap 
panggilan.  
g. Dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja, setelah panggilan ke tiga ternyata 
masih juga tidak datang atau tidak memberi kabar dengan alasan 
apapun, maka Dewan Kehormatan Daerah akan tetap bersidang untuk 
membicarakan pelanggaran yang diduga dilakukan oleh anggota yang 
dipanggil itu dan menentukan putusannya, selanjutnya secara mutatis 
mutandis berlaku ketentuan dalam ayat 5, 6, dan 9 .  
h. Terhadap sanksi pemberhentian sementara (Schorsing) atau 
pemecatan (onzeting) dari keanggotaan Perkumpulan diputuskan, 
Dewan Kehormatan Daerah wajib berkonsultasi terlebih dahulu dengan 
Pengurus Daerahnya.  
i. Putusan sidang Dewan Kehormatan Daerah wajib dikirim oleh Dewan 
Kehormatan Daerah kepada anggota yang melanggar dengan surat 
tercatat atau dengan ekspedisi dan tembusannya kepada Pengurus 
Cabang, Pengurus Daerah, Pengurus Pusat dan Dewan Kehormatan 
Pusat, semuanya itu dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja, setelah dijatuhkan 
putusan oleh sidang Dewan Kehormatan Daerah.  
j. Apabila pada tingkat kepengurusan Daerah belum dibentuk Dewan 
Kehormatan Daerah, maka Dewan Kehormatan Wilayah berkewajiban 
dan mempunyai wewenang untuk menjalankan kewajiban serta 
kewenangan  
Dewan Kehormatan Daerah dalam rangka penegakan Kode Etik 
atau melimpahkan tugas kewajiban dan kewenangan. Dewan kehormatan 
Daerah kepada kewenangan Dewan Kehormatan Daerah terdekat dari 
tempat kedudukan atau tempat tinggal anggota yang melanggar Kode Etik 
tersebut. Hal tersebut berlaku pula apabila Dewan Kehormatan Daerah 
tidak sanggup menyelesaikan atau memutuskan permasalahan yang 
dihadapinya.  
Terhadap hal tersebut di atas, berdasarkan Pasal 6 Kode Etik dalam 
Kongres Luar Biasa I.N.I Tahun 2005 maka sanksi yang dapat dikenakan 
terhadap anggota yang melakukan pelanggaran Kode Etik dapat berupa :  
a. Teguran  
b. Peringatan  
c. Schorsing (pemecatan sementara) dari keanggotaan perkumpulan  
d. Onzelling (pemecatan) dari keanggotaan perkumpulan atau  
e. Pemberhentian dengan tidak hormat dari keanggotaan perkumpulan.  
Penjatuhan sanksi-sanksi sebagaimana terurai di atas terhadap 
anggota yang melakukan pelanggaran Kode Etik disesuaikan dengan 
kwantitas dan kwalitas pelanggaran yang dilakukan anggota tersebut.  
 
BAB III 
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
 
A. Pelaksanaan Tugas Pengawasan Terhadap Notaris Oleh Majelis 
Pengawas Notaris dan Dewan Kehormatan 
1. Majelis Pengawas 
Mengenai kewenangan Majelis Pengawas ( Daerah, Wilayah, dan 
Pusat ) ini, ada satu kewenangan Majelis Pengawas yang perlu untuk 
diluruskan sesuai aturan hukum yang berlaku, yaitu atas laporan Majelis 
Pemeriksa jika menemukan suatu tindak pidana dalam melakukan 
pemeriksaan terhadap notaris, maka majelis pengawas akan 
melaporkannya kepada pihak yang berwenang. Substansi Pasal ini telah 
menempatkan Majelis Pengawas Notaris sebagai pelapor tindak pidana. 42  
Menurut Pasal 1 angka 24 Kitab Undang Undang Hukum Acara 
Pidana (KUHAP) bahwa laporan adalah pemberitahuan yang disampaikan 
oleh seseorang karena hak atau kewajiban berdasarkan undang-undang 
kepada pejabat berwenang tentang telah atau sedang atau diduga akan 
terjadinya peristiwa pidana. Berdasarkan isi Pasal tersebut, bahwa syarat 
untuk menjadi pelapor, yaitu :  
1) Seorang ( satu orang / perseorangan); dan  
2) Ada hak dan kewajiban berdasarkan undang-undang.  
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Majelis Pengawas merupakan suatu badan dengan parameter 
seperti ini dikaitkan dengan Pasal 1 angka 24 KUHAP, bahwa yang dapat 
menjadi pelapor adalah subjek hukum berupa orang, bukan majelis atau 
badan . Berkaitan pula dengan keputusan Menteri Kehakiman Nomor 
M.01.PW.07.03. Tahun 1982 tentang Pedoman Pelaksanaan KUHAP, 
dalam Pasal 5 ayat 1 huruf a angka 1 dan Pasal 7 ayat (1) disebutkan 
bahwa, penyidik dan penyelidik berkewajiban mempunyai wewenang 
menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak 
pidana. Substansi Pasal ini menegaskan bahwa penyelidik atau penyidik 
hanya menerima pengaduan atau laporan dari orang. Dengan demikian 
tidak tepat Majelis Pengawas bertindak sebagai pelapor tindak pidana, 
karena Majelis Pengawas bukan subjek Hukum berupa orang.  
Ketentuan Pasal 1 angka 24 KUHAP menentukan bahwa hak atau 
kewajiban melaporkan suatu tindak pidana harus berdasarkan undang-
undang, maka dengan demikian Majelis Pengawas tidak mempunyai hak 
dan kewajiban sebagai pelapor berdasarkan undang-undang. Pelapor 
harus subjek hukum orang atau perorangan, bukan badan, majelis atau 
lembaga. Dengan demikian telah ada ketidak sinkronan secara vertikal 
Pasal 1 angka 24 KUHAP dengan Pasal 32 ayat 1 dan 2 Peraturan Menteri 
Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.02.PR.08.10 Tahun 2004, maka 
kemudian Pasal 32 ayat 1 dan 2 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi 
Manusia Nomor M.02.PR.08.10 Tahun 2004, tidak berlaku. Wewenang 
MPW seperti tersebut diatas tidak diatur dalam UUJN, tapi diatur atau 
disebutkan dalam peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 
M.02.PR.08.10 Tahun 2004 .  
Berdasarkan uraian diatas, majelis pengawas notaris berwenang 
dalam melakukan :  
1. Pengawasan;  
2. Pemeriksaan; dan  
3. Menjatuhkan sanksi. 
Majelis Pengawas Notaris mempunyai wewenang untuk 
menjatuhkan sanksi terhadap notaris. sanksi ini disebutkan atau diatur 
dalam UUJN, juga disebutkan kembali dan ditambah dalam keputusan 
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.39-PW.07.10. Tahun 
2004. Dengan pengaturan seperti itu ada pengaturan sanksi yang tidak 
disebutkan dalam UUJN tapi ternyata diatur atau disebutkan juga dalam 
keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.39-PW.07.10 
Tahun 2004, yaitu : 43 
a. Mengenai wewenang MPW untuk menjatuhkan sanksi berupa teguran 
lisan dan teguran secara tertulis, tapi dalam keputusan menteri angka 2 
butir 1 menentukan bahwa MPW juga berwenang untuk menjatuhkan 
sanksi sebagaimana yang tersebut dalam 85 UUJN. Adanya 
pembedaan pengaturan sanksi menunjukkan adanya inkonsistensi 
dalam pengaturan sanksi, seharusnya yang dijadikan pedoman yaitu 
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ketentuan Pasal 73 ayat 1 huruf a UUJN tersebut, artinya MPW tidak 
berwenang selain dari menjatuhkan dari menjatuhkan sanksi teguran 
lisan dan teguran secara tertulis.  
b. Mengenai Wewenang MPP, yaitu mengenai penjatuhan sanksi dalam 
Pasal 84 UUJN. Dalam angka 3 butir 1 Keputusan Menteri Hukum dan 
Hak Asasi Manusia Nomor M.39-PW.07.10 Tahun 2004 bahwa MPP 
mempunyai kewenangan untuk melaksanakan sanksi yang tersebut 
dalam Pasal 84 UUJN . Pasal 84 UUJN merupakan sanksi perdata, 
yang dalam pelaksanaannya tidak memerlukan MPP untuk 
melaksanakannya dan MPP bukan lembaga eksekusi sanksi perdata. 
Pelaksanaan sanksi tersebut tidak serta merta berlaku, tapi harus ada 
proses pembuktian yang dilaksanakan di pengadilan umum, dan ada 
putusan dari pengadilan melalui gugatan, bahwa akta notaris 
mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan atau 
batal demi hukum.  
Keputusan Menteri yang menentukan MPP berwenang untuk 
melaksanakan Pasal 84 UUJN telah menyimpang dari esensi suatu 
sanksi perdata. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia 
Nomor M.39-PW.07.10 Tahun 2004 seperti itu tidak perlu untuk 
dilaksanakan.  
Pada dasarnya tidak semua Majelis Pengawas mempunyai 
wewenang untuk menjatuhkan sanksi, yaitu :  
a. MPD tidak mempunyai kewenangan untuk menjatuhkan sanksi apapun. 
Meskipun MPD mempunyai wewenang untuk menerima laporan dari 
masyarakat dan dari notaris lainnya dan menyelenggarakan sidang 
untuk memeriksa adanya dugaan pelanggaran pelaksanaan jabatan 
notaris, tapi tidak diberi kewenangan untuk menjatuhakan sanksi 
apapun. Dalam hal ini, MPD hanya berwenang untuk melaporkan hasil 
sidang dan pemeriksaannya kepada MPW dengan tembusan kepada 
pihak yang melaporkan, notaris yang bersangkutan, Majelis Pengawas 
Pusat, dan organisasi notaris; 
b. MPW dapat menjatuhkan sanksi teguran lisan atau tertulis  
MPW hanya dapat menjatuhkan sanksi berupa sanksi teguran lisan atau 
tertulis, dan sanksi seperti ini bersifat final. Disamping itu mengusulkan 
pemberian sanksi terhadap notaris kepada Majelis Pengawas Pusat 
berupa pemberhentian sementara dari jabatan notaris selama 3 (tiga) 
Bulan, atau pemberhentian dengan tidak hormat dari jabatan notaris.  
Sanksi dari MPW berupa teguran lisan dan teguran tertulis yang bersifat 
final tidak dpat dikategorikan sebagai sanksi, tapi merupakan tahap 
awal dari aspek prosedur paksaan nyata untuk kemudian dijatuhi sanksi 
yang lain, seperti pemberhentian sementara dari jabatannya.  
c. MPP dapat menjatuhkan sanksi terbatas.  
Ketentuan Pasal 77 huruf c UUJN menentukan bahwa MPP berwenang 
menjatuhkan sanksi pembehentian sementara. Sanksi seperti ini 
merupakan masa menunggu dalam jangka waktu tertentu sebelum 
dijatuhkan sanksi yang lain, seperti sanksi pemberhentian dengan tidak 
hormat dari jabatan notaris atau pemberhentian dengan hormat dari 
jabatan notaris. Sanksi-sanksi yang lainnya MPP hanya berwenang 
untuk mengusulkan :  
1) Pemberian sanksi berupa pemberhentian dengan tidak hormat dari 
jabatannya kepada menteri ( Pasal 77 huruf d UUJN );  
2) Pemberian sanksi berupa pemberhentian tidak hormat dari 
jabatannya dengan alasan tertentu ( Pasal 12 UUJN ). 
Dengan demikian pengaturan sanksi yang terdapat dalam Pasal 85 UUJN , 
sanksi berupa teguran lisan dan teguran tertulis hanya dapat dijatuhkan 
oleh MPW.  
Sanksi berupa pemberhentian sementara dari jabatan notaris hanya 
dapat dijatuhkan oleh MPP, dan sanksi berupa pemberhentian dengan 
tidak hormat dari jabatan notaris serta pemberhentian dengan hormat dari 
jabatan notaris hanya dapat dilakukan oleh Menteri atas usulan dari MPP. 
Pada dasarnya pengangkatan dan pemberhentian notaris dari jabatannya 
sesuai dengan aturan hukum bahwa yang mengangkat dan yang 
memberhentikannya harus instansi yang sama , yaitu Menteri. Namun 
terhadap pengawas yang khusus diangkat dari Organisasi Notaris, timbul 
suatu pertanyaan dalam kalangan Notaris sendiri, apabila mereka 
melakukan pengawasan lalu siapa yang mengawasi mereka dalam 
menjalankan tugas dan jabatannya?  
Undang-undang Jabatan Notaris dan Keputusan serta peraturan 
Menteri tidak ada mengatur mengenal hal tersebut di atas, namun untuk 
memberikan jawaban atas hal di atas ada 2 (dua) alternatif yang harus 
dilakukan, yaitu : 44 
a. Dilakukan pengawasan berjenjang untuk Notaris yang menjadi anggota 
Majelis Pengawas, artinya anggota Majelis Pengawas Daerah yang 
berasal dari Notaris akan diawasi dan diperiksa oleh Majelis Pengawas 
Wilayah, dan anggota Majelis Pengawas wilayah yang berasal dari 
Notaris akan diawasi dan diperiksa oleh Majelis Pengawas Pusat, dan 
anggota Majelis pengawas pusat yang berasal dari Notaris akan diawasi 
dan diperiksa oleh Menteri  
b. Mengundurkan diri untuk diganti oleh Notaris lain. Dengan demikian 
akan terjadi kekosongan anggota Majelis Pengawas, jika hal itu terjadi 
akan dilakukan Pergantian Antar Waktu sebagaimana yang dimaksud 
dalam Pasal 8 Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor : M. 
02.PR.08.10 Tahun 2004. 
Ketentuan seperti tersebut harus dilakukan, jangan sampai anggota 
Majelis Pengawas yang berasal dari Notaris memperoleh hak-hak istimewa 
dan luput dari pengawasan dan pemeriksaan.45 
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Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik 
Indonesia nomor : M.03.HT.03.10. Tahun 2007 Tentang Pengambilan 
Minuta Akta dan Pemanggilan Notaris telah berisi atau materi Undang-
undang, bahkan dapat dikategorikan bertentangan dengan undang-undang, 
contohnya adanya pembatasan waktu untuk MPD, jika Majelis Pengawas 
Daerah (MPD) tidak memberikan jawaban atas permohonan Penyidik, 
Penuntut Umum atau Hakim dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari, 
maka MPD dianggap menyetujui (lihat Pasal 6 dan 12), hal ini berarti, 
Penyidik, Penuntut Umum atau Hakim dapat melakukan upaya paksa 
terhadap Notaris yang bersangkutan. Kemudian dalam Peraturan Menteri 
Hukum tersebut ada kontruksi hukum yang salah, yaitu :  
a. seakan-akan atau diduga Notaris (selalu) bersama-sama dengan para 
penghadap melakukan suatu tindak pidana yang berkaitan dengan 
Minuta Akta dan/atau surat-surat yang dilekatkan pada Minuta Akta atau 
Protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris (Pasal 3 dan 9).  
b. Notaris telah menjadi subjek terperiksa dalam perkara pidana. . Padahal 
menurut Pasal 38 ayat (3) huruf c, menegaskan bahwa isi akta yang 
merupakan kehendak dan keinginan dari para pihak yang 
berkepentingan, sehingga jika isi suatu akta menurut para penghadap 
atau pihak lain bermasalah, maka para pihak tersebut yang harus 
membatalkannya dengan akta Notaris lagi atau gugatan ke pengadilan, 
bukan dengan cara menempatkan Notaris seperti itu. 
  
Peraturan Menteri tersebut dapat pula pula dilihat dari perspektif 
Undang-undang nomor 10 Tahun 2004 dalam Pasal 6 ayat (2), bahwa asas 
yang ada dalam peraturan perundang-undangan yang lain harus 
diperhatikan, jangan sampai terjadi bertentangan, dalam hal ini asas 
pembuktian yang dilanggar, yaitu telah menempatkan akta Notaris sebagai 
bukti materil atas suatu tindak pidana, artinya, terjadinya suatu tindak 
pidana sebagai akibat adanya akta Notaris, hal ini sama saja, dengan 
kontruksi hukum, bahwa akta Notaris dibuat untuk melakukan suatu tindak 
pidana, bahwa seharusnya akta Notaris ditempatkan sebagai bukti formal, 
artinya jika suatu akta dipakai untuk melakukan suatu tindak pidana, bukan 
karena hasil kerjasama antara Notaris dengan para pihak, jika hal tersebut 
terjadi harus dibuktikan terlebih dahulu.  
Peraturan Menteri tersebut dapat dinilai juga sebagai suatu 
penafsiran terhadap ketentuan Pasal 66 UUJN, Peraturan Menteri tersebut 
disatu sisi dapat merupakan ketentuan yang secara tidak langsung dapat 
melindungi Notaris melalui MPD, tapi disisi yang lain dapat menjerumuskan 
Notaris ke hotel prodeo.  
Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Peraturan Menteri 
tersebut sebagai tindak lanjut dari Pasal 66 UUJN tidak diperintahkan oleh 
UUJN, oleh karena itu bertentangan dengan Pasal 7 ayat (4) Undang-
undang nomor 10 Tahun 2004 dan secara muatan atau materi telah 
melebihi muatan atau materi undang-undang yang seharusnya materi 
seperti itu termuat paling tidak dalam bentuk undang-undang.  
Kita telah mengetahui bahwa MPD terdiri dari 3 (tiga) unsur, yaitu : 
(1). Notaris, (2) Pemerintah/Birokrat dari Departemen Hukum dan HAM 
setempat, dan (3). Akademisi dari fakultas hukum. Bahwa dari ketiga unsur 
tersebut belum tentu mempunyai pemahaman yang sama, yaitu mengenai 
apa saja batasan atau tolok ukur MPD dalam memeriksa Notaris untuk 
melaksanakan ketentuan Pasal 66 UUJN.  
Bahwa batasan pemeriksaan tersebut harus berdasarkan pada 3 
(tiga) aspek akta, yaitu (1). Lahiriah, (2). Formal dan (3). Materil.  
Bahwa aspek lahiriah yang berarti akta Notaris harus secara fisik 
harus dilihat apa adanya, dan aspek formal mengenai mekanisme/prosedur 
pembuatan akta berdasarkan UUJN, serta aspek materil yang berarti tugas 
Notaris hanya memformulasikan keinginan para pihak ke dalam bentuk 
akta Notaris selama sepanjang sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, 
dan tidak dapat diimplementasikanhya sebuah akta Notaris bukan 
kesalahan Notaris, selama sepanjang tidak dapat diimplementasikannya 
akta Notaris bukan hasil konspirasi Notaris dengan para penghadap 
dengan maksud dan tujuan untuk merugikan para penghadap atau pihak 
lainnya.  
Batasan tersebut harus dijadikan tolok ukur oleh MPD, kalau 
anggota MPD yang berasal dari unsur Notaris sudah pasti mengetahui dan 
memahami ketiga aspek tersebut, tapi unsur anggota MPD Daerah yang 
bukan dari Notaris belum tentu memahami ketiga hal tersebut, oleh karena 
itu jika tidak ada pemahaman yang sama mengenai batasan pemeriksaan 
tersebut, maka para Notaris sangat rentan untuk selalu menuju jalan ke 
hotel prodeo, dan jika terjadi permasalahan dianggap turut serta atau 
membantu melakukan suatu tindak pidana. Agar ada pemahaman yang 
sama mengenai batasan pemeriksaan tersebut di atas, maka perlu 
diadakan Forum Majelis Pengawas Notaris Indonesia, dan inisiatif seperti 
ini harus dimulai dari Organisasi Jabatan Notaris (seperti INI). Meskipun 
dalam hal ini MPD bukan kepanjangan tangan Organisasi Jabatan Notaris 
dan tidak bertujuan untuk melindungi Notaris, tapi dalam hal ini sangat 
wajar jika para Notaris sebagai anggota dari Organisasai Jabatan Notaris 
mendapat perlindungan yang memadai dari organisasinya. Dengan cara 
memberikan pemahaman yang sama mengenai batasan pemeriksaan 
Notaris sebagaimana tersebut di atas.  
Dalam hal ini Notaris dapat melindungi dirinya sendiri ketika 
diloloskan oleh MPD sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 66 UUJN. 
Dengan sebuah pertanyaan : ketika seorang Notaris diizinkan oleh MPD 
untuk memenuhi panggilan peradilan, penyidik, penuntut umum, atau 
hakim, padahal Notaris merasa ketiga aspek dari akta Notaris sebagaimana 
tersebut di atas telah dipenuhinya atau tidak dilanggar, adakah upaya 
hukum Notaris untuk sementara waktu menunda untuk tidak memenuhi izin 
atau panggilan tersebut ?.  
Pemeriksaan atau sidang yang dilakukan oleh Majelis Pengawas, 
Notaris sebagai terlapor (ataupun Notaris sebagai pelapor yang 
melaporkan sesama Notaris) Majelis Pengawas diberi wewenang untuk 
mendengarkan keterangan dan menerima tanggapan serta menerima bukti-
bukti dari Notaris sebagai terlapor (ataupun Notaris sebagai pelapor yang 
melaporkan sesama Notaris). Pasal 70 huruf a UUJN memberi wewenang 
kepada MPD menyelenggarakan sidang untuk memeriksa adanya dugaan 
pelanggar Kode Etik Notaris atau pelanggaran pelaksanaan Jabatan 
Notaris.  
MPD juga mempunyai wewenang lain yang tidak diberikan kepada 
MPW dan MPP, sebagaimana tersebut dalam Pasal 66 UUJN, yaitu Untuk 
kepentingan proses peradilan, penyidik, penuntut umum, atau hakim 
dengan persetujuan Majelis Pengawas Daerah berwenang :  
a. mengambil fotokopi Minuta Akta dan/atau surat-surat yang dilekatkan 
pada Minuta Akta atau Protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris,  
b. memanggil Notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan 
dengan akta yang dibuatnya atau protokol Notaris yang berada dalam 
penyimpanan Notaris.  
Pada dasarnya pengawasan terhadap Notaris dilakukan oleh 
Menteri (Pasal 67 ayat (1) UUJN) dan dalam pelaksanaannya dilakukan 
oleh Majelis Pengawas yang dibentuk oleh Menteri (Pasal 67 ayat (2) 
UUJN). Menempatkan kedudukan Majelis Pengawas yang melaksanakan 
tugas pengawasan dari Menteri dapat dianggap sebagai menerima tugas 
dari Menteri (secara atributif) sebagai pihak yang mempunyai urusan 
pemerintahan.  
Dengan demikian perlu dikaji kedudukan Majelis Pengawas yang 
secara fungsional (dalam fungsinya) telah melakukan urusan 
pemerintahan. Mengenai kedudukan Majelis Pengawas tersebut dapatkah 
dikategorikan sebagai Badan atau Jabatan Tata Usaha Negara? Apakah 
Keputusan Majelis Pengawas yang telah menjatuhkan Sanksi Administratif 
telah memenuhi ketentuan sebagai Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) 
?.  
Majelis Pengawas dalam menjalankan kewenangannya 
mengeluarkan putusan yang ditujukan kepada Notaris, baik putusan 
menjatuhkan sanksi administratif ataupun putusan mengusulkan untuk 
memberikan sanksi-sanksi tetentu dari MPW kepada MPP ataupun MPP 
kepada Menteri.  
Pada dasarnya yang mempunyai wewenang melakukan 
pengawasan dan pemeriksaan terhadap Notaris adalah Menteri Hukum dan 
Hak Asasi Manusia yang dalam pelaksanaannya Menteri membentuk 
Majelis Pengawas Notaris. Menteri sebagai kepala Departemen Hukum dan 
Hak Asasi Manusia mempunyai tugas membantu Presiden dalam 
menyelenggarakan sebagian urusan pemerintah di bidang hukum dan hak 
asasi manusia.  
Dengan demikian kewenangan pengawasan terhadap Notaris ada 
pada pemerintah, sehingga berkaitan dengan cara pemerintah memperoleh 
wewenang pengawasan tersebut Ada 2 (dua) cara utama untuk 
memperoleh wewenang pemerintah, yaitu Atribusi dan Delegasi. Mandat 
juga ditempatkan sebagai cara tersendiri untuk memperoleh wewenang, 
namun apabila dikaitkan dengan gugatan ke pengadilan tata usaha negara, 
Mandat tidak ditempatkan secara tersendiri karena penerima Mandat tidak 
bisa menjadi tergugat di pengadilan tata usaha negara. 46 
Atribusi merupakan pembentukan wewenang tertentu dan 
pemberiannya kepada organ tertentu atau juga dirumuskan pada atribusi 
terjadi pemberian wewenang pemerintahan yang baru oleh suatu ketentuan 
dalam peraturan perundang-undangan. Atribusi pembentukan atau 
pemberian wewenang pemerintahan didasarkan aturan hukum yang dapat 
dibedakan dari asalnya, yakni yang asalnya dari pemerintah di tingkat pusat 
bersumber dari Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Undang-undang 
Dasar (UUD) atau undang-undang, dan yang asalnya dari pemerintah 
daerah bersumber dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) atau 
Peraturan Daerah (Perda). Atribusi wewenang dibentuk atau dibuat atau 
diciptakan oleh aturan hukum yang bersangkutan atau atribusi ditentukan 
aturan hukum yang menyebutkan di dalamnya.  
Delegasi merupakan pelimpahan suatu wewenang yang telah ada 
oleh Badan atau Jabatan TUN yang telah memperoleh suatu wewenang 
pemerintahan secara atributif kepada Badan atau Jabatan TUN lainnya. 
Dalam rumusan lain bahwa delegasi sebagai penyerahan wewenang oleh 
                                                 
46 Sujamto, Beberapa Pengertian dibidang Pengawasan, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1983). Hal. 
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pejabat pemerintahan (Pejabat TUN) kepada pihak lain dan wewenang 
tersebut menjadi tanggungjawab pihak lain tersebut. 47 
Pendapat yang pertama, bahwa delegasi itu harus dari Badan atau 
jabatan TUN kepada badan atau Jabatan TUN lainnya, artinya baik 
delegator maupun delegaans harus sama-sama Badan atau Jabatan TUN. 
Pendapat yang kedua bahwa delegasi dapat terjadi dari Badan atau 
Pejabat TUN kepada pihak lain yang belum tentu Badan atau Jabatan TUN. 
Dengan ada kemungkinan bahwa Badan atau Jabatan TUN dapat 
mendelegasikan wewenangnya (delegans) kepada Badan atau Jabatan 
yang bukan TUN (delegataris). 48 
Suatu delegasi selalu didahului oleh adanya suatu atribusi 
wewenang. Badan atau Jabatan TUN yang tidak mempunyai atribusi 
wewenang tidak dapat mendelegasikan wewenangnya kepada pihak 
lainnya.  
Berdasarkan pengertian tersebut di atas, bahwa wewenang untuk 
melakukan pengawasan terhadap Notaris secara atributif ada pada Menteri 
sendiri, yang dibuat, diciptakan dan diperintahkan dalam undang-undang 
sebagaimana tersebut dalam Pasal 67 ayat (1) UUJN. Kedudukan Menteri 
sebagai eksekutif (pemerintah) yang menjalankan kekuasaan pemerintah 
dalam kualifikasi sebagai Badan atau Jabatan Tata Usaha Negara. 
Berdasarkan Pasal 67 ayat (2) UUJN Menteri mendelegasikan wewenang 
                                                 
47 B. Hestu Cipto Handoyo, Hukum Tata Negara Indonesia,  (Yogyakarta : Universitas 
Atmajaya,2009).  
48 Ibid. 
pengawasan tersebut kepada suatu badan dengan nama Majelis 
Pengawas. Majelis Pengawas menurut Pasal 1 ayat (1) Peraturan Menteri 
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.02.PR.08.10 
Tahun 2004, adalah suatu badan yang mempunyai kewenangan dan 
kewajiban untuk melaksanakan pengawasan dan pembinaan terhadap 
Notaris.  
Dengan demikian Menteri selaku delegans dan Majelis Pengawas 
selaku delegataris. Majelis Pengawas sebagai delegataris mempunyai 
wewenang untuk mengawasi Notaris sepenuhnya, tanpa perlu untuk 
mengembalikan wewenangnya kepada delegans.  
Kedudukan Menteri selaku Badan atau Jabatan TUN yang 
melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-
undangan yang berlaku membawa konsekuensi terhadap Majelis 
Pengawas, yaitu Majelis Pengawas berkedudukan pula sebagai Badan 
atau Jabatan TUN, karena menerima delegasi dari badan atau Jabatan 
yang berkedudukan sebagai Badan atau Jabatan TUN dengan demikian 
secara kolegial Majelis Pengawas sebagai :49  
a. badan atau Pejabat TUN;  
b. melaksanakan urusan pemerintahan;  
c. berdasarkan perundang-undangan yang berlaku, yaitu melakukan 
pengawasan terhadap Notaris sesuai dengan UUJN.  
                                                 
49 Ibid. 
Dalam melakukan pengawasan, pemeriksaan dan penjatuhan sanksi 
Majelis Pengawas harus berdasarkan kewenangan yang telah ditentukan 
UUJN sebagai acuan untuk mengambil keputusan, hal ini perlu dipahami 
karena anggota Majelis Pengawas tidak semua berasal dari Notaris, 
sehingga tindakan atau keputusan dari Majelis Pengawas harus 
mencerminkan tindakan suatu Majelis Pengawas sebagai suatu badan, 
bukan tindakan anggota Majelis Pengawas yang dianggap sebagai 
tindakan Majelis Pengawas.Dengan demikian jika Menteri Hukum dan HAM 
RI yang secara atribusi mempunyai kewenangan Pengawasan yang 
kemudian didelegasikan kepada Majelis Pengawas, maka Menteri telah 
memberikan kewenangan kepada Majelis Pengawas Notaris untuk 
melakukan suatu tindakan yang sesuai dengan wewenangnya, termasuk 
mengeluarkan aturan-aturan yang pentung agar Majelis Pengawas Notaris 
bisa jalan, tapi dengan keluarnya Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi 
Manusia Republik Indonesia nomor : M.03.HT.03.10. Tahun 2007 Tentang 
Pengambilan Mniuta Akta dan Pemanggilan Notaris, Menteri masih 
mengintervensi dan ingin menarik kembali delegasinya yang sudah 
diberikan kepada Majelis Pengawas Notaris, dengan kata lain, kepalanya 
dilepas, tapi ekornya dipertahankan.  
Tindakan Menteri Hukum dengan Peraturan tersebut telah tidak 
sesuai dengan Norma atau kaidah Hukum Administrasi dalam 
penyelenggaraan negara yang baik dan bertentangan dengan Azas-azas 
Umum Pemerintahan Yang Baik (Pasal 53 ayat 2 huruf b Undang-undang 
Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 5 
Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara).  
Jika Menteri telah mendelegasikan pengawasan Notaris kepada 
Majelis Pengawas Notaris, maka Majelis Pengawas Notaris mempunyai 
kewenangan penuh untuk melaksanakan pengawasan, termasuk membuat 
aturan-aturan hukum yang berkaitan dengan pengawasan. Dan Menteri 
tidak perlu lagi membuat aturan hukum lainnya untuk dilaksanakan oleh 
Majelis Pengawas Notaris. Majelis Pengawas dalam kedudukan sebagai 
Badan atau Jabatan TUN mempunyai kewenangan untuk membuat atau 
mengeluarkan Surat Keputusan atau Ketetapan yang berkaitan dengan 
hasil pengawasan, pemeriksaan atau penjatuhan sanksi yang ditujukan 
kepada Notaris yang bersangkutan. 
Dalam kedudukan seperti itu Surat Keputusan atau Ketetapan 
Majelis Pengawas dapat dijadikan objek gugatan oleh Notaris ke 
Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) sebagai sengketa tata usaha 
negara, jika Notaris merasa bahwa keputusan tidak tepat atau 
memberatkan Notaris yang bersangkutan atau tidak dilakukan yang 
transparan dan berimbang dalam pemeriksan.  
Peluang untuk mengajukan ke PTUN tetap terbuka setelah semua 
upaya administrasi, yang disediakan baik keberatan administratifmaupun 
banding administrasi, telah ditempuh, meskipun dalam aturan hukum yang 
bersangkutan telah menentukan bahwa putusan dari badan atau Jabatan 
TUN tersebut telah menyatakan final atau tidak dapat ditempuh upaya 
hukum lain karena pada dasarnya bahwa penggunaan upaya administratif 
dalam sengketa tata usaha negara bermula dari sikap tidak puas terhadap 
perbuatan tata usaha negara.  
Aspek positif yang didapat dari upaya ini adalah penilaian perbuatan 
tata usaha negara yang dimohonkan tidak hanya dinilai dari segi penerapan 
hukum, tapi juga dari segi kebijaksanaan serta memungkinkan dibuatnya 
keputusan lain yang menggantikan keputusan tata usaha negara terdahulu.  
Majelis Pengawas Daerah (MPD) mempunyai kewenangan khusus 
yang tidak dipunyai oleh MPW dan MPP, yaitu sebagaimana yang tersebut 
dalam Pasal 66 UUJN, bahwa MPD berwenang untuk memeriksa Notaris 
sehubungan dengan permintaan penyidik, penuntut umum atau hakim 
untuk mengambil fotokopi minuta atau surat-surat lainnya yang dilekatkan 
pada minuta atau dalam protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris, juga 
pemanggilan Notaris yang berkaitan dengan akta yang dibuatnya atau 
dalam protokol Notaris yang berada dalam penyimpanan Notaris.  
Hasil akhir pemeriksaan MPD yang dituangkan dalam bentuk Surat 
Keputusan, berisi dapat memberikan persetujuan atau menolak permintaan 
penyidik, penuntut umum atau hakim.Ketika UUJN diundangkan, para 
Notaris berharap dapat perlindungan yang proporsional kepada para 
Notaris ketika dalam menjalankan tugas jabatan sebagai Notaris, 
setidaknya atau salah satunya melalui atau berdasarkan ketentuan atau 
mekanisme-implementasi Pasal 66 UUJN yang dilakukan MPD, juga 
setidaknya ada pemeriksaan yang adil, transparan, beretika dan ilmiah 
ketika MPD memeriksa Notaris atas permohonan pihak lain (kepolisian, 
kejaksaan, pengadilan), tapi hal tersebut sangat sulit untuk dilaksanakan, 
karena para anggota MPD yang terdiri unsur-unsur yang berbeda, yaitu 3 
(tiga) orang Notaris, 3 (tiga) orang akademis dan 3 (tiga) orang birokrat 
(Pasal 67 ayat (3) UUJN, yang berangkat dari latar belakang yang berbeda, 
sehingga tidak ada persepsi yang sama ketika memeriksa Notaris. 
Contohnya mengenai fokus pemeriksaan yang dilakukan oleh MPD :  
Apakah objek pemeriksaan MPD, berkaitan dengan Notaris (orang 
yang melaksanakan Jabatan Notaris) atau akta Notaris ? Dalam 
pemeriksaan MPD tidak bisa membedakan antara Notaris sebagai objek 
dan akta sebagai objek. Jika MPD menempatkan Notaris sebagai objek, 
maka MPD berarti akan memeriksa tindakan atau perbuatan Notaris dalam 
menjalankan tugas jabatannya, yang pada akhirnya akan menggiring 
Notaris pada kualifikasi turut serta atau membantu terjadinya suatu tindak 
pidana.  
Sudah tentu tindakan seperti ini tidak dapat dibenarkan, karena 
suatu hal yang sangat menyimpang bagi Notaris dalam menjalankan tugas 
jabatannya untuk turut serta atau membantu melakukan atau menyarankan 
dalam akta untuk terjadinya suatu tindak pidana dengan para 
pihak/penghadap. Dalam kaitan ini tidak ada aturan hukum yang 
membenarkan MPD mengambil tindakan dan kesimpulan yang dapat 
mengkualifikasikan Notaris turut serta atau membantu melakukan suatu 
tindak pidana bersama-sama para pihak/penghadap. MPD bukan instansi 
pemutus untuk menentukan Notaris dalam kualifikasi seperti itu.  
Dalam tataran aturan hukum yang benar bahwa MPD harus 
menempatkan akta Notaris sebagai objek, karena Notaris dalam 
menjalankan tugas jabatannya berkaitan untuk membuat dokumen hukum, 
berupa akta sebagai alat bukti tertulis yang berada dalam ruang lingkup 
hukum perdata, sehingga menempatkan akta sebagai objek harus dinilai 
berdasarkan aturan hukum yang berkaitan dengan pembuatan akta, dan 
jika terbukti ada pelanggaran, maka akan dikenai sanksi sebagaimana yang 
tersebut dalam Pasal 84 dan 85 UUJN.Dengan demikian bukan wewenang 
MPD jika dalam melakukan tugasnya mencari unsur-unsur (pidana) untuk 
menggiring Notaris dengan kualifikasi turut serta atau membantu 
melakukan suatu tindakan atau perbuatan pidana.  
Adakah batasan MPD dalam melakukan pemeriksaan ? Bahwa 
batasan MPD dalam melakukan pemeriksaan, yaitu dengan objeknya akta 
Notaris.  
Menempatkan akta sebagai objek, maka batasan MPD dalam 
melakukan pemeriksaan akan berkisar pada :  
a) kekuatan pembuktian lahiriah akta Notaris.. Dalam memeriksa aspek 
lahiriah dari akta Notaris, maka MPD harus dapat membuktikan 
otensitas akta Notaris tersebut. MPD harus melakukan pembuktian 
terbalik untuk menyangkal aspek lahiriah dari akta Notaris. Jika MPD 
tidak mampu untuk membuktikannya, maka akta tersebut harus dilihat 
“apa adanya”, bukan dilihat “ada apa”.  
b) kekuatan pembuktian formal akta Notaris., Dalam hal ini MPD harus 
dapat membuktikan ketidakbenaran apa yang dilihat, disaksikan dan 
didengar oleh Notaris, juga harus dapat membuktikan ketidak benaran 
pernyataan atau keterangan para pihak yang diberikan/disampaikan di 
hadapan Notaris. Dengan kata lain MPD tetap harus melakukan 
pembuktian terbalik untuk menyangkal aspek formal dari akta Notaris. 
Jika MPD tidak mampu untuk membuktikannya, maka akta tersebut 
harus diterima oleh siapapun termasuk oleh MPD sendiri.  
c) kekuatan pembuktian materil akta Notaris, Dalam kaitan ini MPD 
harus dapat membuktikan, bahwa Notaris tidak menerangkan atau 
menyatakan yang sebenarnya dalam akta (akta pejabat), atau para 
pihak yang telah benar berkata (di hadapan Notaris) menjadi tidak 
berkata benar. MPD harus melakukan pembuktian terbalik untuk 
menyangkal aspek materil dari akta Notaris. Jika MPD tidak mampu 
untuk membuktikannya, maka tersebut akta tersebut benar adanya.  
Dengan demikian aspek mana yang akan dibuktikan secara terbalik 
oleh MPD ketika memeriksa Notaris ? Maka MPD dibebani pembuktian 
sebagaimana diatur dalam Pasal 138 HIR (Pasal 164 Rbg, 148 Rv), 
sebelum memutuskan apakah Notaris yang diperiksa tersebut telah 
melanggar salah satu atau ketiga aspek tersebut.  
Ketiga aspek tersebut di atas merupakan kesempurnaan akta 
Notaris sebagai alat bukti. Sehingga siapapun (hakim, jaksa, kepolisian, 
bahkan Notaris dan MPD sendiri) terikat untuk menerima akta Notaris “apa 
adanya”, dan siapapun tidak dapat menafsirkan lain atau 
menambahkan/meminta alat bukti lain untuk menunjang akta Notaris, 
sebab jika akta Notaris tidak dinilai sebagai alat bukti yang sempurna, akan 
menjadi tidak ada gunanya undang-undang menunjuk Notaris sebagai 
Pejabat Umum untuk membuat akta otentik sebagai alat bukti yang 
sempurna, jika ternyata siapapun saja dengan semaunya dan seenaknya 
atau tanpa dasar hukum yang jelas mengenyampingkan akta Notaris 
sebagai alat bukti yang sempurna. Oleh karena itu jika ada sesama Notaris 
saling menyalahkan atau menjelekkan akta yang dibuat oleh Notaris 
lainnya, hal ini menujukkan bahwa Notaris yang bersangkutan tidak 
mengerti makna akta Notaris sebagai alat bukti yang sempurna.  
Jika anggota MPD yang berasal dari Notaris memahami dengan 
benar pelaksanaan tugas jabatan Notaris sesuai UUJN, maka akan 
mengerti untuk menempatkan fokus pemeriksaan Notaris dengan objek 
pada akta Notaris. Jika anggota MPD yang berasal dari Notaris memahami 
dengan benar lembaga kenotariatan sudah pasti akan tetap menjaga 
jabatan Notaris sebagai jabatan kepercayaan. Untuk mengerti dan 
memahami dunia Notaris, para Notaris sebelumnya harus menimba ilmu 
kenotariatan kurang lebih selama 2 (dua) tahun, sehingga anggota MPD 
yang bukan dari Notaris untuk dapat memahami dunia Notaris, juga terlebih 
dahulu untuk menimba ilmu dunia Notaris secara komprensip. Jika ini dapat 
dilakukan maka akan ada persepsi yang sama ketika memeriksa Notaris.  
Jika ternyata MPD memutuskan (berdasarkan Surat Keputusan yang 
dibuat oleh MPD) untuk meloloskan Notaris untuk diperiksa oleh pihak 
penyidik, kejaksaan atau di pengadilan, sebagai implementasi Pasal 66 
UUJN, tidak ada kemungkinan untuk mengajukan keberatan untuk 
dilakukan pemeriksaan ke instansi majelis yang lebih tinggi, seperti ke 
Majelis Pemeriksa Wilayah (MPW) atau ke Majelis Pemeriksa Pusat (MPP), 
karena mekanisme seperti itu, khusus untuk pelaksanaan Pasal 66 UUJN 
tidak ditentukan atau tidak ada upaya hukum keberatan atau banding.  
Meskipun demikian jika Notaris diloloskan oleh MPD, maka Notaris 
yang bersangkutan dapat mengajukan upaya hukum ke Pengadilan Tata 
Usaha Negara (PTUN) dengan objek gugatan yaitu surat MPD yang 
meloloskan Notaris tersebut, hal ini akan menjadi sengketa tata usaha 
negara. Hal tersebut dapat dilakukan karena MPD berkedudukan sebagai 
badan atau Jabatan Tata Usaha Negara (TUN) dan telah mengeluarkan 
suatu keputusan sebagai Keputusan Tata Usaha Negara.  
Hasil akhir dari pemeriksaan yang dilakukan oleh MPD berupa Surat 
Keputusan (yang merupakan suatu penetapan tertulis). Jika dikaji ternyata 
Surat Keputusan tersebut bersifat konkrit, individual, final dan menimbulkan 
akibat hukum. Konkrit artinya objek yang diputuskan bukan suatu hal yang 
abstrak, tapi dalam hal ini objeknya yaitu akta tertentu yang diperiksa oleh 
MPD yang dibuat oleh Notaris yang bersangkutan.  
Individual artinya keputusan tidak ditujukan kepada umum atau 
kepada semua orang, tapi kepada nama Notaris yang bersangkutan. Final 
artinya sudah definitif, yang tidak memerlukan persetujuan dari pihak lain 
atau insitusi atasannya, sehingga hal ini dapat menimbulkan akibat hukum 
tertentu bagi Notaris yang bersangkutan. Ketentuan semacam ini hanya 
berlaku untuk Surat Keputusan MPD sebagai penerapan dari Pasal 66 
UUJN.  
Berdasarkan uraian di atas, maka sangat tidak tepat jika MPD yang 
berkedudukan sebagai Badan Tata Usaha Negara kewenangannya dikebiri 
dengan batasan waktu seperti yang tersebut dalam Pasal 6 dan 12 
Peraturan Menteri tersebut, karena seharusnya jika seorang Notaris 
merasa berkeberatan dan tidak memperoleh pemeriksaan yang transparan 
dari MPD, dan atas keputusan MPD dapat dijadikan sebagai objek 
sengketa tata usaha Negara di Pengadilan Tata Usaha Negara, tapi dalam 
Peraturan Menteri tersebut, hak Notaris telah dihilangkan, dan hal ini 
bertentangan dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986, tentang 
Peradilan Tata Usaha Negara juncto Undang-undang Republik Indonesia 
Nomor 9 tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 5 
Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara  
Dengan demikian tindakan MPD yang memutuskan meloloskan 
Notaris untuk diperiksa oleh pihak lain sebagai pelaksanaan Pasal 66 
UUJN, jika tidak memuaskan bagi Notaris atau Notaris yang bersangkutan 
berkeberatan dengan alasan yang diketahui oleh Notaris sendiri, maka 
Notaris yang bersangkutan dapat menggugat MPD ke Pengadilan Tata 
Usaha Negara. Surat Keputusan MPD tersebut merupakan objek gugatan 
di Pengadilan Tata Usaha Negara.  
Adanya gugatan tersebut, Notaris tidak perlu (dulu) untuk memenuhi 
keputusan MPD tersebut sampai ada keputusan yang mempunyai kekuatan 
hukum tetap dari Pengadilan Tata Usaha Negara, Jika banding dari 
Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara, dan jika Kasasi sampai ada putusan 
Mahkamah Agung.  
Hal tersebut dapat dilakukan sebagai upaya perlindungan hukum 
untuk para Notaris untuk melindungi dirinya sendiri, dan sebagai 
konsekuensi kedudukan MPD seperti itu. Dengan demikian bukan suatu hal 
yang tidak mungkin, jika MPD tidak mampu menempatkan diri dalam 
menjalankan tugasnya dengan baik, sesuai aturan hukum yang berlaku, 
maka suatu saat MPD akan banjir gugatan ke PTUN dari para Notaris yang 
menempatkan MPD sebagai tergugat (secara institusional), dan secara 
pribadi akan berpengaruh pada hubungan - kemitraan sesama Notaris, dan 
sudah hal ini menjadi beban tersendiri bagi anggota MPD yang berasal dari 
Notaris, sedangkan bagi anggota MPD yang lainnya menjadi pertaruhan 
keilmuan dalam sebuah sidang pengadilan.  
Secara internal (MPD) akan terjadi perebutan kepentingan, apakah 
akan anggota MPD yang berasal dari Notaris akan membantu sesama 
rekan Notaris ? Atau akan bertindak untuk bersebrangan dengan anggota 
MPD yang lainnya yang bukan dari Notaris ?. Oleh karena itu, para Notaris 
tidak perlu khawatir, jika diloloskan oleh MPD atau MPD memberikan 
persetujuan agar Notaris dapat diperiksa oleh institusi lain, karena sudah 
ada jalan keluar sebagaimana tersebut di atas.  
Hal ini perlu dilakukan untuk menjaga martabat insitusi Notaris, juga 
para Notaris untuk dapat melindungi dirinya sendiri. Upaya hukum yang 
disebutkan di atas mempunyai batasan-batasan tertentu, yaitu hanya 
berlaku ketika Notaris menjalankan tugas jabatannya sesuai dengan 
wewenang Notaris dan tidak berlaku jika tindakan Notaris tidak dalam 
menjalankan tugas jabatannya atau tidak sesuai dengan wewenang 
Notaris.  
Dengan demikian perlu ditegaskan bahwa upaya hukum seperti 
tersebut di atas dapat dilakukan sepanjang Notaris menjalankan tugas 
jabatannya sesuai dengan wewenang Notaris, dan tidak berlaku jika Notaris 
melakukan suatu tindakan tidak dalam menjalankan tugas jabatannya 
selaku Notaris atau diluar wewenang Notaris atau Notaris secara insyaf dan 
sadar bekerjasama dengan para penghadap untuk membuat suatu akta 
yang bertentangan dengan hukum dengan maksud dan tujuan untuk 
merugikan orang lain secara materil dan immaterial, dan hal seperti wajib 
dibuktikan oleh MPN (Daerah).  
Bahwa hak para Notaris untuk melakukan tindakan hukum seperti 
tersebut di atas menjadi hilang atau dihilangkan oleh Peraturan Menteri 
tersebut, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 6 dan 12, jika Majelis 
Pengawas Daerah (MPD) tidak memberikan jawaban atas permohonan 
Penyidik, Penuntut Umum atau Hakim dalam jangka waktu 14 (empat 
belas) hari, maka MPD dianggap menyetujui, hal ini berarti, Penyidik, 
Penuntut Umum atau Hakim dapat melakukan upaya paksa terhadap 
Notaris yang bersangkutan.  
Padahal hak para Notaris untuk memperoleh Surat Keputusan dari 
Majelis Pengawas Daerah yang berkedudukan sebagai badan atau Pejabat 
Tata Usaha Negara, dan Surat Keputusan tersebut dapat dijadikan sebagai 
objek sengketa tata usaha Negara di Pengadilan Tata Usaha Negara, jika 
terbukti bahwa Notaris tidak diperiksa secara adil atau tidak ada 
transparansi dalam pemeriksaan oleh MPD.  
Dalam Pasal 4 ayat (2) UUJN mengenai sumpah/janji Notaris 
ditegaskan……”bahwa saya akan merahasiakan isi akta dan 
keterangan yang diperoleh dalam pelaksanaan jabatan saya…”, dan 
Pasal 16 ayat (1) huruf e UUJN, bahwa Notaris berkewajiban - 
“merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan 
segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta sesuai 
dengan sumpah/janji jabatan, kecuali undang-undang menentukan 
lain”.  
Dengan Peraturan Menteri tersebut, maka sumpah/janji jabatan 
Notaris menjadi tidak berlaku lagi, dan Notaris sebagai Jabatan 
Kepercayaan telah kehilangan makna dan rohnya, padahal Notaris dapat 
membuka rahasia jabatan, jika ada Undang-undang yang 
memerintahkanya atau ada Undang-undang yang mewajibkannya, tapi 
dalam hal ini Peraturan Menteri tersebut membolehkan segalanya dan 
tidak perlu ada yang dirahasiakan lagi, seperti tersebut dalam Pasal 2, 
8,13, padahal jika Notaris melanggar Pasal 16 ayat (1) huruf e UUJN, 
Notaris yang bersangkutan akan dikenai Sanksi Administratif sebagaimana 
tersebut dalam Pasal 84 UUJN, dan juga juga harus diingat jika ternyata 
Notaris sebagai saksi atau tersangka, tergugat ataupun dalam pemeriksaan 
oleh Majelis Pengawas Notaris membuka rahasia dan memberikan 
keterangan/pernyataan yang seharusnya wajib dirahasiakan, sedangkan 
undang-undang tidak memerintahkannya, maka atas pengaduan pihak 
yang merasa dirugikan kepada pihak yang berwajib dapat diambil tindakan 
atas Notaris tersebut, tindakan Notaris seperti ini dapat dikenakan Pasal 
322 ayat (1) dan (2) KUHP, yaitu membongkar rahasia, padahal Notaris 
berkewajiban untuk menyimpannya.  
Dalam kedudukan sebagai saksi (perkara perdata) Notaris dapat 
minta dibebaskan dari kewajibannya untuk memberikan kesaksian, karena 
jabatannya menurut undang-undang diwajibkan untuk merahasiakannya 
(Pasal 1909 ayat (3) KUH Perdata).  
Peraturan Menteri tersebut menjadi dilemma bagi Notaris dalam 
menjalankan tugas jabatannya untuk senantiasa menjaga rahasia jabatan 
sebbagai suatu kewajiban, jika dilanggar, maka kepada Notaris yang 
bersangkutan akan dijatuhi sanksi.  
2. Dewan Kehormatan 
Dalam menjaga kehormatan dan keluhuran martabat Notaris, 
kongres Ikatan Notaris Indonesia menetapkan kode etik Notaris yang 
merupakan kaidah moral yang wajib ditaati oleh setiap anggota 
perkumpulan.  
Bagi Notaris yang melakukan pelanggaran kode etik, Dewan 
Kehormatan berkoordinasi dengan Majelis Pengawas berwenang 
melakukan pemeriksaan atas pelanggaran tersebut dan dapat menjatuhkan 
sanksi kepada pelanggarnya, sanksi yang dikenakan terhadap anggota 
Ikatan Notaris Indonesia yang melakukan pelanggaran kode etik dapat 
berupa : 50 
a. Teguran;  
b. Peringatan;  
c. Schorzing (pemecatan sementara) dari keanggotaan Perkumpulan;  
d. Onzetting (pemecatan) dari keanggotaan Perkumpulan;  
e. Pemberhentian dengan tidak hormat dari keanggotaan Perkumpulan.  
Apabila ada anggota yang diduga melakukan pelanggaran terhadap 
kode etik, baik dugaan tersebut berasal dari pengetahuan Dewan 
Kehormatan Daerah sendiri maupun karena laporan dari Pengurus Daerah 
ataupun pihak lain kepada Dewan Kehormatan Daerah, maka selambat-
lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari kerjaDewan Kehormatan Daerah 
wajib segera mengambil tindakan dengan mengadakan sidang Dewan 
Kehormatan Daerah untuk membicarakan dugaan terhadap pelanggaran 
tersebut.  
Apabila menurut hasil sidang Dewan Kehormatan Daerah ternyata 
ada dugaan kuat terhadap pelanggaran kode etik, maka dalam waktu 7 
(tujuh) hari kerja setelah tanggal sidang tersebut, Dewan Kehormatan 
Daerah berkewajiban memanggil anggota yang diduga melanggar tersebut 
dengan surat tercatat atau dengan ekspedisi, untuk didengar 
keterangannya dan diberi kesempatan untuk membela diri.  
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Dewan kehormatan daerah baru akan menentukan putusannya 
mengenai terbukti ada tidaknya pelanggaran kode etik serta penjatuhan 
sanksi terhadap pelanggarnya (apabila terbukti), setelah mendengar 
keterangan dan pembelaan diri dari anggota yang bersangkutan dalam 
sidang Dewan Kehormatan Daerah.  
Penentuan dapat dilakukan oleh Dewan Kehormatan Daerah, baik 
dalam sidang itu maupun dalam sidang lainnya, sepanjang penentuan 
keputusan melanggar atau tidak melanggar tersebut, dilakukan selambat-
lambatnya dalam waktu limabelas hari kerja, setelah tanggal sidang Dewan 
Kehormatan Daerah dimana Notaris tersebut telah didengar keterangan 
dan/atau pembelaannya. Bila dalam putusan sidang Dewan Kehormatan 
Daerah dinyatakan terbukti ada pelanggaran terhadap kode etik, maka 
sidang sekaligus menentukan sanksi terhadap pelanggarnya. Dalam hal 
anggota yang dipanggil tidak datang atau tidak memberi kabar apapun 
dalam waktu tujuh hari kerja setelah dipanggil, maka Dewan Kehormatan 
Daerah akan mengulangi panggilannya sebanyak dua kali dengan jarak 
waktu tujuh hari kerja, untuk setiap panggilan. Dalam waktu tujuh hari kerja, 
setelah panggilan ke tiga ternyata masih juga tidak datang atau tidak 
memberi kabar dengan alasan apapun, maka Dewan Kehormatan Daerah 
akan tetap bersidang untuk membicarakan pelanggaran yang diduga 
dilakukan oleh anggota yang dipanggil itu dan menentukan putusannya.  
Terhadap sanksi pemberhentian sementara (schorsing) atau 
pemecatan (onzetting) dari keanggotaan perkumpulan diputuskan, Dewan 
Kehormatan Daerah wajib berkonsultasi terlebih dahulu dengan Pengurus 
Daerahnya.  
Putusan sidang Dewan Kehormatan Daerah wajib dikirim oleh 
Dewan Kehormatan Daerah kepada anggota yang melanggar dengan surat 
tercatat atau dengan ekspedisi dan tembusannya kepada Pengurus 
Daerah, Pengurus Pusat dan Dewan Kehormatan Pusat, semuanya itu 
dalam waktu tujuh hari kerja, setelah dijatuhkan putusan oleh sidang 
Dewan Kehormatan Daerah. 
Apabila pada tingkat kepengurusan daerah belum dibentuk Dewan 
Kehormatan Daerah, maka Dewan Kehormatan Wilayah berkewajiban dan 
mempunyai wewenang untuk menjalankan kewajiban serta kewenangan 
Dewan Kehormatan Daerah dalam rangka penegakan kode etik atau 
melimpahkan tugas kewajiban dan kewenangan Dewan Kehormatan 
Daerah kepada kewenangan Dewan Kehormatan Daerah terdekat dari 
tempat kedudukan atau tempat tinggal anggota yang melanggar kode etik 
tersebut. Hal tersebut berlaku pula apabila Dewan Kehormatan Daerah 
tidak sanggup menyelesaikan atau memutuskan permasalahan yang 
dihadapinya.  
Pemeriksaan dan penjatuhan sanksi pada tingkat banding Putusan 
yang berisi penjatuhan sanksi pemecatan sementara (schorsing) atau 
pemecatan (onzetting) dari keanggotaan perkumpulan dapat 
diajukan/dimohonkan banding kepada Dewan Kehormatan Wilayah.  
Permohonan untuk naik banding wajib dilakukan oleh anggota yang 
bersangkutan dalam waktu tiga puluh hari kerja, setelah tanggal 
penerimaan surat putusan penjatuhan sanksi dari Dewan Kehormatan 
Daerah. Permohonan naik banding dikirim dengan surat tercatat atau 
dikirim langsung oleh anggota yang bersangkutan kepada Dewan 
Kehormatan Wilayah dan tembusannya kepada Dewan Kehormatan Pusat, 
Pengurus Pusat, Pengurus Wilayah, dan Pengurus Daerah.  
Dewan Kehormatan Daerah dalam waktu tujuh hari setelah 
menerima surat tembusan permohonan banding wajib mengirim semua 
salinan /foto copy berkas pemeriksaan kepada Dewan Kehormatan 
Wilayah.  Setelah menerima permohonan banding, Dewan Kehormatan 
Wilayah wajib memanggil anggota yang naik banding, selambat-lambatnya 
dalam waktu tujuh hari kerja, setelah menerima permohonan tersebut. 
Anggota yang mengajukan banding dipanggil untuk didengar 
keterangannya dan diberi kesempatan untuk membela diri dalam sidang 
Dewan Kehormatan Wilayah.  
Dewan Kehormatan Wilayah wajib memberi putusan dalam tingkat 
banding melalui sidangnya, dalam waktu tiga puluh hari kerja, setelah 
anggota yang bersangkutan dipanggil, didengar keterangannya dan diberi 
kesempatan untuk membela diri. Apabila anggota yang dipanggil tidak 
datang dan tidak memberi kabar dengan alasan yang sah melalui surat 
tercatat, maka sidang Dewan Kehormatan Wilayah, tetap akan memberi 
putusan dalam waktu yang ditentukan.  
Dewan Kehormatan Wilayah wajib mengirim putusannya kepada 
anggota yang minta banding dengan surat tercatat atau dengan ekspedisi 
dan tembusannya kepada Dewan Kehormatan Daerah, Pengurus Wilayah, 
Pengurus Daerah dan Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia Pusat, 
semuanya itu dalam waktu tujuh hari kerja setelah sidang Dewan 
Kehormatan Wilayah menjatuhkan keputusannya atas banding tersebut.  
Apabila pemeriksaan dan penjatuhan sanksi dalam tingkat pertama 
telah dilakukan oleh Dewan Kehormatan Wilayah, berhubung pada tingkat 
kepengurusan daerah yang bersangkutan belum dibentuk Dewan 
Kehormatan Daerah, maka keputusan Dewan Kehormatan Wilayah 
tersebut merupakan keputusan tingkat banding.  
Putusan yang berisi penjatuhan sanksi pemecatan sementara 
(schorsing) atau pemecatan (onzetting) dari keanggotaan perkumpulan 
yang dilakukan oleh Dewan Kehormatan Wilayah dapat diajukan/ 
dimohonkan pemeriksaan pada tingkat terakhir kepada Dewan Kehormatan 
Pusat. Permohonan untuk pemeriksaan tingkat terakhir wajib dilakukan 
oleh anggota yang bersangkutan dalam waktu tiga puluh hari kerja, setelah 
tanggal penerimaan surat putusan penjatuhan sanksi dari Dewan 
Kehormatan Wilayah.  
Permohonan pemeriksaan tingkat terakhir dikirim dengan surat 
tercatat atau melalui ekspedisi atau oleh anggota yang bersangkutan 
kepada Dewan Kehormatan Pusat dan tembusannya kepada Dewan 
Kehormatan Daerah, Pengurus Pusat, Pengurus Wilayah dan Pengurus 
Daerah.  
Dewan Kehormatan Wilayah dalam waktu tujuh hari kerja, setelah 
menerima surat tembusan permohonan pemeriksaan tingkat terakhir wajib 
mengirim semua salinan /foto copy berkas pemeriksaan kepada Dewan 
Kehormatan Pusat. Setelah menerima permohonan pemeriksaan tingkat 
terakhir, Dewan Kehormatan Pusat wajib memanggil anggota yang 
meminta pemeriksaan tersebut, selambat-lambatnya dalam waktu tiga 
puluh hari kerja, setelah menerima permohonan itu. Anggota yang 
mengajukan permohonan pemeriksaan tersebut, dipanggil, didengar 
keterangannya dan diberi kesempatan untuk membela diri dalam sidang 
Dewan Kehormatan Pusat.  
Dewan kehormatan Pusat wajib memberi putusan dalam 
pemeriksaan tingkat terakhir melalui sidangnya, dalam waktu tiga puluh hari 
kerja, setelah anggota yang bersangkutan dipanggil, didengar 
keterangannya dan diberi kesempatan untuk membela diri.  
Apabila anggota yang dipanggil tidak datang dan tidak memberi 
kabar dengan alasan yang sah melalui surat tercatat, maka sidang Dewan 
Kehormatan Pusat tetap akan memberi putusan dan Dewan Kehormatan 
Pusat wajib mengirim putusannya kepada anggota yang minta pemeriksaan 
tingkat terakhir dengan surat tercatat atau dengan ekspedisi dan 
tembusannya kepada Dewan Kehormatan Daerah, Pengurus Wilayah, 
Pengurus Daerah dan Pengurus Pusat, semuanya dalam waktu tujuh hari 
kerja, setelah sidang Dewan Kehormatan Pusat menjatuhkan keputusan 
atas pemeriksaan tingkat terakhir tersebut.  
Putusan yang ditetapkan oleh Dewan Kehormatan Daerah, Dewan 
Kehormatan Wilayah maupun yang ditetapkan oleh Dewan Kehormatan 
Pusat dilaksanakan oleh Pengurus Daerah. Pengurus Daerah wajib 
mencatat dalam buku anggota perkumpulan yang ada pada Pengurus 
Daerah atas setiap keputusan yang telah ditetapkan oleh Dewan 
Kehormatan Daerah, Dewan Kehormatan Wilayah dan/atau Dewan 
Kehormatan Pusat mengenai kasus kode etik berikut nama anggota yang 
bersangkutan. selanjutnya nama Notaris tersebut, kasus dan keputusan 
Dewan Kehormatan Daerah, Dewan Kehormatan Wilayah dan/atau Dewan 
Kehormatan Pusat diumumkan dalam media notariat yang terbit setelah 
pencatatan dalam buku anggota perkumpulan tersebut.  
Penjatuhan sanksi-sanksi sebagaimana terurai di atas terhadap 
anggota yang melanggar kode etik disesuaikan dengan kuantitas dan 
kualitas pelanggaran yang dilakukan anggota tersebut.  
Seorang anggota Ikatan Notaris Indonesia dapat diberhentikan 
sementara keanggotaannya oleh Pengurus Pusat atas usul Dewan 
Kehormatan Pusat, Dewan Kehormatan Wilayah atau Dewan Kehormatan 
Daerah melalui Dewan Kehormatan Pusat, karena melakukan salah satu 
atau lebih perbuatan di bawah  ini :  
a. Melakukan perbuatan yang merupakan pelanggaran berat terhadap 
ketentuan anggaran dasar, anggaran rumah tangga, kode etik dan 
keputusan yang sah dari perkumpulan;  
b. Melakukan perbuatan yang mencemarkan, merugikan atau 
merendahkan nama baik perkumpulan;  
c. Menyalah gunakan nama perkumpulan untuk kepentingan pribadi.  
Apabila anggota yang diberhentikan sementara berdasarkan 
keputusan kongres dinyatakan bersalah, maka anggota yang bersangkutan 
dapat dipecat untuk seterusnya dari keanggotaan perkumpulan. 
Berdasarkan keputusan kongres, Pengurus Pusat membuat keputusan 
pemecatan bagi anggota yang bersangkutan dan keputusan tersebut 
dilaporkan oleh Pengurus Pusat kepada menteri yang membidangi jabatan 
Notaris, majelis pengawas Pusat, majelis pengawas Wilayah dan majelis 
pengawas daerah serta instansi lainnya yang menurut pertimbangan 
Pengurus Pusat perlu mendapat laporan.  
Namun sanksi pemecatan yang diberikan terhadap Notaris yang 
melakukan pelanggaran kode etik bukanlah berupa pemecatan dari jabatan 
Notaris melainkan pemecatan dari keanggotaan Ikatan Notaris Indonesia, 
sehingga walaupun Notaris yang bersangkutan telah terbukti melakukan 
pelanggaran kode etik, Notaris tersebut masih dapat membuat akta dan 
menjalankan kewenangan lainnya sebagai Notaris, dengan demikian sanksi 
berupa pemecatan dari keanggotaan perkumpulan tentunya tidak 
berdampak pada jabatan seorang Notaris yang telah melakukan 
pelanggaran kode etik, misalnya seorang Notaris diduga melakukan 
pelanggaran kode etik berupa perbuatan yang merupakan pelanggaran 
berat terhadap ketentuan anggaran dasar, kode etik dan keputusan yang 
sah dari perkumpulan, yaitu menandatangani akta yang proses pembuatan 
minutanya telah dipersiapkan oleh pihak lain. 
Selanjutnya Notaris tersebut dijatuhi sanksi berupa pemberhentian 
dengan tidak hormat dari keanggotaan Ikatan Notaris Indonesia, Notaris 
tersebut masih tetap dapat membuat akta dan menjalankan jabatannya 
sebagai Notaris, karena sanksi tersebut bukanlah berarti secara serta 
merta Notaris tersebut diberhentikan dari jabatannya, karena hanya menteri 
yang berwenang untuk memecat Notaris dari jabatannya dengan 
mendengarkan laporan dari Majelis Pengawas.  
Kode etik hendaknya disusun tidak hanya bersumber dari atas 
(pemerintah) tetapi lebih bersumber dari hati nurani para Notaris itu sendiri 
sehingga pelaksanaan kode etik lebih dijiwai oleh semangat para Notaris itu 
sendiri, sehingga dapat dipatuhi dan dilaksanakan dengan penuh 
kesadaran, misalnya saja ada satu ketentuan dalam kewajiban kode etik 
yang mengharuskan Notaris untuk selalu aktif mengikuti kegiatan Ikatan 
Notaris Indonesia dan bila tidak dapat aktif maka dianggap sebagai 
pelanggaran kode etik, hal ini sangat tidak aspiratif.51 Meskipun kode etik 
relatif artinya tapi kalau Notaris beritikad baik, pasti tidak akan 
mengabstraksikan lebih dalam kode etik tersebut melainkan justru 
mengkongkritkan kode etik tersebut dalam kehidupannya sehingga tidak 
merugikan teman sejawat.52 
Sebagai pengemban amanat dan kepercayaan masyarakat, Notaris 
sebagai pejabat umum sudah seharusnya mendapat perlindungan hukum 
dalam menjalankan jabatannya. Notaris yang diduga melakukan 
pelanggaran kode etik harus didengar keterangannya terlebih dahulu dan 
diberi kesempatan untuk membela diri sebelum Dewan Kehormatan Pusat 
menyampaikan usul pemberhentian sementara kepada Pengurus Pusat.  
Dalam menangani atau menyelesaikan suatu kasus, anggota Dewan 
Kehormatan Pusat harus tetap menghormati dan menjunjung tinggi 
martabat anggota yang bersangkutan, selalu menjaga suasana 
kekeluargaan dan merahasiakan segala apa yang ditemukannya. Seorang 
Notaris yang diduga melakukan pelanggaran kode etik hendaknya 
diberikan advokasi atau pendampingan oleh perkumpulan dengan tetap 
menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah. 
Terhadap penjatuhan sanksi pemberhentian sementara (schorshing) 
atau pemecatan (onzetting) dari keanggotaan perkumpulan, Dewan 
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Kehormatan Daerah Wajib berkonsultasi terlebih dahulu dengan Pengurus 
Daerahnya dan seorang Notaris yang telah dijatuhi sanksi berupa 
pemecatan sementara (schorsing) atau pemecatan (onzetting) dari 
keanggotaan perkumpulan dapat mengajukan/memohon banding dengan 
surat tercatat atau dikirim langsung kepada Dewan Kehormatan Wilayah 
dan tembusannya kepada Dewan Kehormatan Pusat, Pengurus Pusat, 
Pengurus Wilayah, dan Pengurus Daerah.  
Setelah permohonan bandingnya diterima, selambat- lambatnya 
dalam waktu tujuh hari kerja Dewan Kehormatan Wilayah memanggil 
anggota yang naik banding, untuk didengar keterangannya dan diberi 
kesempatan membela diri dalam sidang Dewan Kehormatan Wilayah dan 
dalam waktu tiga puluh hari kerja, Dewan Kehormatan Wilayah memberi 
putusan dalam tingkat banding melalui sidangnya, walaupun anggota yang 
dipanggil tidak datang Dewan Kehormatan Wilayah, tetap akan memberi 
putusan dalam waktu yang ditentukan.  
Dalam waktu tujuh hari kerja setelah sidang Dewan Kehormatan 
Wilayah menjatuhkan keputusannya atas banding tersebut, maka anggota 
yang minta banding berhak menerima putusannya dan Dewan Kehormatan 
Wilayah wajib mengirim tembusannya kepada Dewan Kehormatan Daerah, 
Pengurus Wilayah, Pengurus Daerah dan Pengurus Pusat Ikatan Notaris 
Indonesia Pusat.  
Putusan yang berisi penjatuhan sanksi pemecatan sementara 
(schorsing) atau pemecatan (onzetting) yang dilakukan oleh Dewan 
Kehormatan Wilayah dapat diajukan/ dimohonkan pemeriksaan pada 
tingkat terakhir oleh anggota yang bersangkutan dalam waktu tiga puluh 
hari kerja, kepada Dewan Kehormatan Pusat dan tembusannya wajib 
disampaikan kepada Dewan Kehormatan Daerah, Pengurus Pusat, 
Pengurus Wilayah dan Pengurus Daerah.  
Setelah menerima permohonan pemeriksaan tingkat terakhir dalam 
waktu tiga puluh hari kerja, setelah tanggal penerimaan surat putusan 
penjatuhan sanksi dari Dewan Kehormatan Wilayah, Dewan Kehormatan 
Pusat memanggil anggota yang meminta pemeriksaan tersebut, untuk 
didengar keterangannya dan diberi kesempatan untuk membela diri dalam 
sidang Dewan Kehormatan Pusat dan dalam waktu tiga puluh hari kerja 
melalui sidangnya Dewan Kehormatan Pusat memberi putusan dalam 
pemeriksaan tingkat terakhir, dan tembusannya kepada Dewan 
Kehormatan Daerah, pengurus cabang, Pengurus Daerah dan Pengurus 
Pusat, semuanya dalam waktu tujuh hari kerja, setelah sidang Dewan 
Kehormatan Pusat menjatuhkan keputusan atas pemeriksaan tingkat 
terakhir tersebut, walaupun anggota yang dipanggil tidak datang dan tidak 
memberi kabar dengan alasan yang sah melalui surat tercatat.  
Apabila kongres memutuskan anggota yang diberhentikan 
sementara itu tidak bersalah, maka anggota yang bersangkutan sejak saat 
keputusan tersebut kembali menjadi anggota perkumpulan dan Pengurus 
Pusat wajib untuk mengambil tindakan dalam rangka merehabilitasi 
anggota itu dalam jangka waktu 15 (limabelas) hari terhitung sejak tanggal 
kongres berakhir. 
Profesi notaris sebagaimana telah diterangkan dapat dilihat dalam 
perspektifnya secara integral. Melalui perspektif terintegrasi ini maka profesi 
notaris merupakan profesi yang berkaitan dengan individu, organisasi profesi, 
masyarakat pada umumnya dan negara. Tindakan notaris akan berkaitan 
dengan elemen-elemen tersebut oleh karenanya suatu tindakan yang keliru dari 
notaris dalam menjalankan pekerjaanya tidak hanya akan merugikan notaris itu 
sendiri namun dapat juga merugikan organisasi profesi, masyarakat dan negara. 
Hubungan profesi notaris dengan masyarakat dan negara telah diatur 
dalam UUJN berikut peraturan perundang-undangan lainnya. Sementara 
hubungan profesi notaris dengan organisasi profesi notaris diatur melalui kode 
etik notaris. Keberadaan kode etik notaris merupakan konsekuensi logis dari 
untuk suatu pekerjaan disebut sebagai profesi. Bahkan ada pendapat yang 
mengatakan bahwa notaris sebagai pejabat umum yang diberikan kepercayaan 
harus berpegang teguh tidak hanya pada peraturan perundang-undangan 
semata namun juga pada kode etik profesinya, karena tanpa adanya kode etik, 
harkat dan martabat dari profesinya akan hilang. 
Terdapat hubungan antara kode etik dengan UUJN. Hubungan pertama 
terdapat dalam Pasal 4 mengenai sumpah jabatan. Notaris melalui sumpahnya 
berjanji untuk menjaga sikap, tingkah lakunya dan akan menjalankan 
kewajibannya sesuai dengan kode etik profesi, kehormatan, martabat dan 
tanggungjawabnya sebagai notaris. Kode etik profesi notaris ditetapkan dan 
ditegakkan oleh organisasi notaris. 
Adanya hubungan antara kode etik notaris dengan UUJN memberikan 
arti terhadap profesi notaris itu sendiri. UUJN dan kode etik notaris menghendaki 
agar notaris dalam menjalankan tugas jabatannya sebagai pejabat umum, selain 
harus tunduk pada UUJN juga harus taat pada kode etik profesi serta harus 
bertanggungjawab terhadap masyarakat yang dilayaninya, organisasi profesi 
(Ikatan Notaris Indonesia atau INI) maupun terhadap negara. Dengan adanya 
hubungan ini maka terhadap notaris yang mengabaikan keluhuran dari martabat 
jabatannya selain dapat dikenai sanksi moril, ditegur atau dipecat dari 
keanggotaan profesinya juga dapat dipecat dari jabatannya sebagai notaris.  
Berkaitan dengan pelanggaran kode etik yang mengakibatkan adanya 
pemanggilan notaris yang bersangkutan, maka kriteria pemanggilan terhadap 
Notaris oleh Penyidik, bisa dipenuhi atau tidak baru bisa diputuskan setelah 
Majelis Pengawas melakukan musyawarah untuk menentukan apakah 
pemanggilan oleh penyidik relevan atau tidak. Sebagai contoh pemanggilan 
terhadap Notaris pemegang protokol, untuk menjelaskan akta yang tidak 
dibuatnya, menurut penulis hal tersebut sangat tidak masuk akal, sehingga 
seharusnya Majelis Pengawas tidak memberi ijin pemanggilan Notaris yang 
bersangkutan.    
Sepanjang apa yang sudah dilakukan oleh Notaris sudah sesuai dengan 
ketentuan perundang-undangan khususnya Undang-Undang Jabatan Notaris 
(UUJN) dan tidak melanggar Kode Etik yang telah ditentukan, maka Majelis 
Pengawas tidak memperkenankan Notaris yang bersangkutan untuk 
memenuhi aparat penegak hukum walaupun hanya sebagai saksi.  
Dengan dibentuknya Majelis Pengawas (mulai dari tingkat daerah 
sampai dengan pusat), diharapkan Notaris lebih profesional dalam 
menjalankan tugasnya. Hal ini dikarenakan eksistensi Majelis Pengawas baik 
untuk tingkat daerah maupun tingkat pusat merupakan pengawas sekaligus 
pelindung serta mengayomi Notaris agar tetap menjalankan tugasnya sesuai 
dengan ketentuan hukum yang berlaku.  
Hal ini tercermin dari setiap keputusannya dalam sidang yang 
menyatakan bahwa “Majelis Pengawas mengijinkan pemanggilan terhadap 
Notaris oleh penyidik sepanjang dalam kedudukannya selaku Notaris yang 
berkaitan dengan akta yang telah dibuatnya”.  
Pemberian ijin tersebut sesuai dengan kondisi Notaris yang 
bersangkutan apakah melanggar Sumpah Jabatan sebagaimana telah 
ditentukan oleh peraturan perundang-undangan ataupun melanggar ketentuan 
peraturan perundang-undangan yang lainnya. Sedangkan apabila Majelis 
Pengawas tidak mengijinkan untuk datang memenuhi panggilan 
penydik/penuntut umum/hakim, karena akta yang telah dibuat oleh Notaris 
yang bersangkutan sudah benar dan sesuai dengan akta otentik sebagaimana 
yang telah ditentukan oleh ketentuan perundang-undangan khususnya 
Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN). 
B. Peranan Dan Fungsi Majelis Pengawas Wilayah Terhadap Pelaksanaan 
Tugas Jabatan Notaris 
Untuk menjamin kepastian, ketertiban dan perlidungan hukum 
dibutuhkan alat bukti tertulis yang bersifat otentik mengenai keadaan, peristiwa 
atau perbuatan hukum yang diselenggarakan melalui jabatan tertentu. Notaris 
merupakan jabatan tertentu yang menjalankan profesi dalam pelayanan hukum 
kepada masyarakat, perlu mendapatkan perlindungan dan jaminan demi 
tercapainya kepastian hukum 
Notaris sebagai pejabat umum yang diangkat oleh Menteri Hukum dan 
Hak Asasi Manusia, bertugas untuk melayani kepentingan masyarakat yang 
memberi kepercayaan kepada Notaris, untuk membuat akta otentik mengenai 
perbuatan hukum yang diinginkan oleh masyarakat. Adapun tujuan masyarakat 
mendatangi seorang Notaris untuk membuat akta otentik adalah, karena akta 
otentik tersebut akan berlaku sebagai alat bukti yang sempurna baginya.  
Hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 1868 KUH Perdata yang 
menyatakan bahwa Akta Otentik adalah akta yang bentuknya ditentukan oleh 
undang-undang, dibuat oleh atau dihadapan Pejabat Umum yang berwenang 
untuk itu ditempat dimana akta itu dibuat. Pasal tersebut mensyaratkan agar 
suatu akta memiliki kekuatan bukti otentik, maka harus ada kewenangan dari 
Pejabat Umum (Notaris) untuk membuat akta otentik yang bersumber pada 
undang-undang.53 
Ketentuan Pasal 1868 KUH Perdata tersebut kemudian dijabarkan 
dalam Peraturan Jabatan Notaris (PJN) yang dimuat dalam Stbl. 1860.3, yang 
selanjutnya Peraturan Jabatan Notaris (PJN) dicabut dan dinyatakan tidak 
berlaku sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang 
Jabatan Notaris. 
Akta Notaris adalah alat bukti tertulis yang terkuat, sempurna (volledig) 
dalam bidang hukum perdata, demikian pula halnya dengan akta yang dibuat 
oleh atau dihadapan Notaris. Hal ini berarti bahwa dengan adanya akta 
tersebut tidak diperlukan lagi alat bukti lain untuk membuktikan sesuatu hal 
lain. 
Notaris sebagai pejabat umum dalam menjalankan jabatannya perlu 
diberikan perlindungan hukum, antara lain pertama untuk tetap menjaga 
keluhuran harkat dan martabat jabatannya termasuk ketika memberikan 
kesaksian dan berproses dalam pemeriksaan dan persidangan. Kedua, 
merahasiakan akta keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta dan 
ketiga, menjaga minuta atau surat-surat yang dilekatkan pada minuta akta atau 
protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris.54  
Ketiga hal inilah yang  menjadi dasar dalam Pasal 66 UUJN dalam hal 
pemanggilan Notaris untuk proses peradilan, penyidikan, penuntut umum atau 
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hakim dengan persetujuan Majelis Pengawas. Dengan persetujuan tersebut 
mempunyai arti bahwa dengan tidak adanya persetujuan maka hal tersebut 
tidak dapat dilakukan.55 
Sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang 
Jabatan Notaris (UUJN) pengawasan Notaris dilaksanakan oleh Pengadilan 
Negeri setempat, setelah berlakunya UUJN maka pengawas terhadap Notaris 
di bawah naungan langsung Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia. 
Menurut UUJN pengawasan terhadap Notaris diatur dalam Pasal 66-67, 
dengan demikian sebagai implementasi dari ketentuan Pasal 67 UUJN 
ditindaklanjuti dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI 
Nomor M.02.PR.08.10 Tahun 2004 tentang Tata Cara Pengangkatan Anggota, 
Pemberhentian Anggota, Susunan Organisasi, Tata Kerja dan Tata Cara 
Pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris. Sedangkan dalam Pasal I butir 5 
Peraturan Menteri tersebut di atas, pengertian pengawasan adalah kegiatan 
yang bersifat preventif dan kuratif termasuk kegiatan pembinaan yang 
dilakukan oleh Majelis Pengawas terhadap Notaris. 56 
Dari rumusan tersebut yang menjadi tujuan pokok pengawasan adalah 
agar segala hak dan kewenangan maupun kewajiban yang diberikan kepada 
Notaris dalam menjalankan tugasnya sebagaimana yang digariskan dalam 
peraturan dasar yang bersangkutan, senantiasa dilakukan di atas jalur yang 
telah ditentukan, bukan saja jalur hukum tetapi juga atas dasar moral dan etika 
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profesi demi terjaminnya perlindungan hukum dan kepastian hukum bagi 
masyarakat.  
Pembentukan Majelis Pengawas untuk menyelamatkan kepentingan 
masyarakat dari kerugian yang diakibatkan oleh Notaris yang tidak 
bertanggung jawab dan menjaga citra dan kewibawaan lembaga Notariat serta 
melindungi nama baik kelompok prifesi Notaris dari penilaian yang generaliris.  
Selain hal tersebut menurut penulis dengan adanya Majelis Pengawas, 
maka mempunyai dampak positif yaitu akan membentuk suatu “Peradilan 
Profesi Notaris” yang dijalankan oleh Majelis Pengawas di setiap tingkatan 
secara berjenjang selain yang sudah ada pada organisasi profesi notaris 
sendiri. Dengan adanya peradilan tersebut, maka akan memberikan 
perlindungan hukum dan jaminan kepada Notaris dalam menjalankan 
jabatannya secara profesional.  
Pengawasan Notaris dibedakan antara perilaku dan tindakan yang 
dilakukan oleh Notaris dalam menjalankan jabatanya oleh Majelis Pengawas, 
sedangkan perilaku dan tindakan yang dilakukan oleh Notaris diluar 
menjalankan jabatanya diawasi oleh Dewan Kehormatan Notaris. Pengawasan 
tersebut pada dasarnya adalah merupakan wujud dari perlindungan hukum 
terhadap Notaris itu sendiri oleh karena dengan adanya suatu pengawasan, 
maka setiap Notaris dalam berperilaku dan tindakannya baik dalam 
menjalankan jabatannya maupun diluar jabatannya selalu dalam koridor 
hukum.  
Dengan adanya Majelis Pengawas menurut penulis akan memberikan 
perlindungan hukum terhadap Notaris, sehingga menghindari adanya campur 
tangan pihak lain berkaitan dengan Notaris dalam menjalankan jabatannya 
secara profesional. 
Sejak terbentuknya Majelis Pengawas Wilayah Propinsi Jawa Tengah 
sudah banyak Notaris praktek di Wilayah Propinsi Jawa Tengah yang telah 
dipanggil oleh Majelis Pengawas Daerah, pemanggilan tersebut dilakukan 
untuk meminta keterangan atau klarifikasi dari Notaris yang bersangkutan 
sehubungan dengan adanya permohonan pemanggilan dari pihak yang 
berkepentingan untuk proses peradilan, penyidikan atau penuntut umum baik 
sebagai saksi ataupun sebagai terdakwa.57  
Berdasarkan hasil penelitian, pemanggilan Notaris oleh aparat penegak 
hukum dikarenakan adanya keragu-raguan pihak pemohon (pihak yang 
mengajukan peromohonan pemanggilan) mengenai akta otentik yang dibuat 
oleh Notaris yang bersangkutan dan tentunya mengharap adanya kesaksian 
dari Notaris tersebut.58 
Majelis Pengawas dalam memberikan perlindungan hukum terhadap 
Notaris, melakukan tugasnya akan selalu memperhatikan dan melihat 
relevansi serta urgensi seorang Notaris dipanggil sebagai saksi maupun 
sebagai tersangka dengan pengambilan minuta atau foto copynya maupun 
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surat-surat yang dilekatkan pada minuta tersebut untuk proses peradilan, 
penyidikan atau penuntut umum.59 
Di dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun tentang Jabatan Notaris 
(UUJN) tidak terdapat kata “Perlindungan Hukum”, namun demikian dengan di 
undangkannya UUJN tersebut memberikan pengayoman yang lebih baik 
terhadap Notaris dalam menjalankan profesinya secara profesional. Masalah 
yang dihadapi Notaris dalam menjalankan profesinya, adalah ketidakcermatan 
dan ketidaktahuan mengenai apa yang dilakukan sudah tahu tetapi tetap 
dilakukankan juga dengan tidak mengindahkan ketentuan perundang-
undangan dan sanksi yang akan dihadapi. 
Berdasarkan hasil penelitian, dari sekian banyak notaris yang diperiksa 
oleh Majelis Pengawas Wilayah ada yang telah diputus dengan diberikan 
sanksi pemberhentian dengan tidak hormat.60  
Pemanggilan Notaris oleh penyidik/penuntut umum/hakim dilakukan 
untuk meminta keterangan Notaris baik sebagai saksi tersangka termasuk 
meminta minuta akta atau fotokopinya untuk melengkapi berkas pemeriksaan, 
sebagaimana diatur dalam Pasal 24 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi 
Manusia RI Nomor M.02.PR.08.10 Tahun 2004 tentang Tata Cara 
Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota, Susunan Organisasi, Tata 
Kerja dan Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris menyatakan 
bahwa : 
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(5) Pada sidang pertama yang ditentukan, Pelapor dan Terlapor hadir, lalu 
Majelis Pemeriksa Daerah melakukan pemeriksaan dengan membacakan 
laporan dan mendengar keterangan Pelapor. 
(6) Dalam pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Terlapor diberi 
kesempatan yang cukup untuk menyampaikan tanggapan. 
(7) Pelapor dan Terlapor dapat mengajukan bukti-bukti untuk mendukung 
dalil yang diajukan. 
(8) Laporan diperiksa oleh Majelis Pemeriksa Daerah dalam jangka waktu 
paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak laporan 
diterima. 
 
Berkaitan dengan pemanggilan tersebut, hanya ada beberapa Notaris yang 
diijinkan memenuhi panggilan sebagai saksi sebagaimana diminta oleh pihak 
penyidik/penuntut umum/hakim. 61 
Dalam kaitan pemanggilan Notaris oleh penyidik, perlu diingat tentang 
Nota Kesepahaman (MoU) antara Ikatan Notaris Indonesia (INI) dan Ikatan 
Pejabat Pembuat Akta Tanah (IPPAT) dengan Kepolisian Republik Indonesia 
(POLRI) yang telah ditanda-tangani pada tanggal 9 Mei 2006. Dalam MoU 
tersebut ditekankan bahwa setiap pemanggilan Notaris oleh penyidik harus 
seizin Majelis Pengawas Daerah (MPD), sehingga penyidik mulai dari Mabes 
Polri sampai dengan Polsek tidak boleh memanggil Notaris tanpa izin Majelis 
Pengawas Daerah (MPD). 
Apabila Pihak penyidik akan memanggil Notaris baik sebagai saksi 
maupun tersangka, maka penyidik harus mengirim surat terlebih dahulu 
kepada Majelis Pengawas Daerah (MPD). Tindakan hukum pemanggilan, 
pemeriksaan dan penyitaan yang dilakukan oleh penyidik dapat dilakukan 
terhadap Notaris baik sebagai saksi maupun tersangka terutama dalam 
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kaitannya dengan suatu tindakan pidana dalam pembuatan akta oetentik oleh 
Notaris yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) huruf j 
KUHAP. 
Sebenarnya Nota Kesepahaman (MoU) antara Ikatan Notaris Indonesia 
(INI) dan Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (IPPAT) dengan Kepolisian 
Republik Indonesia (POLRI) merupakan penyempurnaan dari kesepakatan 
sebelumnya, sehingga dengan penandatangan kesepakatan tersebut akan 
memberikan manfaat pengayoman bagi anggota Ikatan Notaris Indonesia (INI) 
karena pengayoman akan memberikan perlindungan bagi para anggotanya.62 
Dengan adanya Nota Kesepahaman (MoU) antara Ikatan Notaris 
Indonesia (INI) dan Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (IPPAT) dengan 
Kepolisian Republik Indonesia (POLRI), maka tidak ada alasan bagi penyidik 
kepolisian dengan mudah apalagi seenaknya memanggil, memeriksa dan/atau 
menyita minuta akta. 
Selain itu, menurut penulis pentingnya pemahaman yang sama antara 
Notaris dengan institusi lain dalam pembuatan akta otentik yang dibuat oleh 
Notaris sebagai alat bukti. Hal ini dikarenakan masih sering terjadi adanya 
perbedaan pandangan yang muncul dalam penafsiran atas dasar kepentingan 
tugas dan fungsi institusi atau lembaga agar tidak melakukan kesalahan 
penafsiran dari pengertian suatu undang-undang. 
Pada dasarnya dengan adanya Nota Kesepahaman (MoU) antara 
Ikatan Notaris Indonesia (INI) dan Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah 
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(IPPAT) dengan Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) diharapkan dapat 
meningkatkan profesionalisme, sehingga Notaris dalam menjalankan 
profesinya bisa dilindungi ketika dilakukan pemeriksaan oleh pihak penyidik 
kepolisian. 
Dengan adanya permohonan ijin pemanggilan Notaris oleh pihak 
penyidik, maka selanjutnya Majelis Pengawas Daerah (MPD) dalam sidangnya 
berdasarkan keterangan Notaris yang bersangkutan dan data-data yang 
diberikan, digunakan oleh MPD sebagai bahan pertimbangan untuk menjawab 
surat panggilan penyidik. Hasil pemeriksaan tersebut selanjutnya dibuat Berita 
Acara Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 huruf b UUJN 
tentang kewajiban Majelis Pengawas Daerah (MPD), yang menyatakan bahwa 
: 
“Majelis Pengawas Daerah (MPD) berkewajiban  membuat Berita Acara 
Pemeriksaan dan menyampaikan kepada Majelis Pengawas Wilayah 
(MPW) setempat dengan tembusan Notaris yang bersangkutan, 
Organisasi Notaris dan Majelis Pengwas Pusat (MPP).” 
 
Dalam hal ini perlu diketahui bahwa hal-hal apa yang mendasari 
keputusan MPD untuk menentukan keputusannya. Apabila Notaris yang 
bersangkutan tidak hadir dalam persidangan MPD tiga (3) kali berturut-turut 
tanpa keterangan yang jelas, maka MPD akan menyerahkan kepada pihak 
penyidik.63  
Keputusan sidang MPD hanya ada 2 (dua), yaitu mengijinkan Notaris 
untuk memenuhi panggilan penyidik untuk memberikan penjelasan kedudukan 
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akta yang dibuat atau tidak mengijinkan Notaris untuk hadir dalam kedudukkan 
baik sebagai saksi atau tersangka. Namun sesuai dengan Pasal 31 Peraturan 
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor M.02.PR.08.10 Tahun 2004 
tentang Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota, Susunan 
Organisasi, Tata Kerja dan Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris 
yang menyatakan bahwa : 
(3) Dalam hal Majelis Pemeriksa Wilayah dan Majelis Pemeriksa Pusat 
memutuskan Terlapor terbukti melakukan pelanggaran terhadap Undang-
Undang ini, maka terhadap Terlapor dikenai sanksi.  
(4) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat ( I ) dapat berupa 
a. Teguran lisan; 
b. Teguran tertulis; 
c. Pemberhentian sementara; 
d. Pemberhentian dengan hormat; atau  
e. Pemberhentian dengan tidak hormat. 
 
Apabila para pihak ada yang merasa keberatan dengan keputusan yang 
diambil oleh Majelis Pengawas, maka dapat mengajukan banding sesuai 
dengan Pasal 33, menyatakan bahwa : 
(4) Pelapor dan atau Terlapor yang merasa keberatan atas putusan Majelis 
Pemeriksa Wilayah berhak mengajukan upaya hukum handing kepada 
Majelis Pengawas Pusat. 
(5) Upaya hukum banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan 
dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kalender terhitung sejak 
putusan diucapkan. 
(6) Dalam hal Pelapor dan atau Terlapor tidak hadir pada scat putusan 
diucapkan, maka Pelapor dan atau Terlapor dapat menyatakan banding 
dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kalender terhitung sejak 
putusan diterima. 
 
Apabila Notaris yang bersangkutan diperiksa penyidik baik sebagai 
saksi maupun tersangka, ada hal penting yang perlu diperhatikan yaitu jangan 
memberikan keterangan atau jawaban yang tidak diminta oleh penyidik. Sebab 
hal tersebut akan membuka peluang untuk mengembangkan hal-hal yang 
sebenarnya tidak perlu, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 166 KUHP yang 
menyatakan pertanyaan yang bersifat menjerat tidak perlu dijawab. Sehingga 
jawaban itu harus sesuai akta yang dibuat oleh Notaris yang bersangkutan.64 
Berkaitan dengan hal tersebut di atas menurut penulis ada dua hal yang 
perlu diperhatikan, yaitu kewajiban untuk tidak memberikan keterangan dan 
hak untuk tidak memberikan keterangan mengingat sumpah jabatan Notaris 
dan asas kepercayaan yang mendasari kewenangan Notaris.  
Undang-Undang Jabatan Notaris telah meletakkan tugas utama Notaris 
adalah untuk membuat akta otentik, menyimpan aktanya (dalam bentuk minuta 
akta, memberikan Grosse, Salinan dan Kutipan Akta) sesuai dengan Pasal 15 
UUJN. Dalam menjalankan kewenangan tersebut, Notaris wajib 
menyelenggarakan dan menyimpan Protokol Notaris.  
Hal ini dikarenakan Minuta akta termasuk protokol Notaris merupakan 
arsip negara harus disimpan dan dipelihara oleh Notaris. Sejalan dengan 
kekuatan pembuktian yang terkandung di dalam akta Notaris sebagaimana 
diuraikan di atas dan pada Pasal 1889 KUH Perdata, maka salinan yang 
dikeluarkan oleh Notaris pemegang minuta adalah mepunyai kekuatan yang 
sama dengan asli akta tersebut. 
Oleh karena asli mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, 
maka beban pembuktian mengenai kebenaran salinan akta otentik adalah 
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pada pihak yang menyangkalnya. Dengan demikian dapat dibenarkan tidak 
perlunya pembuktian kebenaran akta melalui asli aktanya sepanjang belum 
ditemukan ketidakaslian akta tersebut serta dengan mengingat “kerahasiaan” 
isi akta yang wajib dijaga, maka setiap pengambilan fotokopiannya wajib 
dibuatkan berita acara penyerahan dan yang menerima penyerahannya dapat 
bertanggung jawab menjaga kerahasiaan isi akta tersebut. 
Berkenaan dengan penyitaan minuta, menurut Pasal 43 KUHAP 
menyatakan bahwa : 65 
“penyitaan surat atau tulisan lain dari mereka yang berkewajiban 
menurut undang-undang merahasiakannya, sepanjang tidak 
menyangkut rahasia negara, hanya dapat dilakukan atas persetujuan 
mereka atau atas ijin khusus Ketua Pengadilan Negeri kecuali 
undang-undang menentukan lain.” 
 
Sehingga untuk Notaris dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 30 
Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN), harus seijin Majelis Pengawas 
Daerah (MPD) sebagaimana diatur dalam Pasal 66 UUJN. 
Menurut penulis memahami secara utuh Pasal 66 UUJN haruslah 
dilakukan melalui pendekatan Ilmu Hukum dalam arti makna dalam ketentuan 
Pasal 66 UUJN dapat dipahami apabila Pasal tersebut dikaitkan engan Pasal-
Pasal lainnya dalam UUJN maupun peraturan perundang-undangan lainnya 
sebagai suatu Sistem Hukum. 
Notaris adalah suatu jabatan yang dibebani kewajiban untuk menjaga 
kerahasiaan isi akta dan keterangan yang diberikan berkaitan dengan akta-
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akta yang dibuatnya. Hal ini dapat disimpulkan dalam ketentuan Pasal-Pasal 
yang lain dalam UUJN, antara lain: 
1. Pasal 4 ayat (2) UUJN (Sumpah Jabatan) yang menyatakan bahwa saya 
akan merahasiakan isi akta dan keterangan yang diperoleh dalam 
pelaksanaan jabatan saya; 
2. Pasal 16 ayat (1) huruf e UUJN yang menyatakan bahwa dalam 
menjalankan jabatannya Notaris wajib merahasiakan segala sesuatu 
mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna 
pembuatan akta sesuai dengan Sumpah Jabatan, kecuali undang-undang 
menetukan lain. 
3. Pasal 54 UUJN menyatakan bahwa Notaris hanya memberikan, 
meperlihatkan atau memberitahukan isis akta, Grosse Akta, Salinan Akta 
dan Kutipan Akta kepada orang yang berkepntingan langsung pad akta, 
ahli waris atau orang yang mempunyai hak kecuali ditentukan lain oleh 
peraturan perundang-undangan. 
Kriteria pemanggilan terhadap Notaris oleh Penyidik, bisa dipenuhi atau 
tidak baru bisa diputuskan setelah Majelis Pengawas melakukan musyawarah 
untuk menentukan apakah pemanggilan oleh penyidik relevan atau tidak. 
Sebagai contoh pemanggilan terhadap Notaris pemegang protokol, untuk 
menjelaskan akta yang tidak dibuatnya, menurut penulis hal tersebut sangat 
tidak masuk akal, sehingga seharusnya Majelis Pengawas tidak memberi ijin 
pemanggilan Notaris yang bersangkutan.    
Pemanggilan oleh Majelis Pengawas terhadap Notaris merupakan 
wujud dari perlindungan hukum terhadap Notaris. Perlindungan tersebut tidak 
diberikan kepada pribadi Notaris tetapi kepada profesi dan jabatannya yang 
mengemban amanat dan kepercayaan masyarakat, dengan demikian Notaris 
wajib merahasiakan amanat dan kepercayaan tersebut sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur 
dalam Pasal 1909 ayat (3), Pasal 146, Pasal 277 HIR, Pasal 170 KUHAP dan 
Pasal 322 KUHP serta UUJN yaitu Hak Ingkar (Verschonings recht) yang 
diberikan kepadanya.  
Namun demikian, hakim yang akan menentukan sah atau tidaknya 
alasan yang dikemukakan untuk mendapatkan kebebasan sebagai 
saksi/kewajiban untuk memberikan kesaksian bagi Notaris dalam menjalankan 
jabatannya untuk kepentingan kebenaran dan keadilan, Notaris pada suatu 
waktu harus memberikan keterangan dengan tetap memperhatikan ketentuan 
yang berlaku. 
Pada prinsipnya Majelis Pengawas bukan merupakan superbody, 
namun sebagai pembina, pengayomi dan pelindung serta berusaha 
mendampingi Notaris, termasuk adanya status Notaris yang dipanggil untuk 
diperiksa sebagai saksi dan dalam kasus tersebut tentunya harus ada 
dasarnya untuk menentukan Notaris yang bersangkutan sebagai saksi. Sebab 
Notaris yang dipanggil bukan berarti atau belum tentu bersalah, akan tetapi 
bisa jadi ada faktor lain yang menyebabkan Notaris yang bersangkutan 
berstatus sebagai saksi yang kemungkinan juga dapat sebagai tersangka. 
Meski demikian, Majelis Pengawas dalam melakukan tugasnya akan 
selalu memperhatikan dan melihat relevansi serta urgensi seorang Notaris 
dipanggil sebagai saksi maupun tersangka termasuk pengambilan foto copy 
maupun penyitaan minuta akta dan surat-surat yang dilekatkan pada minuta 
akta serta protokol notaris dalam penyimpanan Notaris. 
Sepanjang apa yang sudah dilakukan oleh Notaris sudah sesuai 
dengan ketentuan perundang-undangan khususnya Undang-Undang Jabatan 
Notaris (UUJN) dan tidak melanggar Kode Etik yang telah ditentukan, maka 
Majelis Pengawas tidak memperkenankan Notaris yang bersangkutan untuk 
memenuhi aparat penegak hukum walaupun hanya sebagai saksi.66   
Dengan dibentuknya Majelis Pengawas (mulai dari tingkat daerah 
sampai dengan pusat), diharapkan Notaris lebih profesional dalam 
menjalankan tugasnya. Hal ini dikarenakan eksistensi Majelis Pengawas baik 
untuk tingkat daerah maupun tingkat pusat merupakan pengawas sekaligus 
pelindung serta mengayomi Notaris agar tetap menjalankan tugasnya sesuai 
dengan ketentuan hukum yang berlaku.  
Hal ini tercermin dari setiap keputusannya dalam sidang yang 
menyatakan bahwa “Majelis Pengawas mengijinkan pemanggilan terhadap 
Notaris oleh penyidik sepanjang dalam kedudukannya selaku Notaris yang 
berkaitan dengan akta yang telah dibuatnya”.  
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Pemberian ijin tersebut sesuai dengan kondisi Notaris yang 
bersangkutan apakah melanggar Sumpah Jabatan sebagaimana telah 
ditentukan oleh peraturan perundang-undangan ataupun melanggar ketentuan 
peraturan perundang-undangan yang lainnya. Sedangkan apabila Majelis 
Pengawas tidak mengijinkan untuk datang memenuhi panggilan 
penydik/penuntut umum/hakim, karena akta yang telah dibuat oleh Notaris 
yang bersangkutan sudah benar dan sesuai dengan akta otentik sebagaimana 
yang telah ditentukan oleh ketentuan perundang-undangan khususnya 
Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN).  67 
Menyangkut adanya laporan dari masyarakat mengenai adanya dugaan 
pembuatan akta oleh Notaris yang merugikan masyarakat, maka MPD juga 
harus melakukan sidang dengan memanggil pelapor (masyarakat) dan terlapor 
(Notaris yang dilaporkan). Hal ini sesuai denganketentuan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 70 huruf g UUJN yang menyatakan bahwa : 
“Majelis Pengawas Daerah (MPD) berwenang menerima laporan dari 
masyarakat mengenai adanya dugaan pelanggaran Kode Etik Notaris 
atau pelanggaran ketentuan dalam Undang-Undang ini.” 
Sehingga akan didapat keterangan yang jelas mengenai permasalahan yang 
terjadi yang pada akhirnya akan menentukan keputusan sidang tersebut. 
Mekanisme pelaporan dari masyarakat itu menyangkut pembuatan akta 
oleh Notaris sebagaimana diatur dalam Pasal 21 Peraturan Menteri Hukum 
dan Hak Asasi Manusia RI Nomor M.02.PR.08.10 Tahun 2004 tentang Tata 
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Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota, Susunan Organisasi, 
Tata Kerja dan Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris yang 
menyatakan bahwa : 68 
(7) Laporan dapat diajukan oleh pihak yang merasa dirugikan. 
(8) Laporan harus disampaikan secara tertulis dalam bahasa Indonesia 
disertai bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan. 
(9) Laporan tentang adanya dugaan pelanggaran Kode Etik Notaris atau 
pelanggaran pelaksanaan jabatan Notaris disampaikan kepada majelis 
pengawas daerah. 
(10) Laporan masyarakat selain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 
disampaikan kepada Majelis Pengawas Wilayah. 
(11) Dalam hal laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan 
kepada Majelis Pengawas Wilayah, maka Majelis Pengawas Wilayah 
meneruskan kepada Majelis Pengawas Daerah yang berwenang.  
(12) Dalam hal laporan sebagaimana dimaksud pada. ayat (3) disampaikan 
kepada Majelis Pengawas Pusat, maka Majelis Pengawas Pusat 
meneruskannya kepada Majelis Pengawas Daerah yang berwenang. 
 
yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan yang ada, setelah ada laporan 
masuk maka dalam jangka waktu 30 (tigapuluh) dari sudah ada keputusan 
Majelis Pengawas Daerah (MPD) sebagaimana diatur dalam Pasal 23 yang 
menyatakan bahwa :  
(6) Pemeriksaan oleh Majelis Pemeriksa Daerah tertutup untuk umum. 
(7) Pemeriksaan dimulai dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari 
kalender setelah laporan diterima. 
(8) Majelis Pemeriksa Daerah harus sudah menyelesaikan pemeriksaan 
dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung 
selak laporan diterima. 
(9) Hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan 
dalam berita acara pemeriksaan yang ditandatangan oleh ketua dan 
sekretaris. 
(10) Surat penghantar pengiriman berita acara pemeriksaan yang dikirimkan 
kepada Majelis Pengawas Wilayah ditembuskan kepada Pelapor, 
Terlapor, Majelis Pengawas Pusat dan Pengurus Daerah Ikatan Notaris 
Indonesia. 
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 Ketentuan dalan Pasal 23 ayat 5 tersebut merupakan implemantasi dari 
ketentuan Pasal 71 huruf e UUNJ yang menyatakan bahwa :  
“Majelis Pengawas Daerah (MPD) berkewajiban memeriksa laporan dari 
masyarakat terhadap Notrais dan menyampaikan hasil pemeriksaan 
tersebut kepada Majelis Pengawas Wilayah dalam jangka waktu 30 
(tigapuluh) hari, dengan tembusan kepada pihak yang melaporkan, 
Notaris yang bersangkutan, Majelis Pengawas Pusat dan Organisasi 
Notaris.” 
 
Pada waktu pelaporan sudah diterima, maka Majelis Pengawas perlu 
mendapat penjelasan dari Notaris yang bersangkutan untuk mengetahui 
perkara yang sebenarnya, sesuai dengan kewenangan Majelis Pengawas 
Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 UUJN yang menyatakan 
bahwa : 
i. Menyelenggarakan sidang untuk memeriksa adanya dugaan pelanggaran 
Kode Etik Notaris atau pelanggaran pelaksanaan Jabatan Notaris; 
j. Melakukan pemeriksaan terhadap Protokol Notaris secara berkala 1 (satu) 
kali dalam 1 (satu) tahun atau setiap waktu yang dianggap perlu; 
k. Memberikan izin cuti untuk waktu sampai dengan 6 (enam) bulan; 
l. Menetapkan Notaris Pengganti dengan memperhatikan usul Notaris yang 
bersangkutan; 
m. Menentukan tempat penyimpanan Protokol Notaris yang pada saat serah 
terima Protokol Notaris telah berumur 25 (duapuluh lima) tahun atau lebih; 
n. Menunjuk Notaris yang akan bertindak sebagai pemegang sementara 
Protokol Notaris yang diangkat sebagai Pejabat Negara sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4); 
o. Menerima laporan dari masyarakat mengenai adanya dugaan pelanggaran 
Kode Etik Notaris atau pelanggaran ketentuan dalam Undang-Undang ini; 
dan  
p. Membuat dan menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada huruf 
a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f dan huruf g kepada Majelis 
Pengawas Wilayah (MPW). 
Sehingga dalam hal ini peranan Majelis Pengawas Daerah yang penting 
adalah selain memberi pengawasan juga memberikan pembinaan dan 
perlindungan Notarsi, khususnya kepada Notaris yang tersangkut perkara 
pidana berkaitan dengan akta-akta yang dibuatnya. Namun demikian secara 
umum banyak Notaris yang tersangkut masalah perlu adanya kajian lebih 
mendalam mengenai penyebabnya. Akar masalah perlu dibedah untuk 
dicarikan jalan keluar atau setidaknya meminimalkan hal-hal yang bisa 
menurunkan kredibilitas profesi Notaris di mata masyarakat. 
Untuk itu perlu adanya pembenahan yang dimulai dari dalam, yaitu 
lembaga yang mengangkat dan organisasi Notaris itu sendiri. Dalam hal ini 
peran organisasi diperlukan agar persoalan tidak berlarut-larut karena akan 
merugikan Notaris itu sendiri yang pada akhirnya juga akan merugikan 
masyarakat, sehingga untuk.menyelesaikan masalah ini perlu adanya 
komitmen dari semua pihak yang berkompeten dalam hal ini. 
Menurut penulis,  banyak kasus yang menimpa Notaris harus dijadikan 
pembelajaran agar tetap menjaga etika profesi dan menjalankan tugas sesuai 
dengan ketentuan yang berlaku. Selain itu, mekanisme pengangkatan Notaris 
di seluruh Indonesia harus transparan dan konsisten dengan ketentuan yang 
ada. Apabila terdapat penyimpangan harus diselesaikan secara hukum, salah 
satunya adalah dengan melakukan pengawasan dan memberikan perlindung 
hukum kepada Notaris. 
Dengan demikian perlindungan hukum yang diberikan oleh Majelis 
Pengawas bukan kepada pribadi Notaris tetapi kepada jabatan Notaris itu 
sendiri, apabila masalah hukum atas Notaris yang bersangkutan tidak 
berkaitan dengan jabatannya maka bukan kewenangan dari Majelis 
Pengawas. 
 
BAB IV 
PENUTUP 
 
A. Kesimpulan 
Berdasarkan uraian dan bahasan pada bab-bab sebelumnya, maka 
dapatlah ditarik kesimpulan sebagai berikut : 
1. Pelaksanaan Tugas Pengawasan Terhadap Notaris Majelis Pengawas 
Notaris dan Dewan Kehormatan merupakan amanat Undang-undang 
Jabatan Notaris, khususnya Pasal 67 Ayat (1) dan (2) yang menyatakan 
bahwa menteri berwenang dalam mengawasi notaris dan dalam 
melaksanakan pengawasannya menteri membentuk majelis pengawas. 
"Notaris adalah pejabat urnum yang berwenang untuk membuat akta 
otentik dan kewenangan lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 
Sebagai pejabat umum, notaris diangkat dan diberhentikan oleh menteri, 
dalam hal ini menteri yang mempunyai tugas dan tanggung jawab di bidang 
kenotariatan adalah Menteri Hukum dan HAM.  Oleh karenanya 
pengawasan yang dilakukan sebelum berlakunya Undang-undang Jabatan 
Notaris adalah bersifat preventif dan represif, akan tetapi setelah 
berlakunya Undang-undang Jabatan Notaris maka pengawasan yang 
dilakukan lebih bersifat preventif dan kuratif lagi. Sedangkan untuk 
pengawasan yang dilakukan oleh Dewan Kehormatan adalah berkaitan 
dengan pelanggaran Kode Etik Profesi Notaris. 
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2. Peranan dan fungsi Majelis Pengawas Wilayah terhadap Pelaksanaan 
tugas Jabatan Notaris melakukan tugasnya selalu memperhatikan dan 
melihat relevansi serta urgensi seorang Notaris dipanggil sebagai saksi 
maupun sebagai tersangka dengan pengambilan minuta atau foto copynya 
maupun surat-surat yang dilekatkan pada minuta tersebut untuk proses 
peradilan, penyidikan atau penuntut umum. Dengan persetujuan tersebut 
mempunyai arti bahwa dengan tidak adanya persetujuan maka hal tersebut 
tidak dapat dilakukan.  
Notaris sebagai pejabat umum dalam menjalankan jabatannya perlu 
diberikan perlindungan hukum, antara lain pertama untuk tetap menjaga 
keluhuran harkat dan martabat jabatannya termasuk ketika memberikan 
kesaksian dan berproses dalam pemeriksaan dan persidangan. Kedua, 
merahasiakan akta keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta dan 
ketiga, menjaga minuta atau surat-surat yang dilekatkan pada minuta akta 
atau protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris. Ketiga hal inilah yang  
menjadi dasar dalam Pasal 66 UUJN dalam hal pemanggilan Notaris untuk 
proses peradilan, penyidikan, penuntut umum atau hakim dengan 
persetujuan Majelis Pengawas.  
B. Saran 
1. Hendaknya Majelis Pengawas yang mengawasi Notaris dalam menjalankan 
tugas dan jabatannya adalah pengawas yang memiliki pengetahuan dan 
mengerti tentang kenotariatan khususnya dalam pembuatan akta otentik 
dan juga memiliki integritas moral yang tinggi. 
2. Hendaknya Majelis Pengawas yang rnengawasi Notaris dalam 
menjalankan tugas dan jabatannya adalah pengawas yang memiliki 
pengetahuan dan mengerti tentang kenotariatan khususnya dalam 
pembuatan akta otentik dan juga memiliki integritas moral yang tinggi 
dalarn menjabat sebagai Majelis Pengawas. 
3. Hendaknya Majelis Pengawas Notaris yang telah dibentuk dan diangkat 
sesuai dengan amanat Undang-undang Jabatan Notaris dapat rnenjalankan 
tugasnya dengan baik dan dengan keikhlasan untuk mengawasi Notaris 
sehingga nantinya Notaris bisa memiliki integritas moral yang tinggi dalam 
menjabat sebagai pejabat umum. Dengan adanya pengawasan yang 
dilaksanalkan bagi Notaris, Notaris hendaknya bisa rnenjadi seorang pejabat 
umum yang profesional dalam jabatannya khusunya dalam pembuatan akta 
yang bersifat otentik. Dan melaksanakan tugas dan jabatannya benar-benar 
memperhatikan nilai luhur, martabat dan etika serta mematuhi peraturan 
perundang-undangan yang berlaku. 
 
4. Dengan adanya perlindungan hukum dilaksanakan terhadap Notaris, 
hendaknya bisa menjadi seorang pejabat umum yang profesional dalam 
jabatannya khususnya dalam pembuatan akta yang bersifat otentik dan 
melaksanakan tugas dan jabatannya benar-benar memperhatikan nilai 
luhur, martabat dan etika serta mematuhi peraturan perundang-undangan 
yang berlaku. 
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